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Sembah, sujud dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih
atas pertolonganNya jualah sehingga buku ini dapat tersusun dan terbit.
Ada banyak pihak yang berpartisipasi membantu penulis selama menyusun sampai
pada penerbitan buku ini. Untuk itu dengan rasa haru dan tulus penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Materi buku ini merupakan pengembangan dari salah satu makalah yang penulis
buat untuk memenuhi tugas akademik dalam Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum
Bisnis pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNPAD Tahun 2005. Kemudian
penulis padukan dengan hasil penyuluhan hukum Penertiban Pemakaian Tenaga
Listrik (P2TL) di beberapa wilayah dan cabang PT PLN (Persero), antara lain:
Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua. Sehingga karya tulis ini
diberi judul utama: Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik.
Untuk kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan koreksi dan sumbang-
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berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik  yang
ditulis oleh DR.cdt.Marthen Napang,SH.,MH.,MSi salah satu pengamat dan
praktisi hukum yang menaruh perhatian pada masalah-masalah hukum
ketenagalistrikan..
Selain disusun sesuai kaidah-kaidah ilmiah, nilai lebih dari buku ini terdapat pula
pada analisis-yuridis terhadap berbagai kendala dari penanganan kasus
ketenagalistrikan yang nyata dan banyak terjadi. Sehingga para pembaca
mendapat gambaran bagaimana mengatasi kendala dan meningkatkan
pelaksanaan tugas P2TL yang dapat menunjang nilai bisnis (core bussines)
perseroan.
Kemudian buku ini menjadi penting sebagai salah satu refrensi dari sangat sedikit
bahan tertulis tentang PLN dan P2TL. Oleh karena itu sangat diharapkan dapat
bermanfaat menunjang program penyuluhan hukum P2TL dilingkungan PLN.
Akhirnya, saya harapkan buku ini dapat memberi inspirasi bagi rekan-rekan
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Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dalam rangka
meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik,
pemerintah membentuk badan usaha-badan usaha yang bersifat
komersial dan/atau sosial serta dengan misi khusus, terutama di
bidang ekonomi dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup
orang banyak.
Namun demikian badan usaha negara yang dibentuk pemerintah ini
tidak dimaksudkan sebagai upaya pemerintah mengendalikan atau
menguasai sektor swasta, ekonomi, perdagangan, dan pasar.
Keberadaan badan usaha milik negara ini hendaknya menjadi pionir
dan menciptakan iklim usaha yang sehat untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional.
Sebenarnya badan usaha milik negara telah ada sejak Zaman sebelum
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun
pengaturannya lebih lengkap dalam peraturan perundangan beserta
peraturan pelaksanaannya dilakukan setelah kemerdekaan.
Salah satu BUMN yang dibentuk oleh Pemerintah adalah PT PLN
(Persero). Keberadaan Perusahaan Listrik Negera ini telah lama
ada  yakni sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Keberadaannya  tersebar  diberbagai kota/daerah
kepulauan Nusantara. Kemudian berkembang pesat seiring dengan
pesatnya perkembangan kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik.
2II. TINJAUAN UMUM BUMN
1. Sejarah Singkat
1.1. Masa Sebelum Kemerdekaan.
Pada masa ini terdapat 2 jenis badan usaha negara yang
tunduk pada ketentuan hukum produk pemerintahan Hindia
Belanda yang berbeda dengan sumber anggaran perusahaan
yang berbeda, tetapi manajemennya di bawah pengawasan
dan pengelolaan langsung oleh Departemen terkait,
sehingga keuntungan perusahaan menjadi bagian dari
penerimaan negara.
Kedua jenis badan usaha milik negara tersebut adalah:
(1) Badan Usaha yang tunduk pada IBW (Indonische
Bedrijven Wet).
Ciri utama jenis badan usaha negara ini adalah modal
perusahaan berasal dari keuangan negara yang
dianggarkan atas persetujuan DPR. Sehingga badan
usaha negara ini langsung berada dalam
tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh
Departemen Keuangan. Keuntungan perusahaan
menjadi bagian penerimaan negara melalui
Departemen Keuangan.
(2) Badan Usaha yang diatur oleh ICW (Indonische
Compabilities Wet).
Jenis badan usaha negara ini mendapat modal dari
anggaran belanja masing-masing departemen yang
bersangkutan atau yang membawahinya. Masing-
masing departemen tersebut memasukkan anggaran
belanja badan usaha ini kedalam anggaran
3departemennya. Sehingga keuntungan perusahaan
menjadi bagian dari penerimaan negara melalui
masing-masing departemen yang bersangkutan.
1.2. Sesudah Kemerdekaan RI
(1) Masa 1945 – 1960.
Jenis badan usaha yang berkembang pada masa ini
adalah jenis badan usaha yang tunduk pada IBW. Bidang
usahanya bersifat strategis menyangkut kepentingan
publik seperti: kelistrikan, pengangkutan laut, batubara,
perkebunan, kesehatan. Saat itu terdapat 20 perusahaan
yang tunduk pada IBW (Indonische Bedrijven  Wet)
yang berada di bawah tanggungjawab langsung
pemerintah RI, yaitu:
- Jawatan Pegadaian,
- Perusahaan Garam dan Soda Negeri,
- Pusat Perkebunan Negara,
- Percetakan Negara,
- Jawatan PTT,





- Pelabuhan Teluk Bayur,
- Pelabuhan Palembang,
- Jawatan Kereta Api,
- Perusahaan Reproduksi,
- Tambang Timah Bangka,
- Perusahaan Batubara Umbilin,
4- Perusahaan Bukit Asam,
- Pembuatan Sera dan Vaksin,
- Penataran Angkatan Laut,
- Perusahaan Negara Pembangkit Tenaga Listrik.
(2) Masa 1960 – 1969.
Pada Masa ini pemerintah RI mulai melakukan
nasionalisasi dibidang hukum badan usaha negara
dengan mengundangkan Undang Undang Nomor 19
Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Berdasarkan
Undang Undang ini dilakukan perubahan hampir semua
badan usaha negara yang ada sebelumnya menjadi
Perusahaan Negara (PN).
Namun demikian masih dimungkinkan juga adanya
badan usaha negara dalam bentuk perusahaan Perseroan
Terbatas (PT), seperti:
- PT. Hotel Indonesia Internasional (PT.HII),
- PT. Sarinah.
Sedang badan usaha negara di bidang lembaga keuangan
atau perbankan masing-masing dibentuk berdasarkan
undang-undang tersendiri.
(3) Masa 1969 – sekarang.
Pada masa ini dikeluarkan beberapa Undang Undang
beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur
tentang badan usaha milik negara dengan meliputi:
bentuk-bentuk usaha, penertiban, pengelolaan,
pembinaan, dan pengawasannya.
5Pertama-tama diundangkan UU No.9 Tahun 1969
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1969 (Lembaran
Negara tahun 1969 Nomor:16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor:2890) tentang Bentuk Bentuk Usaha
Negara menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Tahun 1969 No.40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor:2904).
Disusul, Undang Undang Nomor:1 Tahun 1995 tentang
Perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3587).  Selanjutnya disempurnakan lagi dengan Undang
Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara.
Berdasarkan undang-undang tersebut diatas, sejak
tahun 1969 badan usaha milik negara terbagi dalam 3
jenis bentuk usaha,yaitu:
- Perusahaan Jawatan (Perjan),
- Perusahaan Umum (Perum),
- Perusahaan Persero (Persero).
Kemudian diterbitkan lagi peraturan pelaksanaan dari
Undang Undang BUMN, yaitu:
- Peraturan Pemerintah Nomor:12 Tahun 1998
untuk Perusahaan Persero (Persero),
- Peraturan Pemerintah Nomor:13 Tahun 1998
untuk Perusahaan Umum (Perum),
- Peraturan Pemerintah Nomor:6 Tahun 2000 untuk
Perusahaan Jawatan (Perjan).
62. BUMN Sebagai Badan Usaha
2.1. Subjek Hukum BUMN
Peraturan perundang-undangan mengharuskan Badan
Usaha Milik Negara harus berbentuk badan hukum. Akan
tetapi ternyata sampai sekarang para ahli dan peraturan
perundang-undangan belum menyepakati satu rumusan
defenisi tentang badan hukum yang dimaksud. Padahal
rumusan tersebut sangat penting dalam menentukan
subjektifitas-yuridis badan hukum dimaksud.
Oleh karena itu untuk memahaminya perlu mengkaji teori
dan pendapat para ahli tentang badan hukum.
Menurut Prof. H. Man Suparman Sastrawidjaja,1 ) terdapat
beberapa teori dan pendapat para ahli yang dapat
membantu menjelaskan arti dan makna badan hukum
(korporasi), yaitu:
(1) Beberapa pendapat ahli:
a. E. M. Meijers mengatakan bahwa badan hukum
meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan
kewajiban.
b. Logemann mengatakan bahwa badan hukum adalah
personifikasi yaitu suatu perwujudan atau
penjelmaan hak-kewajiban.
c.  Utrecht berpendapat bahwa badan hukum yaitu
badan yang menurut hukum berkuasa/berwenang
menjadi pendukung hak, atau badan hukum adalah
setiap pendukung hak yang tidak berjiwa
__________________________
1) Sastrawidjaja, H. Man Suparman.2005. Kedudukan UNPAD sebagai Badan
Hukum Publik. Jurnal Penegak Hukum, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung. Hal.2.
7d. Bothingk menyebutkan bahwa badan hukum
hanyalah suatu gambar yuridis tentang identitas
bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-
perbuatan
e. R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada
pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan
yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan
perbuatan seperti seorang manusia, serta
memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau
menggugat didepan hakim
f. R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa
badan hukum ialah suatu badan yang dapat
mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti
orang pribadi.
g. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan suatu
badan hukum sebagai suatu badan yang disamping
manusia perseorangan juga dianggap dapat
bertindak dalam hukum yang yang mempunyai
hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan
hukum terhadap orang lain atau badan lain.
h. Menurut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan,
korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat
diberi arti yang sempit maupun arti yang luas.
Menurut artinya yang sempit, korporasi adalah
badan hukum. Dalam artinya yang luas korporasi
dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum.2 )
__________________________
2) Sutan Remy Sjahdeini, 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers,
Jakarta. Hal. 43.
8i. Juga Sentosa Sembiring mengemukakan,
mengingat rumusan perusahaan sendiri tidak
dicantumkan dalam KUHDagang sebagai
pengganti dari istilah pedagang dan bukan
pedagang (ex Pasal 2-5 KUHD). Oleh karena itu
dalam kepustakaan Ilmu Hukum khususnya ahli
Hukum Dagang, mencoba memberikan kriteria
apa yang harus ada dalam suatu badan usaha atau
perusahaan. Antara lain yaitu, dikemukakan harus
ada kontinuitas, tujuannya mencari keuntungan dan
ada organisasi. 3 )
j. Berdasarkan pendapat para ahli dan KUHD dapat
disimpulkan adanya 4 unsur dari Badan Hukum,
yaitu:
a. adanya harta kekayaan sendiri yang terpisah
(Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 43 KUHD)
b. mempunyai tujuan sendiri-tertentu (Makna
Pasal 45 KUHD)
c. mempunyai kepentingan sendiri (Makna Pasal
43 & Pasal 45 KUHD)
d. adanya organ atau organisasi yang teratur
(Makna Pasal 45 KUHD).
(2) Beberapa teori badan hukum
Oleh karena  rumusan normative tentang badan hukum
belum ada, maka terdapat beberapa teori yang
mencoba mencari dasar hukum dari suatu badan
hukum, yaitu:
__________________________
3) Sentosa Sembiring, 2005. Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-
Undangan. Nuansa Aulia, Bandung. Hal. 1.
9a. Teori Fiksi yang dipelopori  oleh Friedrich Carl
Von Savigny, yang berpendapat badan hukum itu
semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya
menurut alam hanya manusia saja sebagai subyek
hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja,
yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi
orang menciptakan dalam bayangannya suatu
pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek
hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz.
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat
menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat
dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan,
sedangkan tiada manusiapun yang menjadi
pendukung hak-hak itu. Adapun yang dinamakan
hak-hak suatu badan hukum adalah hak-hak yang
tidak ada yang mempunyainya dan sebagai
penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang
terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan
suatu tujuan.
c. Teori Organ yang dipelopori oleh Otto Von
Gierke. Menurut pendapatnya  badan hukum itu
seperti manusia, sebagai suatu realita
sesungguhnya sama seperti yang ada di dalam
pergaulan hukum. Dengan demikian menurut teori
organ badan hukum bukan suatu khayalan tetapi
suatu kenyataan. Oleh karena itu badan hukum juga
mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang
dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti
pengurus atau anggota-anggotanya.
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d. Teori Kekayaan Bersama yang dikemukakan oleh
Rudolf Von Jhering yang menganggap badan
hukum sebagai kumpulan manusia dan
kepentingan badan hukum adalah kepentingan
seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan
hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada
hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah
hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka
bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan
badan itu adalah milik seluruh anggota.
e. Teori Kenyataan Yuridis yang dikemukakan oleh
E. M. Maijers dan juga di dukung oleh Paul
Schoten. Teori kenyataan Yuridis merupakan
penghalusan dari teori organ. Menurut teori ini
badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit,
riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal
tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini dianggap
yang terbaru dan dianggap yang paling dapat
diterima karena dianggap riilnya atau nyatanya
suatu badan hukum landasannya adalah hukum.
Dengan kata lain wujud riil atau nyata dari badan
hukum seperti halnya riilnya manusia diberikan
landasan oleh hukum.
(3) Penggolongan badan hukum
Secara  klasik badan hukum dapat digolongkan
kedalam:
a. badan hukum publik
b. badan hukum perdata
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(4) Kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan
badan hukum :
a. berdasarkan terjadinya, atau berdasarkan
pendiriannya. Apabila badan hukum tersebut untuk
pendiriannya berlaku ketentuan hukum publik atau
didirikan oleh kekuasaan umum maka badan
hukum tersebut merupakan badan hukum publik.
Tetapi apabila badan hukum itu didirikan oleh
orang perorangan sehingga terhadapnya berlaku
ketentuan hukum tersebut termasuk badan hukum
perdata.
b. Lapangan pekerjaannya dari badan hukum tersebut.
Apabila lapangan pekerjaannya untuk kepentingan
umum maka termasuk badan hukum publik.
Apabila lapangan pekerjaannya untuk kepentingan
orang perseorangan atau sekelompok  orang saja
maka termasuk badan hukum perdata.
(5) Dalam Beberapa Perundangan
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan
terkait telah dijelaskan apa yang dimaksud suatu badan
hukum (korporasi), yaitu:
a. UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika:
“Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari or-
ang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan
hukum maupun bukan”.
b. UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan
UU No.20 Tahun 2001:
12
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum”.
c. UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang yang telah diubah dengan UU
No.25 Tahun 2003:
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum”.
d. Rancangan KUHP Tahun 1987/1988 Pasal 120:
“Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari or-
ang atau kekayaan baik merupakan badan hukum
atau pun bukan”.
e. Rancangan KUHP 2004 Pasal 166:
“Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari or-
ang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum”.
f. UU No.3 Tahun 1982 Pasal 1 b. Tentang Wajib
Daftar Perusahaan :
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap
dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh
keuntungan atau laba”.
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g. UU No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen
Perusahaan:
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus
menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan
atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum, yang
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia”.
2.2. Tanggungjawab Pidana Badan Usaha
Pesatnya bisnis dan ketatnya persaingan usaha
perasuransian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi
sebagai badan hukum  tidak terlepas dari sengketa-
sengketa yang bersifat pidana. Sehingga perlu juga
mengkaji prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dari
badan hukum (korporasi) perusahaan asuransi.
Menurut Prof. B. Mardjono Reksodiputro dalam buku
Prof. Muladi 4 ) dalam literature ilmu hukum pidana
dikenal beberapa sistim pertanggungjawaban pidana dari
suatu badan hukum (korporasi),yaitu:
(1) Pengurus Badan Hukum (Korporasi) sebagai
pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
(2) Badan Hukum (Korporasi) sebagai pembuat dan
pengurus bertanggungjawab.
__________________________
4) Muladi.1991.Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Sekolah
Tinggi Hukum Bandung. Hal. 67.
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(3) Badan Hukum (Korporasi) sebagai pembuat dan juga
sebagai yang bertanggungjawab.
Selanjutnya menurut Prof. Ruslan Saleh juga dalam
buku Prof. Muladi 5 ) menyatakan dalam hal pengurus
korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi
dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban
yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari
korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban
itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam system
ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana.
Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu
sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap
suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang
melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang
diancam pidana dan dipidana.
Oleh Prof. Muladi 6 ) ditegaskan  bahwa ketentuan
yang mengatur hal tersebut diatas dianut oleh
KUHPidana, seperti misalnya Pasal 169 , Pasal 398
dan Pasal 399 KUHPidana.
__________________________
5) Ibid. Hal. 68.
6) Ibid. Hal. 68.
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Perkembangan hukum pidana nasional Indonesia
maupun internasional semakin bersifat terbuka
terhadap system pertanggungjawaban pidana terhadap
badan hukum (korporasi) dan perorangan baik sebagai
individu maupun dalam jabatan organisasi badan
hukum atau organisasi pemerintahan/negara. Jabatan-
jabatan tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi
individu-individu tersebut membebaskan diri dari
pertanggungjawaban pidana tersebut.
Memang pada awalnya berkembang pandangan yang
menyatakan korporasi tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana karena dipandang bukan
sebagai pribadi.
Menurut Prof. J.E. Sahetapy 7 ) mereka yang
menentang dipidananya korporasi berpendirian
bahwa korporasi dalam konteks pengertian badan
hukum, tidak dapat dipidana. Korporasi bukan seorang
pribadi, meskipun dalam kegiatannya ia mengadakan
aktifitas sebagai seorang pribadi. Pendapat ini
menganut asas societas universitas delinquere non
potest (korporasi tidak dapat melakukan tindak
pidana). Oleh karena itu dalam Kitab Undang Undang
Hukum Pidana hanya mengenal orang sebagai subjek
hukum pidana, sedangkan korporasi bukan sebagai
subjek hukum pidana. 8 )
__________________________
7) Sahetapy,J.E.2002.Kejahatan Korporasi.Refika Aditama,Bandung. Hal. 32.
8) Arief Amrullah M,.2004. Kejahatan Korporasi. Bayumedia Publishing, Malang.
Hal. 208.
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Namun demikian perkembangan hukum dan
kehidupan masyarakat menuntut korporasi dapat
dipidana. Sebagaimana ditulis ahli hukum pidana
Remmelink, bahwa harus diakui hanya manusia yang
memungkin terjadinya suatu delik dan hanya manusia
pula yang dapat dipidana, karenanya tuntutan
pertanggungjawaban yang memunculkan rasa bersalah
hanya mungkin dilakukan terhadap manusia. Akan
tetapi, lanjut Remmelink juka perihal menghukum
atau menjatuhkan sanksi pidana dipandang sebagai
sistim pengaturan masyarakat, maka disamping
manusia, korporasi juga selayaknya dapat dimintai
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya
dalam masyarakat.
Kemudian M. Arief Amrullah 9 ) merangkum beberapa
pendapat para ahli termasuk Remmelink diatas
dengan mengatakan, di Belanda telah terjadi
perkembangan sehubungan dengan ketentuan tentang
korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sepanjang
abad XX, korporasi telah menjadi sangat penting
untuk mendukung industrialisasi, sehingga meskipun
kitab undang-undang hukum pidana buatan tahun
1886 masih berlaku. Akan tetapi, pembuat undang-
undang harus mempertimbangkan kenyataan bahwa
manusia dapat bertindak dalam lingkungan korporasi,
yang dalam hukum perdata telah dipandang sebagai
badan hukum. Akhirnya, pada tahun 1976 pembentuk
__________________________
9) Ibid. Hal. 255.
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undang-undang memutuskan untuk mengubah Pasal
51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan
Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran
Negara No.377. Menurut ketentuan yang baru itu,
semuan tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan
korporasi. Demikian juga, di Inggris, Australia, dan
Amerika Serikat. Sedangkan Jepang dan Finlandia
telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum
pidana. Dengan adanya RUU tentang KUHP 1999-
2000 Indonesia telah mengatur korporasi sebagai
subjek hukum pidana.
3. Bentuk Bentuk BUMN
Sebagaimana ddiketahui pemerintah RI telah melakukan
penyederhanaan jenis-jenis BUMN melalui peraturan
perundang-undangan. Melalui UU No.9 Tahun 1969 BUMN
dikelompokkan menjadi 3 tiga jenis badan usaha , yaitu: Perjan
(Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero
(Perusahaan persero). Kemudian berdasarkan UU No.19 Tahun
2003, dirampingkan lagi menjadi 2 jenis,yaitu: Perum
(Perusahaan Umum) dan Persero (Perusahaan Persero).  Perjan
(Perusahaan Jawatan) tidak lagi dikategorikan sebagai badan
usaha milik negara. Namun demikian sesungguhnya Perjan tetap
merupakan salah satu jenis BUMN karena modalnya berasal dari
kekayaan negara dan pengelolaannya oleh aparat negara. Bahkan
Perjan merupakan badan usaha yang murni 100% badan usaha
milik negara. Sedang Perum dan Persero adalah BUMN yang
kepemilikan dan manajemennya terbuka bagi pihak yang bukan
pemerintah. Sehingga terjadi percampuran modal dan manajemen
antara pemerintah dan swasta.
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3.1. Perusahaan Perseroan (Persero).
Pendirian perusahaan persero dilakukan sesuai ketentuan
Undang Undang Nomor:1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT), yaitu didirikan berdasarkan Akta
Notaris dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM.
Namun demikian salah satu pengecualian dari perseroan
BUMN dibanding perseroan terbatas (PT) adalah
perusahaan perseroan BUMN dapat didirikan oleh 1(satu)
orang yaitu: Pemerintah RI (Pasal 7 ayat 5 UUPT).
Sedang Perseroan Terbatas (PT) lainnya harus sedikit-
dikitnya dua orang dengan akta notaris (Pasal 7 ayat 1
UUPT).
Akta Notaris tentang pendirian perusahaan perseroan
memuat Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Anggaran
Dasar ini ditegaskan dan dijelaskan tentang pendirian
perseroan, nama dan tempat kedudukan, jangka waktu:
awal dan lamanya pendirian perseroan, Maksud dan tujuan,
lapangan/bidang usaha, Modal, Saham-saham,
Kepengurusan: Direksi dan Komisaris beserta tugas,
wewenang dan tanggungjawabnya, Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat-rapat lainnya, Hak
Suara dan Pengambilan Keputusan, Perubahan Anggaran
Dasar dan ketentuan lainnya yang spesifik  sesuai
kebutuhan pendirian perseroan. Dalam Anggaran Dasar
ini disebutkan identitas dan status orang yang mewakili
pemerintah yang bertandatangan sebagai pendiri, dan
disebutkan juga susunan kepengurusan (Manajemen)
perseroan yang didirikan. Anggaran Dasar Persero ini
berlaku sebagai undang-undang dasar bagi seluruh jajaran
manajemen dan karyawan.
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Dalam Anggaran Dasar ini harus ditegaskan maksud dan
tujuan pendirian Persero BUMN sebagaimana yang telah
ditetapkan pendiri yaitu pemerintah. Sebagaimana yang
ditegaskan dalam  UU No.19 Tahun 2003 dan PP No.12
Tahun 1998 Pasal 4:
(1) Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:
a. menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam
negeri ataupun internasional; dan
b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan.
(2) Persero dengan sifat usaha tertentu dapat
melaksanakan penugasan khusus untuk
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan
tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Dengan demikian program utama Persero BUMN
adalah menyediakan barang dan atau jasa yang laku
dijual di pasar dalam dan luar negeri dengan
keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedang Persero
BUMN dengan penugasan khusus melayani
kepentingan publik tetap mengupayakan keuntungan.
Dengan sifat penugasan khusus tetapi tetap dituntut
mengejar keuntungan ini Persero BUMN yang
bersangkutan mendapat subsidi dari pemerintah.
Subsidi inilah yang menutupi biaya yang tidak
komersial yang dikeluarkan Persero dalam
melaksanakan penugasan khusus melayani
kepentingan publik. Semakin besar penugasan khusus
melayani kepentingan publik, semakin besar subsidi
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yang diberikan kepada Persero BUMN tersebut.
Misalnya subsidi pemerintah kepada PT PLN
(Persero) karena tarif dasar listrik (TDL) yang
dipatok pemerintah lebih kecil dibanding biaya
operasional Persero PLN menyediakan dan
menyalurkan tenaga listrik kepada anggota masyarakat
pelanggannya. Sehingga makin kecil tarif dasar listrik
yang ditetapkan pemerintah, semakin besar subsidi
yang harus diberikan kepada Persero PLN.
Modal Persero terbagi atas saham-saham baik
sebagian maupun seluruhnya dimiliki Negara. Modal
yang berasal dari pemerintah merupakan penyertaan
modal secara langsung dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
Organ Persero terdiri atas Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris dengan tugas,
kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
Tetapi pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pengambilan keputusan persero berada ditangan para
anggota/peserta RUPS.
Pegawai Persero tidak termasuk sebagai organ
Persero, melainkan merupakan pekerja Persero yang
pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak
serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian
kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
Sekarang ini ketenagakerjaan diatur dalam:
a. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
b. UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
c. UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh.
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3.2. Perusahaan Umum (Perum)
Pendirian Perum dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor:13 Tahun 1998. Dalam Peraturan
Pemerintah tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya:
a. Penetapan Pendirian PERUM,
b. Penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan
untuk penyertaan ke dalam modal Perum,
c. Anggaran Dasar Perum,
d. Penunjukan Menteri Keuangan selaku wakil
Pemerintah dan pendelegasian wewenang kepada
Menteri Tehnis dalam pelaksanaan pembinaan sehari-
hari Perum.
Dalam Anggaran Dasar Perum sekurang-kurangnya
mengatur:
(1) Nama dan Tempat kedudukan Perum,
(2) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perum,
(3) Jangka waktu pendirian Perum,
(4) Susunan dan Jumlah anggota Direksi dan Anggota
Dewan Pengawas,
(5) Penetapan tata cara penyelenggaraan Rapat Direksi,
Rapat Dewan Pengawas, Rapat Direksi dan atau
Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan
Menteri Tehnis,
(6) Kekayaan Perum yang merupakan kekayaan Negara
yang dipisahkan dan digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional Perum,
(7) Modal Perum tersebut tidak terbagi dalam saham-
saham,
22
(8) Setiap tahun buku, Perum wajib menyisihkan
jumlah tertentu dari laba bersih untuk: Cadangan
Umum, Penyusutan dan Pengurangan yang wajar
lainnya,
(9) Sebesar 45% dari sisa penyisihan laba bersih diatas
digunakan untuk:
a. Cadangan Umum,
b. Sosial dan Pendidikan,
c. Jasa Produksi,
d. Sumbangan Dana Pensiun,
e. Sokongan dan sumbangan ganti rugi,
f. Dana Pembangunan Semesta.
(10) Status Kepegawaian Perum merupakan pekerja
Perum yang pengangkatan dan pemberhentian,
kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan
berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Sekarang ini ketenagakerjaan diatur dalam:
(1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(2) UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
(3) UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh.
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3.3. Perusahaan Jawatan (Perjan).
Perusahaan Jawatan (Perjan) didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor:6 Tahun 2000. Oleh karena
tidak diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 Tentang
BUMN, maka keberadaannya tetap mengacuh pada UU
No.9 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Negara. Sehingga
Perjan tetap dapat dipandang sebagai salah satu jenis
BUMN. Bahkan merupakan BUMN yang murni 100%
karena dari segi pendirian, pengelolaan dan permodalan
(kepemilikan) seluruhnya dari pemerintah. Sehingga
maksud dan tujuan pendiriannya adalah untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk
kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa
pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata
mencari keuntungan.
Pendirian Perjan dilakukan berdasarkan peraturan
pemerintah yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya
memuat tentang;
(1) Penetapan Pendirian Perjan,
(2) Penetapan besarnya kekayaan Negara yang ada dalam
Perjan,
(3) Anggaran Dasar Perjan,
(4) Penunjukan Menteri yang bertanggungjawab dalam
pembinaan tehnis.
Sementara dalam Anggaran Dasar Perjan sekurang-
kurangnya memuat tentang:
(1) Nama dan tempat kedudukan Perjan,
(2) Maksud dan Tujuan serta kegiatan pelayanan Perjan,
(3) Jangka waktu pendirian Perjan,
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(4) Susunan dan Jumlah anggota Direksi dan anggota
Dewan Pengawas,
(5) Penetapan tata cara penyelenggaraan Rapat Direksi
dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan
dan Menteri Tehnis.
Kekayaan Perjan merupakan kekayaan Negara yang
dikelola oleh Perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
membiayai kegiatan operasional Perjan. Seluruh modal
dimiliki oleh Pemertintah dan merupakan kekayaan
Negara yang dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-
saham.
Penerimaan Perjan yang diperoleh sebagai imbalan jasa
pelayanan merupakan pendapatan fungsional, bukan
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada setiap akhir tahun anggaran sisa penerimaan Perjan
ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan atau
yang dikuasakan untuk itu.
Sedang kepegawaian Perjan terdiri dari:
(1) Pegawai Perjan adalah Pegawai Negeri Sipil,
(2) Pegawai Swasta. Pengangkatan Pegawai ini dilakukan
oleh Direksi atas persetujuan Menteri Tehnis dan
Pegawai ini tunduk pada ketentuan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.
25
III. BUMN PT PLN (PERSERO)
1. Akta Pendirian PT PLN (Persero).
Sebelumnya PT PLN (Persero) berbentuk Perusahaan Umum
yang disebut Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang
dirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1990. Kemudian diubah bentuknya menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero). Pengalihan bentuk perusahaan ini tidak merubah
statusnya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
Pembubaran sebagai Perum Listrik Negara terjadi bersamaan
dengan Pendiriannya sebagai Persero, PT PLN (Persero).
Bersamaan dengan itu segala hak dan kewajiban, kekayaan serta
pegawai Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang ada
pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan
(Persero) Listrik Negara yang baru tersebut.
Untuk mewujudkan perubahan bentuk badan usaha kelistrikan
dimaksud diatas, maka dibuatlah Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan Listrik
Negara – “P.T. PLN (Persero)” Nomor : 169 Tanggal 30 – 7 –
1994 oleh dan dihadapan Sutjipto,SH Notaris di Jakarta.
Kemudian Akta Notaris ini mendapat persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya
tertanggal 1 Agustus 1994 Nomor: C2-11.519.HT.01.01 TH’94.
Selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I
Tanggal 13/9 – 1994 No.73. Pengumuman dalam Berita Negara
R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-Undang Perniagaan.
Setelah itu didaftarkan lagi dalam register untuk itu yang berada
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah
No.1385/APT/HKM/1994/PN/JAK.SEL, yang yurisdiksinya
meliputi tempat kedudukan PT. PLN (Persero).
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Akta Pendirian ini merupakan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero)
yang memuat aturan-aturan dasar sesuai prinsip-prinsip hukum
perseroan yang berlaku, antara lain:
1.1. Pihak Pendiri.
Dalam Akta Pendirian disebutkan adanya 2 orang pendiri,
yaitu:
a. Tuan Ida Bagus Sudjana, Menteri Pertambangan dan
Energi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak
mewakli dan oleh karena itu untuk dan atas nama
Negara Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa
dibuat secara di bawah tangan tertanggal 28 Juni 1994
Nomor SKU/353/MK/1994 dari Menteri Keuangan
Republik Indonesia yang saat itu karena jabatannya
tersebut berwenang untuk itu sesuai pasal 3 juncto pasal
5 Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 1969 dan
pasal 4 juncto pasal 5 PP Nomor23 Tahun 1994.
b. Tuan Bapak Lego Noormandiri,SH, Kepala Biro Hukum
Departemen Pertambangan dan Energi,  dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan atas
kekuatan Surat Penunjukan tertanggal 30 Juli 1994
Nomor 3331/03/M.SJ/1994, berdasarkan pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994.
Sepintas lalu pendirian PT PLN (Persero) oleh 2 orang
dari instansi yang sama tersebut diatas dapat menimbulkan
pertanyaan. Akan tetapi hal ini dilakukan untuk memenuhi
ketentuan hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum
Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23)
yang mengatur syarat pendirian sebuah Perseroan Terbatas
harus dilakukan 2 orang atau lebih. Pada saat ini belum
diundangkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, dimana pasal 7 ayat 5 yang
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memberikan pengecualian terhadap pendirian  Perseroan
BUMN dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang, yaitu
Pemerintah RI. Sedang Perseroan Terbatas (PT) lainnya
tetap didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 7 ayat
1 UUPT).
1.2. Dasar Pendirian
Dalam Akta Pendirian ini diterangkan bahwa para pihak
menjalani perannya selaku pendiri dalam rangka
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam:
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 Tentang Bentuk
Bentuk Usaha Negara,
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang
Ketenagalistrikan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
Perusahaan Perseroan (Persero) juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1972 Tentang Perubahan
Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Persaeroan (Persero), sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 1983,
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik,
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 Tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik
Negara Menjadi Perusahaan Perseroan,
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- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
tanggal 28 Juni 1994 Tentang Penetapan Modal
Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan
Listrik Negara.
Ketentuan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaannya diatas merupakan dasar hukum pendirian
PT PLN (Persero), sekaligus menunjukan ciri utama
perseroan BUMN yang didirikan oleh pemerintah RI.
Sedang dalam operasionalisasi perseroan Anggaran Dasar
Perseroan menjadi hukum dasar.
1.3. Nama dan Tempat Kedudukan.
Dalam anggaran dasar ini disebutkan nama perseroan
secara lengkap: “Perusahaan Perseroan (Persero)
P.T. Perusahaan Listrik Negera” atau disingkat
“P.T. PLN (Persero)”. Nama persero ini belum memakai
istilah Terbuka (Tbk) dibelakang namanya karena masih
merupakan persero tertutup. Perseroan ini berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta. Serta Kantor dan atau
Satuan-Satuan Usaha satu tingkat di bawah kantor pusat di
tempat-tempat lain di dalam maupun di luar wilayah negara
Republik Indonesia. Kantor atau Satuan-Satuan Usaha dari
perseroan tersebut akan ditetapkan oleh Direksi atas
persetujuan Dewan Komisaris (Pasal 1 AD & Akta
Pendirian).
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Sebagaimana diketahui PT PLN (Persero) ini merupakan
hasil dari perubahan/pengalihan bentuk usaha dari
Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang
berkedudukan Pusat di Jakarta dengan membuka kantor dan
unit-unit kerja/usaha yang tersebar di daerah lain di wilayah
negara RI. Oleh karena itu maka semua Kantor dan Unit
kerja/usaha dari Perum Listrik Negara tersebut menjadi
Kantor dan Satuan-Satuan Usaha PT PLN (Persero)
melalui penetapan Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris PT PLN (Persero) yang susunannya untuk
pertama kali ditetapkan juga dalam Anggaran Dasar & Akta
Pendiriannya.
Selain itu Perseroan berwenang pula mendirikan Anak
Perusahaan (Pasal 3 ayat 5 AD & Akta Pendirian). Namun
demikian anak perusahaan ini berbeda dengan Kantor dan
Satuan-Satuan Usaha lainnya sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1 diatas. Kalau Kantor dan Satuan-Satuan
Usaha lainnya tersebut merupakan bagian dari struktur
organisasi perseroan. Sedang anak perusahaan berada di
luar dari struktur organisasi perseroan.
1.4. Jangka Waktu Berdiri.
Dalam pasal 2 Anggaran Dasar dan Akta Pendirian
Perseroan ditegaskan perseroan didirikan untuk jangka
waktu 75 tahun lamanya, terhitung mulai hari perseroan
menjadi badan hukum.  Hal ini berarti perhitungan dimulai
pada saat perseroan mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman RI melalui surat keputusannya tertanggal
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1 Agustus 1994 Nomor C2-11.519.HT.01.01 TH’94.
Pendirian perseroan untuk jangka waktu tertentu, yaitu 75
tahun tersebut di atas adalah untuk memenuhi ketentuan
Pasal 46 KUHDagang yang mensyaratkan  pendirian
persero harus didirikan untuk jangka waktu tertentu .
Akan tetapi jangka waktu yang telah ditetapkan untuk
pendirian persero tersebut, mendapat pembatasan dalam
KUHDagang.  Dalam Pasal 47 KUHDagang ditegaskan,
bahwa dalam hal perseroan mengalami kerugian yang
mencapai 75% (tujuh puluh lima perser) dari Modal
perseroan, maka perseroan itu bubar demi hukum.
Berbeda dengan Pasal 6 UU No.1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, yang menganut prinsip pada dasarnya
perseroan dapat didirikan untuk  jangka waktu tidak
terbatas, akan tetapi jiga didirikan untuk jangka waktu
tertentu, maka harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar
perseroan.
Pada saat pendirian PT PLN (Persero) ini UU No.1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, belum diundangkan.
1.5. Maksud dan Lapangan Usaha.
Dalam pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar dan Akta Pendirian
perseroan disebutkan Maksud dan Tujuan didirikannya
perseroan yaitu: berusaha dalam bidang penyediaan tenaga
listrik bagi kepentingan umum dalam arti yang seluas-
luasnya dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan.
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Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan secara terinci
kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dapat
diselenggarakan oleh perseroan. Kegiatan usaha tersebut
meliputi 3 jenis usaha,yaitu:
a. Usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
 Pembangkitan tenaga listrik;
 Transmisi tenaga listrik;
 Distribusi tenaga listrik;
b. Usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
 Konsultasi yang berhubungan dengan
ketenagalistrikan.
 Pembangunan dan pemasangan peralatan
ketenagalistrikan.
 Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
 Pengembangan tehnologi peralatan yang
menunjang penyediaan tenaga listrik.
c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.
Sedang jenis-jenis kegiatan lainnya yang dapat
dilakukan perseroan adalah:
a. melakukan perencanaan dan pembangunan sarana
penyediaan tenaga listrik serta pengembangan
penyediaan tenaga listrik (Pasal 3 ayat 5).
b. melakukan kegiatan kerjasama dengan badan lain
atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang
kelistrikan di dalam maupun dari luar negeri (Pasal
3 ayat 4 a.)
c. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai
kebutuhan (Pasal 3 ayat 4 b.).
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d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya melalui anak
perusahaan yang didirikannya (Pasal 3 ayat 5).
1.6. Modal dan Saham.
Sebagaimana diketahui Modal perseroan adalah kekayaan
negara yang dipisahkan yang terbagi dalam bentuk saham-
saham. Oleh karena itu seluruh nilai nominal saham
merupakaan modal dasar dari perseroan. Dalam pasal 4
Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Persero dicantumkan
modal dasar  PT PLN (Persero) pada saat pendiriannya
ditetapkan sebesar Rp.63.000.000.000.000,00 (enam
puluh tiga trilyun rupiah) yang terbagi dalam 63.000.000
(enam puluh tiga juta) lembar saham yang terdiri dari
13.000.000 (tiga belas juta) lembar saham prioritas dan
50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham biasa, masing-
masing saham dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan
telah disetorkan penuh oleh para pendiri sebesar
Rp.13.000.000.000.000,00 (tiga belas trilyun rupiah)
yang terbagi dalam 13.000.000 (tiga belas juta) lembar
saham prioritas, dengan perincian:
a. Negara Republik Indonesia sebanyak 12.999.999
lembar saham prioritas dengan nilai nominal seluruh
saham Rp.12.999.999.000.000,00.
b. Tuan Bapa Lego Noormandiri,SH sebanyak 1 (satu)
lembar Saham prioritas dengan nilai nominal
Rp.1.000.000,-
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Sedang modal dasar perseroan selebihnya sebesar
Rp.50.000.000.000.000,00 yang terbagi dalam
50.000.000 (Lima puluh juta) lebar saham biasa, akan
ditempatkan dan disetorkan secara bertahap sesuai
kebutuhan perseroan dan telah dikeluarkan seluruhnya
selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak hari dan tanggal pengesahan akta pendirian
persero. Setiap kali dilakukan pengeluaran saham untuk
ditempatkan dan disetorkan, para pendiri mendapat
kesempatan pertama atau hak terlebih dahulu atau
didahulukan (preferentie)) untuk membeli saham-saham
yang dikeluarkan tersebut.
Meskipun modal yang telah ditempatkan dan disetorkan
oleh Tuan Bapa Lego Noormandiri sebesar Rp.1.000.000,-
yang terbagi dalam 1 (satu) saham prioritas tidak
disebutkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan,
namun karena ia bertindak karena dan atas jabatannya
sebagai aparat pemerintah yaitu sebagai Kepala Biro
Hukum Departemen Pertambangan dan Energi sesuai surat
penunjukan dari atasannya, maka modal tersebut adalah juga
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan setidak-
tidaknya merupakan kekayaan Departemen Pertambangan
dan Energi, bukan kekayaan pribadi Tuan Bapa Lego
Noormandiri. Sehingga seluruh modal dan saham
PT PLN (Persero) merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan. Oleh karena Saham-saham sebagai modal dasar
persero seluruhnya masih dimiliki oleh Negara, maka
PT PLN (Persero) masih merupakan persero tertutup,
sehingga tidak memakai istilah Terbuka (Tbk) dibelakang
nama persero.
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Selanjutnya beberapa hal tentang Saham-saham seperti:
perangkat saham, deviden, jenis saham, daftar saham,
pemindahan-tanganan saham-saham, duplikat saham diatur
dalam pasal-pasal 5,6,7,8 dan 9.
1.7. Organ Persero.
Secara struktural organ persero terdiri dari RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham),  Direksi dan Dewan Komisaris.
Perseroan dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari
seorang Direktur Utama dibantu sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang Direktur. Kepemimpinan atau manejerial
Dewan Direksi merupakan pengejawantahan dari Anggaran
Dasar dan RUPS persero. Sementara Dewan Komisaris
yang terdiri dari seorang Komisari Utama dibantu
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang, melakukan pengawasan terhadap
Dewan Direksi dalam menjalankan persero.
Pembukuan dan Tanggungjwab Keuangan Direksi
Kepengurusan, Tugas dan Wewenang, serta Rapat-rapat
Dewan Direksi diatur selengkapnya dalam pasal 10 s/d
pasal 14. Sedang hal yang sama untuk Dewan Komisaris
diatur dalam pasal 15 s/d pasal 18. Berikutnya RUPS diatur
dalam pasal 20 s/d 33. meliputi:
- Rapat Umum Pemegang Saham,
- Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham,
- Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham,
- Panggilan dan Tempat Rapat,
- Pimpinan Rapat,
- Keputusan Rapat dan Hak Suara,
- Rapat Pemegang Saham Prioritas,
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- Hak Suara Dalam Rapat Pemegang Saham Prioritas,
- Pembagian Laba, Dana Cadangan,
- Perubahan Anggaran Dasar,
- Likuidasi,
- Tempat Tinggal (Domisili),
- Ketentuan Penutup.
Selanjutnya pada pasal 34 bagian akhir dari Anggaran Dasar
dan Akta Pendirian, disebutkan susunan anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris untuk pertama kali.
Pengangkatan mereka dilakukan oleh pendiri tidak melaui
mekanisme pengangkatan yang diatur dalam pasal 10 dan
pasal 15 Anggaran Dasar dan Akta Pendirian persero
tentang cara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.
Dalam pasal 34 disebutkan cara pengangkatan seperti ini
merupakan penyimpangan (menyimpang) dari ketentuan
pasal 10 dan pasal 15. Akan tetapi sesunguhnya merupakan
hak alami dari para pendiri yang melekat pada Akta
Pendirian. Hak alami ini tidak ada kalau tidak ada Akta
Pendirian. Hak alami ini diperlukan untuk melengkapi
syarat formil dari Akta Pendirian Persero( Pasal 8 ayat
(1) b UUPT). Tanpa pengurus (Direksi dan Komisaris)
sebuah persero atau badan hukum tidak dapat didirikan.
Sedang pendirian persero disyaratkan harus dengan Akta
Notaris. Oleh karena itu hak alami ini berakhir secara
formil pada saat persero atau badan hukum tersebut
mendapat pengesahan/persetujuan dari Meneteri yang
berwenang untuk itu,yaitu: Menteri Hukum dan HAM
dahulu Menteri Kehakiman RI. Tetapi secara materil dapat
juga dipandang hak alami ini berakhir pada saat Personil
Direksi dan Dewan Komisaris menerima pengangkatan
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mereka tersebut, karena pada umumnya pengangkatannya
sudah dibahas dan diputuskan bersama oleh para pendiri
persero jauh hari sebelum penandatanganan Akta
Pendirian. Kemudian personil-personil Direksi dan Dewan
Komisaris ini melakukan persiapan-persiapan pendirian
persero, mulai dari Notaris sampai pada pengesahan/
persetujuan Menteri yang berwenang termasuk Menteri
Tehnis terkait lainnya. Bahkan lebih jauh lagi telah
mempersiapkan program kerja dan pengadaan administrasi
perkantoran: saham-saham dan pembukuan yang siap
dilaksanakan setelah pelantikan atau peresmian persero
atau badan hukum tersebut. Rentetan aktifitas ini sudah
membawa akibat-akibat hukum yang harus
dipertanggungjawabkan kepada pendiri dan dilaporkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perubahan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero).
Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas, PT PLN (Persero) telah 2 (dua)
kali melakukan perubahan Anggaran Dasar,yaitu:
2.1. Akta Perubahan Pertama 1998.
Perubahan pertama kali dilakukan dalam rapat RUPS
Persero yang diadakan pada hari Jumat,16 Januari 1998.
Hasil RUPS tentang perubahan Angaran Dasar ini
dituangkan dalam Akta Notaris No.70 Tanggal 27 Januari
1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan
Ny. Indah Fatmawati,SH Penggnati dari Ny.
Poerbaningsih Adi Warsito,SH, Notaris di Jakarta.
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Bentuk Akta Perubahan berupa Akta Pernyataan
Keputusan Rapat. Kemudian Perubahan yang dilaporkan
meliputi Pasal 1, Pasal 4 sampai dengan pasal 34 menjadi
Pasal 1, Pasal 4 sampai dengan pasal 32 sesuai standar
akta model BUMN ketentuan Undang Undang No.1 tahun
1995.
Akta Perubahan ini mendapat persetujuan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-547
HT.01.04.Th.98 Tanggal 5 Pebruari 1998. Kemudian
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No.3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan No.
TDP.0903142 6296 di kantor Pendaftaran Perusahaan
Kodya Jakarta Selatan Nomor: 2190/DH.0903/11/98
pada tanggal 17-2-1998. Selanjutnya diumumkan  dalam
Tambahan Berita – Negara R.I Tanggal 12/5 – 1998
No.38. Pengumunan dalam Berita Negara R.I. sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Perubahan Anggaran Dasar perseroan ini dilakukan dalam
RUPS Luar Biasa Perseroan dengan keputusan suara bulat
menyetujui:
1. Pengubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan;
2. Pengalihan/konvensi Dana Cadangan Perseroan
sebesar Rp.4.325.800.000.000,- (empat trilyun tiga
ratus dua puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah),
dijadikan sebagai tambahan Modal Disetor;
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3. Peningkatan Modal ditempatkan / Disetor Perseroan
yang semula sebesar Rp.13.000.000.000.000,00
(tiga belas triliun rupiah) menjadi
Rp.17.325.800.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga
ratus dua puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah)
yang penambahannya berasal dari pengalihan/konversi
Dana Cadangan Perseroan sebesar
Rp.4.325.800.000.000,00 (empat triliun tiga ratus
dua puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
4. Pengeluaran saham Perseroan yang masih dalam
simpanan (saham portepel) sebanyak 4.325.800
(empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan
ratus) saham dengan nilai nominal setiap saham
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seharga
Rp.4.325.800.000.000,00 (empat triliun tiga ratus
dua puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah);
5. Pengubahan Saham Prioritas menjadi Saham Biasa;
dan
6. Pengubahan dan penyesuaian seluruh ketentuan dalam
Anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1995 ( seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima ) tentang Perseroan terbatas;
Hal-hal yang diubah dan disesuaikan tersebut, antara
lain:
a. Jangka waktu berdirinya perseroan adalah untuk
waktu yang tidak terbatas (Pasal 2 Akta Perubahan
1998). Sebelum perubahan ini Perseroan didirikan
untuk jangka waktu 75 tahun. Sedang
penghitungannya mulai berdirinya adalah sejak
perseroan mendapat status Badan Hukum pada
tanggal 1 Agustus 1994. Perolehan status ini
melalui surat keputusan Menteri Kehakiman RI
tanggal 1 Agustus 1994 Nomor C2-
11.519.HT.01.01 TH’94.
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b. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha diubah
dan disesuaikan dengan rumusan kalimat yang
lebih luas, sistimatis dan terperinci seperti:
“Maksud dan Tujuan Perseroan ialah: untuk
menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik
bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu
yang memadai serta memupuk keuntungan dan
melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang
ketenagalistrikan dalam rangka menunjang
pembangunan dengan menetapkan prinsip-prinsip
Perseroan Terbatas.”(Pasal 3 ayat 1 Akta
Perubahan 1998).
Sedang dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian
1994, “melaksanakan penugasan Pemerintah
dibidang ketenagalistrikan dalam rangka
menunjang pembangunan” belum dicantumkan
sebagai maksud dan tujuan Perseroan. Padahal
peraturan perundan-undangan yang menjadi dasar
pendiriannya “penugasan khusus dari pemerintah
ini” merupakan salah satu maksud dan tujuan
pendirian PT PLN (Persero).
Hal ini memberi konsekuensi biaya penugasan
khusus ditanggung Pemerintah. Pembiayaan dapat
bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) dalam bentuk: Subsidi dan
Anggaran Proyek.
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Dalam pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar dan Akta
Pendirian perseroan disebutkan Maksud dan
Tujuan didirikannya perseroan yaitu: berusaha
dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi
kepentingan umum dalam arti yang seluas-luasnya
dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan.
a. Dalam Akta Perubahan 1998 ini dicantumkan
pasal baru tentang Benturan Kepentingan
(Pasal 14). Benturan kepentingan yang
dimaksud adalah benturan kepentingan antara
Perseroan dengan salah satu atau lebih dari
anggota Direksi.
Hal ini belum diatur didalam Anggaran Dasar
dan Akta Pendirian Perseroan.
b. Juga dalam Akta Perubahan 1998 dicantumkan
pasal baru tentang Penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan Perseroan (Pasal 29).
Dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian
Perseroan sebelumnya hal ini belum diatur.
2.2. Akta Perubahan Kedua 2001.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang kedua kalinya
dilakukan dalam Rpat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT PLN (Perser) pada tanggal 18-7-2001, Pukul
13.00 WIB sampai 13.40 WIB, bertempat di Ruang
Rapat Direktur Jendral Pembinaan BUMN Depkeu
Lantai 3 Gedung Keuangan Baru eks Balai Pustaka Jalan
DR. Wahidin Nomor 2 Jakarta Pusat. Pernyataan
Keputusan RUPS Luar Biasa ini dituangkan dalam Akta
Perubahan Anggaran Dasar  P.T. Perusahaan Listrik
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Negara (Persero) Nomor 43 Tanggal 26 – 10 – 2001
yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan
Haryono,SH Notaris di Jakarta.
Melalui Surat Keputusannya tanggal 13 November 2001
Nomor C-13047 HT.01.04.TH.2001, Prof. DR. ROMLI
ATMASASMITA,SH.LLM selaku Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum
dan HAM memberikan persetujuan/pengesahan atas Akta
Perubahan yang diajukan kepadanya. Akta Perubahan ini
didaftarkan pada daftar Perusahaan sesuai UU No.3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP
090314026269 di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kodya Jakarta Selatan Nomor 088/RUB.09.03/I/2002
tanggal 25 Januari 2002. Selanjutnya diumumkan dalam
Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 23/4-2002
No.33. Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Perubahan Anggaran Dasar ini menyangkut perobahan
Modal yang ditempatkan dan disertor dalam Pasal 4. Oleh
RUPS Luar Biasa diputuskan dengan suara bulat hal-hal
sebagai berikut:
1. Menyetujui kompensasi piutang pada Perseroan
sebesar Rp.28.781.354.789.452,40 (dua puluh
delapan triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar
tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan
puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua
rupiah empat puluh sen) yang berasal dari tunggakan
bunga sebesar Rp.15.744.405.955.300,20
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(limabelas triliun tujuh ratus empat puluh empat
miliar empat ratus lima juta sembilan ratus lima
puluh lima ribu tiga ratus rupiah dua puluh sen) dan
tunggakan denda sebesar
Rp.13.036.948.834.152,20 (tiga belas triliun tiga
puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu
seratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen)
dijadikan tambahan penyertaan modal Negara RI
pada perseroan.
2. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan
Disetor sebesar Rp.28.781.354.000.000,00 (dua
puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh satu
miliar tiga ratus lima puluh empat juta) diambil dari
28.781.354 (dua puluh delapan juta tujuh ratus
delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat)
saham dalam simpanan (portapel), dari semula Rp.
17.325.800.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga
ratus dua puluh lima miliar delapan ratus juta ru-
piah) menjadi Rp.46.107.154.000.000,00 (empat
puluh enam triliun seratus tujuh miliar seratus lima
puluh empat juta rupiah); Sehingga selanjutnya dari
modal tersebut telah ditempatkan oleh pemegang
saham ialah Negara Republik Indonesia sebanyak
46.107.154 (empat puluh enam juta seratus tujuh
ribu seratus lima puluh empat) saham atau sebesar
Rp.46.107.154.000.000,00 (empat puluh enam
triliun seratus tujuh miliar seratus lima puluh empat
juta rupiah);
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3. Selisih nilai kompensasi sebagaimana dalam butir
1, dikurangi dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor perseroan sebagaimana dimaksud dalam
butir 2 yaitu sebesar Rp.789.452.40 (tujuh ratus
delapan puluh ribu empat ratus lima puluh dua ru-
piah empat puluh sen) dimasukkan sebagai dana
cadangan perseroan. Dengan adanya penambahan
penyetoran modal pemerintah tersebut di atas, maka
susunan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 Anggaran Dasar Perseroan:
a. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar
Rp.63.000.000.000.000,00 (enam puluh tiga
triliun rupiah) terbagi atas 63.000.000 (enam
puluh tiga juta) saham. Masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00 (seribu
rupiah);
b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
oleh Negara Republik Indonesia sebanyak
46.107.154 (empat puluh enam juta seratus
tujuh ribu seratus lima puluh empat) saham atau
sebesar Rp.46.107.154.000.000,00 (empat
puluh enam triliun seratus tujuh miliar seratus
lima puluh empat juta rupiah);
c. Seratus persen (100%) atas modal yang
ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh




(tujuh belas triliun tiga ratus dua puluh
lima miliar delapan ratus juta rupiah)
merupakan setoran modal lama
sebagaimana telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal dua belas Mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan (12-5-1998)
Nomor 38 Tambahan Nomor 2545/1998;
c.2. sebesar Rp.28.781.354.000.000,00 (dua
puluh delapan triliun tujuh ratus delapan
puluh satu miliar tiga ratus lima puluh
empat juta rupiah)  berasal dari
kompensasi piutang Pemerintah pada
perseroan;
Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa diatas
dapat diketahui:







bunga dan denda Rp. 28.781.354.789.452,40.
Terbilang :
(dua puluh delapan triliun tujuh ratus delapan
puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat
juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu
empat ratus lima puluh dua rupiah empat
puluh sen)
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2. Utang Perseroan tersebut dibayar dengan cara
dimasukan/dikompensasikan sebagai modal
perseroan atas nama Negara/Pemerintah.
Sehingga perseroan tidak lagi memiliki utang
berupa tunggakan bunga dan denda.
3. Nampak pemisahan negara sebagai pendiri dan
pemegang saham disatu pihak dan PT PLN
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara
dipihak lain. Keduanya merupakan dua badan
hukum yang berbeda. Sehingga diantara
keduanya dapat terjadi hubungan hukum dengan
hak dan kewajiban yang sama, sederajad dan
timbal balik. Dalam hal di atas hubungan hukum
utang-piutang disertai bunga dan denda.
4. Pengeluaran Modal Dasar persero PT PLN
(Persero) dengan cara mengeluarkan saham-
saham dari dalam simpanan (Portapel) untuk
dijadikan pembayaran (kompensasi)  tunggakan
bunga dan denda kepada Negara /Pemerintah
selaku pendiri/pemegang saham tersebut,
merupakan penambahan Modal yang
ditempatkan dan Modal yang disetor bagi
Perseroan PT PLN (Persero).
5. Pengeluaran Modal Dasar dengan mengeluarkan
saham-saham baru untuk pembayaran tunggakan
bunga dan denda kepada pendiri dan pemegang
saham tersebut di atas dilakukan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah dan
dinyatakan dalam perubahan Anggaran Dasar
perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini tidak
perlu mendapat pengesahan dari Menteri tetapi
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cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman
dan HAM yang berwenang, diumumkan dan
didaftarkan secara sah. Sehingga telah sesuai
dengan prinsip-prinsip perusahaan yang diatur
dalam  Pasal 15 Pasal 34 jo Pasal 36 UU No.1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 28 ayat 2
Anggaran Dasar PT PLN (Persero) 1998.
6. Berbeda dengan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan  pada tahun 1998 diwajibkan adanya
pengesahan Menteri Hukum dan HAM karena
perubahannya menyangkut: maksud dan tujuan
perseroan, kegiatan usaha perseroan, dan jangka
waktu berdirinya perseroan, sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 15 ayat (2) a,b,dan c
UUPT.
7. Sisa modal dasar perseroan berupa saham-saham
yang masih tersimpan (portapel) atau yang
belum dikeluarkan untuk sebagai modal yang
ditempatkan dan disetorkan adalah
Rp.63.000.000.000.000,00 dikurangi modal
yang telah ditempatkan dan disetor sebesar
Rp.46.107.154.000.000,00 sehingga sisa modal
dasar atau saham yang masih dalam simpanan
(portapel) = Rp.17.992.846.000.000,00 (tujuh
belas triliun sembilan ratus sembilan puluh dua
milyar delapan ratus empat puluh enam juta ru-
piah) yang terbagi atas 17.992.846 (tujuh belas
juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu
delapan ratus empat puluh enam) saham dengan
nilai nominal masing masing saham sebesar
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
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8. Perkembangan kebutuhan akan tenaga listrik
sebagai salah satu komoditas primadona untuk
kehidupan yang lebih baik, membuka peluang
bisnis kelistrikan semakin strategis. Hal ini
membutuhkan penambahan Modal Dasar
PT PLN (Persero) yang cukup besar.
9. Kesamaan besaran antara modal yang
ditempatkan dengan modal yang disetorkan
tersebut di atas, yaitu:  sebesar
Rp.46.107.154.000.000,00 bersesuaian pula
dengan prinsip hukum perusahaan dalam
ketentuan Pasal 26 ayat 3 UU PT.
10.Oleh karena pemegang saham PT PLN (Persero)
seluruhnya dimiliki oleh satu pihak,yaitu
Pemerintah RI, maka dapat dilakukan
Pemanggilan RUPS tanpa melalui mekanisme
panggilan yang ditur dalam Pasal 69 ayat (1) s/d
(5) jo.Pasal 23 AD dan Pengambilan keputusan
RUPS tanpa melalui Voting (pemungutan suara)
yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75,
Pasal 76 UU PT jo. Pasal 25 AD PT PLN
(Persero).
Dalam hal ini prinsip hukum yang paling
mendasar adalah "keputusan tetap sah apabila
RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham
yang mewakili saham dengan hak suara yang sah
dan disetujui dengan suara bulat". Prinsip hukum
ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (6) UUPT.
11. Sesuai dengan prinsip hukum : Fiduciary
Duties of Companies Directors, sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 82
dan Pasal 85 UUPT, Direksi bertanggungjawab
secara beritikad baik  melaksanakan kewajiban
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hukumnya mengurus perseroan sesuai
kepentingan dan tujuan perseroan.  Termasuk
pula mewakili perseroan di dalam maupun di luar
pengadilan.
Menurut A.Partomuan Pohan  10), Fiduciary Duties
of Direksi following duties:
- fiduciary duties of loyalty and good faith
(article 1 (4) UUPT, article 82, article 85 (1))
- duties of care and skill
Prinsip hukum fiduciary duties of companies di-
rectors diatas ditegaskan pula dalam Pasal 11 ayat
1a s/d ayat 5 dan Pasal 12 ayat 2h AD PT PLN
(Persero).
Dengan demikian seluruh keputusan RUPS yang
bersesuaian dengan kepentingan dan tujuan
perseroan wajib hukumnya dilaksanakan oleh
Direksi.
Dalam hal ini Direksi yang melaksanakan kewajiban
dan tanggungjwabnya mengurus dan melaksanakan
keputusan RUPS yang bersesuai dengan kepentingan
dan tujuan perseroan, tidak dapat diberhentikan oleh
RUPS.
Oleh karena itu meskipun dalam UUPT dan AD
ditegaskan RUPS adalah organ perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi dan Komisaris, itu tidak berarti
kekuasaan dan wewenang RUPS tidak tak terbatas.
Berdasarkan prinsip fuduciary duties, kekuasaan dan
wewenang RUPS sebebas dan sebatas sesuai dengan
kepentingan dan tujuan perseroan.
__________________________
10) Pohan, A Partomuan,2007. Fiduciary Duties of Companies Directors. Diklat
Konsultan Hukum Pasar Modal LMKA Pasar Modal – HKHPM,Jakarta. Hal. 6.
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3. Status Kepegawaian PLN
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang BUMN, terjadi perubahan yang signifikan menyangkut
status hukum Pegawai dilingkungan BUMN termasuk
dilingkungan kerja PT PLN (Persero). Sebelum berlakunya UU
Tentang BUMN ini semua Pegawai BUMN termasuk PT PLN
(Persero) disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, karena
sahamnya hampir 100% dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu
pengangkatan dan pemberhentian serta eselonisasi Pegawai
BUMN tidak lagi mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang
berlaku bagi Pengawai Negeri Sipil. Tetapi sudah berpedoman
pada:
a. UU Nomor:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
b. UU Nomor:2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
Dengan demikian Pegawai BUMN tidak lagi bertanggungjawab
langsung kepada aparat pemerintah yang terkait, melainkan
berada dalam pengelolaan dan pengaturan manajemen BUMN
yang bersangkutan. Dalam hal ini  hubungan kerja diatur dalam
Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan dan
Perjanjian Kerja.
Hubungan kerja antara Karyawan BUMN dengan Pemberi Kerja
adalah hubungan  industrial  sebagaimana yang diatur dalam UU
No.13 Tahun 2003.
Dalam Pasal 1 diatur hal-hal pokok menyangkut ketenagakerjaan,
antara lain:
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a. angka 15 Hubungan Kerja adalah hubungan antara penguasaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsure pekerja, upah, dan perintah.
b. angka 16  Hubungan Industrial adalah suatu sistim hubungan
yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsure pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nila-nilai
Pancasila dan Undang-Undang dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945.
c. Angka 3 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
d. angka 4 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
e. Angka 14 Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/
buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
f. angka 20 Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja dan tata tertib perusahaan.
g. angka 21 Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat
buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha
atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
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h. Angka 22 Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan  pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adalah perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan  pemutusan
hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
i. Angka 25 Pemutusan hubungan kerja adalah adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya  hak dan kewajiban antara pekerja/
buruh dan pengusaha.
Dasar Hukum Status Kepegawaian BUMN
Dalam Pasal 87 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
dinyatakan:
(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang
pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan
kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja
bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan.
(2) Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban
dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.
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Kemudian dalam bagian penjelasan pasal 87 diterangkan:
Ayat (1)
Dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, bagi BUMN tidak
berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi
pegawai negeri.
Perjanjian kerja bersama dimaksud dibuat antara pekerja BUMN





Bahkan sebelumnya hal tersebut telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (Persero), yaitu:
Pasal 37
Bagi PERSERO tidak berlaku:
a. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 24 Tahun 1995;
b. Instruksi Presiden  Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan
dan atau Pemindahtanganan Barang barang yang dimiliki/
dikuasai Negara;




Pegawai PERSERO merupakan pekerja PERSERO yang
pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta
kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai
dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Selanjutnya Sastrawidjaja, Man Suparman 11) , dapat disimulkan
bahwa status hukum karyawan BUMN menurut UU BUMN
adalah merupakan pekerja BUMN yang berdasarkan:
a. Perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan
BUMN.
b. Perjanjian kerja secara individual antara tenaga kerja dengan
       BUMN.
Dengan demikian terdapat 3 pilar Hukum Ketenagakerjaan/
Kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Jo. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara bagi PLN, yaitu:
a. Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja (tertulis) sekurang-kurangnya memuat
(Pasal 54):
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat, pekerja/ buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/ buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat tinggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
__________________________
11 Sastrawidjaja, Man Suparman, 2004. Status Hukum Karyawan BUMN Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Seminar
Sosialisasi Program dan Kebijakan Kementrian BUMN 2004,Bandung. Hal. 11.
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Perjanjian kerja dibuat atas Kesepakatan Pekerja / Buruh dan
Pengusaha, tidak dapat ditarik/ dibatalkan secara sepihak,
dapat dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu
sesuai jenis pekerjaan (Pasal 52 Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 59).
b. Peraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan (tertulis) sekurang-kurangnya memuat
(Pasal 111):
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban pekerja/ buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Peraturan Perusahaan ini dibuat sepihak Pengusaha dan wajib
disahkan oleh Menteri / Pejabat yang ditunjuk, berlaku
maksimal 2 (dua) tahun setelah itu harus diperbaharui, tidak
berlaku lagi bila ada Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 109
Jo. Pasal 108 Jo. Pasal 111 ayat 3 Jo. Pasal 108 ayat 2).
c. Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama (tertulis) paling sedikit memuat
(Pasal 124):
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/ serikat buruh serta
Pekerja / Buruh;
c. jangka waktu dan tinggal mulai berlaku Perjanjian Kerja
Bersama; dan
d. tanda tangan para pihak Pembuat Perjanjian Kerjasama.
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Perjanjian Kerja Bersama dibuat secara musyawarah oleh
pengusaha dan serikat pekerja/buruh, bila musyawarah gagal
diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun
dan dapat dipepanjang maksimal 1 (satu) tahun lagi, berlaku
sejak ditandatangani atau waktu lain yang ditentukan dalam
perjanjian kerja bersama dan didaftarkan oleh pengusaha pada
instansi terkait (Pasal 116 Jo. Pasal 117 Jo. Pasal 123
Jo. Pasal 132).
4. Pemutusan Hubungan Kerja
Sebagaimana diketahui pengangkatan, pemberhentian,
kedudukan, hak dan kewajiban kepegawaian BUMN telah
mengacu pda UU Ketenagakerjaan.
Akan tetapi perlu diketahui pula bahwa sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi RI dalam perkara Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal
28 Oktober 2004, terdapat beberapa pasal yang dinyatakan tidak
mengikat secara hukum yaitu: Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160,
Pasal 170 dan Pasal 171.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya memberi
perlindungan hukum bagi hak-hak asasi pekerja mendapatkan dan
mempertahankan pekerjaannya dari keterbasannya sebagai
seorang manusia. Kadang kala keterbatasan sebagai seorang
manusia yang tidak sempurna menyebabkan seorang pekerja
tidak terlepas dari pelbagai peristiwa kehidupannya termasuk
peristiwa-peristiwa pidana. Peristiwa-peristiwa pidana yang
menimpa pekerja inilah dicegah untuk tidak menjadi alasan bagi
Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja yang sah.
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UU Ketenagakerjaan mengatur cara dan alasan-alasan mengkhiri
hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh Pengusaha, Pekerja
dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan insudtrial,
yaitu:
1. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha
Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar melakukan PHK oleh
Pengusaha, antara lain :
a. Pekerja / Buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya
karena ditahan yang berwajib selama 6 bulan terkait dugaan
tindak pidana (Pasal 160 ayat 3).
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang perhargaan masa kerja 1 kali
- Uang penggatian hak (Pasal 160 ayat 7 Jo. Pasal 156)
- Bantuan bagi keluarga Pekerja/Buruh antara 25%-
50% upah tanggungan (Pasal 160 ayat 1)
b. Pekerja / Buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya
karena ditahan yang berwajib selama kurang 6 bulan telah
ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan bersalah
( Pasal 160 ayat 5).
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang perhargaan masa kerja 1 kali
- Uang penggatian hak (Pasal 160 ayat 7 Jo. Pasal 156)
- Bantuan bagi keluarga Pekerja/Buruh antara 25%-
50% upah tanggungan (Pasal 160 ayat 1)
c. Pekerja/Buruh melanggar ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama, dengan telah mendapat surat peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Tenggang waktu
antara masing-masing peringatan 6 bulan atau yang
ditentukan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan
atau Perjanian Kerja Bersama (Pasal 161).
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Pekerja/Buruh berhak atas:
- Uang Pesangon sebanyak 1 kali;
- Uang penghargaan masa kerja 1 kali;
- Uang pengantian hak
(Pasal 161 ayat 3 Jo. Pasal 156)
d. Perusahaan berbah satus : Penggabungan, Pelemburan,
Kepemilikan. (Pasal 163)
Pekerja / Buruh berhak atas :
- Uang pesangon sebanyak 1 kali kalau setuju di PHK
atau 2 kali kalau tidak setuju.
- Uang penghargaan masa kerja 1 kali kalau setuju di
PHK atau 2 kali kalau tidak setuju.
- Uang pengganti hak
(Pasal 163 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 156)
e. Perusahaan Tutup karena merugi 2 tahun terus-menerus
atau keadaan memaksa (force majure) (Pasal 164 ayat
1).
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang pesangon 1 kali;
- Uang penghargaan sebanyak 1 kali;
- Uang penggantian hak
(Pasal 163 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 156)
f. Perusahaan tutup karena melakukan efisiensi (Pasal 164
ayat 3)
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang pesangon 2 kali;
- Uang penghargaan sebanyak 1 kali;
- Uang penggantian hak
(Pasal 164 ayat 3 dan ayat 2 Jo. Pasal 156)
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g. Perusahaan Pailit (Pasal 165)
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang pesangon 1 kali;
- Uang penghargaan sebanyak 1 kali;
- Uang penggantian hak
(Pasal 165 dan ayat 2 Jo. Pasal 156)
h. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun (Pasal 167)
Pekerja/ Buruh peserta Program Pensiun Tanggungan
Perusahaan berhak atas :
- Manfaat pensiun uang selisih/kekurangan jika manfaat
pensiun lebih kecil dari pesangon
- Uang Penggantian Hak
- Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib
(Pasal 167 ayat 1 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
Pekerja/ Buruh peserta Program Pensiun Tanggungan
bersama Pengusaha dan pekerja berhak atas :
- Seluruh Manfaat pensiun
- Uang selisih kekurangan dari premi pensiun yang
dibawa pengusaha dengan uang pesangon.
- Uang Penggantian hak.
- Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib
(Pasal 167 ayat 3 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
Pekerja/ Buruh bukan peserta Program Pensiun berhak
atas :
- Uang pesangon sebanyak 2 kali
- Uang penghargaan masa kerja 1 kali
- Uang penggantian hak
- Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib
(Pasal 167 ayat 5 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
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i. Pekerja/Buruh mengajukan Permohonan PHK dengan
dalil tidak berhak pada Lembaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 169)
Pekerja/Buruh berhak atas:
- Uang Pengantian Hak
(Pasal 169 ayat 3 Jo. Pasal 156)
2. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh.
Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar melakukan PHK oleh
Pekerja/Buruh, antara lain:
a. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri
(Pasal 162)
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang Pisah yang diatur dalam Perjanjian kerja,
Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Uang penggantian hak
(Pasal 162 Jo. Pasal 156)
b. Pekerja/Buruh dikualifikasikan mengundurukan diri
karena mangkir kerja selama 5 hari kerja atau lebih
berturut-turut tanpa alasan yang sah (Pasal 168)
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang Pisah sesuai Perjanjian kerja, Peraturan
Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Uang penggantian hak
(Pasal 168 ayat 3 Jo. Pasal 156)
c. Pekerja /Buruh memasuki usia Pensiun (Pasal 167)
Pekerja/ Buruh peserta Program Pensiun Tanggungan
Perusahaan berhak atas :
- Manfaat pensiun uang selisih/kekurangan jika manfaat
pensiun lebih kecil dari pesangon
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- Uang Penggantian Hak
- Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib
(Pasal 167 ayat 1 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
Pekerja/ Buruh peserta Program Pensiun Tanggungan
bersama Pengusaha dan pekerja berhak atas :
- Seluruh Manfaat pensiun
- Uang selisih kekurangan dari premi pensiun yang
dibawa pengusaha dengan uang pesangon.
- Uang Penggantian hak.
- Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib
(Pasal 167 ayat 3 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
Pekerja/ Buruh bukan peserta Program Pensiun berhak
atas :
- Uang pesangon sebanyak 2 kali
- Uang penghargaan masa kerja 1 kali
- Uang penggantian hak
- Jaminan Hari Tua yang bersifat wajib
(Pasal 167 ayat 5 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
d. Pengusaha terbukti melakukan perbuatan tercela terhadap
pekerja/Buruh (Pasal 169)
Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang pesangon sebanyak 2 kali
- Uang penghargaan masa kerja 1 kali
- Uang penggantian hak
(Pasal 167 ayat 5 dan ayat 6 Jo. Pasal 156)
e. Pekerja / Buruh mengalami sakit berkepanjangan yang
membuat tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui
diatas 12 bulan (Pasal 172)
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Pekerja/ Buruh berhak atas :
- Uang pesangon sebanyak 2 kali
- Uang penghargaan masa kerja 2 kali
- Uang penggantian hak sebanyak 1 kali
 (Pasal 172 Jo. Pasal 156)
f. Pekerja /Buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
yang mebuatnya tidak dapat melakukan pekerjaanya
melampaui batas 12 bulan (Pasal 172).
- Uang pesangon sebanyak 2 kali
- Uang penghargaan masa kerja 2 kali
- Uang penggantian hak sebanyak 1 kali
 (Pasal 172 Jo. Pasal 156)
g. Pekerja/Buruh meninggal dunia (Pasal 166)
- Uang pesangon sebanyak 2 kali
- Uang penghargaan masa kerja 1 kali
- Uang penggantian hak sebanyak 1 kali
 (Pasal 166 Jo. Pasal 156)
3. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh oleh Pihak
Ketiga Menurut ketentuan Pasal 136 ayat 1 UU
Ketenagakerjaan, prosedur PHK :
a. Bipartit - Musyawarah (Pasal 136 ayat 1 Jo. Pasal 3 &
Pasal 6 UU No.2/2004)
b. Disnaker :  Konsiliasi, Arbitrasi, Mediasi (Pasal 4 UU
No.2/2004).
c. Pengadilan ( Pasal 81-115 UU No.2/ 2004 Jo. Pasal 136
ayat 2 UU No.13/2003)
d. Kepolisian (Pasal 183 – Pasal 188 UU No.13/2003 dan
Pasal 122 UU No.2/2004)
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Sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN,
pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban
pegawai PT PLN (Persero) mengacu pada UU No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2/2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Dengan demikian Pegawai PT PLN (Persero) berstatus
Pegawai Persero, dimana semua hal menyangkut hubungan
insdustrial dan kepegawaian PT PLN (Persero) diatur dalam
Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku
dilingkungan PT PLN (Persero).
Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan antara PT PLN
(Persero) dengan pegawainya, namun demikian segala hal
menyangkut keberadaan pegawai dan PT PLN (Persero) diatur
didalam Perjanjian Kerja Bersama yang tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama ini lebih
bersifat demokratis dan bottom up, karena dibuat secara
musyawarah dengan tetap mengutamakan kepentingan pekerja
disesuaikan kepentingan visi dan misi perusahaan.
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IV. PENEGAKAN HUKUM KETENAGALISTRIKAN
Mahkamah Konstitusi RI telah membatalkan UU No.20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan. Sehingga pengaturan Oleh karena itu
Ketentuan Pidana pada Pasal 60 dan Pasal 65 UU No.20 Tahun 2002
yang mengatur mengenai penyalahgunaan tenaga listrik dan
pengrusakan instalasi listrik baik yang dilakukan oleh seseorang-
perorangan maupun korporasi-badan hukum tidak berlaku lagi, kini
kembali pada Ketentuan Pidana pada Pasal 19 UU No.15 Tahun
1985 yang mengatur mengenai Pencurian Tenaga Listrik yang
dilakukan oleh “Barangsiapa” dengan merujuk khusus pada Pasal
362 KUHPidana.
 Terhadap Kasus Perdata Kelistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berdampak
yuridis yang berarti terhadap semua perkara perdata yang
sedang berjalan pada semua tingkat peradilan karena gugatan
konvensi maupun rekonvensi yang diajukan PLN terhadap
pihak lainnya didasarkan pada: Perbuatan Melawan Hukum
sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan Surat Keputusan  Direksi
No.068K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 yang dibuat
tidak berdasarkan UU No.20 Tahun 2002.
 Terhadap Kasus Pidana Kelistrikan.
Terhadap kasus pidana kelistrikan yang sedang dalam proses
hukum di Pengadilan pada semua tingkat peradilan tetap
berjalan sesuai prosedur hukum (hukum acara pidana) yang
belaku. Tuntutan pertanggungjawaban pidana kepada
Terdakwa berdasarkan pasal 60 atau pasal 65 UU No.20/2002
yang telah dibatalkan tersebut tetap sah dan  tidak dapat
menjadi alasan gugurnya perkara pidana atau dibebaskannya
terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hanya karena telah
dibatalkannya UU No.20/2002 tersebut.
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Terhadap kasus pidana kelistrikan yang masih pada tahap
laporan pidana, penyelidikan, penyidikan, atau prapenuntutan
seharusnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai
dengan Ketentuan Pidana menurut UU No.15/1985 yang
merujuk pada Pasal 362 KUHPidana.
Namun dalam keadaan demikian Majelis Hakim memberikan
pertimbangan  yang paling menguntungkan Terdakwa.
1. Aspek Keperdataan
Hubungan Hukum PLN dan Pelanggan adalah hubungan
hukum JUAL-BELI TENAGA LISTRIK dilakukan
berdasarkan:
(1) Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No.109.K/039/DIR/1997  Tanggal 27 November
1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik
Dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik yang Berlaku
di PT PLN (Persero). Kemudian disahkan oleh
Direktur Jenderal Listrik dan Pengembanagan Energi
sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Nomor:679504/600.3/97 Tanggal 19 Desember
1997.
Dalam Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
ini di atur beberapa ketentuan pokok sehubungan
dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
(SPJBTL), terutama:
a. Tentang Bentuk dan Syarat Administrasi
SPJBTL.
b. Tentang Hak dan Kewajiban Pelanggan.
c. Tentang Hak dan Kewajiban PLN
d. Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
(P2TL).
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Ad. a. Tentang Bentuk dan Syarat SPJBTL.
Meskipun dalam Pasal 10 ayat (3) Surat
Keputusan Direksi ini ditegaskan bentuk
perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL)
akan di atur tersendiri oleh Direksi, namun
dalam ketentuan–ketentuan selanjutnya
telah tergambar bentuk SPJBTL adalah
secara tertulis dengan memuat beberapa hal
yang menjadi syarat-syarat pokok
terbentuknya sebuah perjanjian
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yaitu:
(1)  adanya sepakat jual beli tenaga listrik
antara Pelanggan dan PLN, sepakat mana
diberikan secara sadar tanpa paksaan
ataupun akal-akalan satu terhadap yang
lain.
(2) Pelanggan dan PLN adalah orang-orang/
pihak-pihak yang mempunyai kecakapan
membuat perjanjian jual beli tenaga
listrik, keduanya merupakan subjek
hukum yang sah;
(3) Perjanjian Jual Beli yang disepakati
Pelanggan dan PLN menyangkut hal
tertentu, yaitu: jual beli tenaga listrik;
(4) Tenaga Listrik yang dijual/disalurkan
PLN kepada Pelanggan adalah tenaga
listrik yang diperoleh/dikelola sesuai
kewenangannya yang diatur dalam
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ketentuan-ketentuan hukum
ketenagalistrikan, dan tenaga listrik
yang dijual/disalurkan PLN kepada
Pelanggan adalah tenaga listrik yang
diterima Pelanggan secara sah dan
digunakan sesuai peruntukkan
pembeliannya. Perolehan dan
pemanfaatan tenaga listrik yang
diperjualbelikan tersebut dilakukan
secara sah sesuai ketentuan hukum dan
asas keadilan-kepantasan. Tenaga
Listrik yang diperjual belikan tersebut
dimaksudkan untuk menguntungkan bagi
PLN dan Pelanggan serta tidak
merugikan kepentingan umum dan
negara.
Berikut ini dikutip beberapa Pasal terkait
sehubungan dengan bentuk dan syarat
SPJBTL, yaitu:




P e l a n g g a n / P e l a n g g a n
mengajukan permintaan secara
lisan atau tertulis.
(3) Apabila permintaan dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini dapat
dipenuhi, dibuat perjanjian




(4) Bentuk perjanjian dimaksud
ayat (2) Pasal ini diatur
tersendiri oleh Direksi.
- Pasal 12 :
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam








v. Tegangan nominal pasokan
listrik;
vi. Frekuensi nominal pasokan
listrik;
vii. Sambungan Tenaga Listrik;
viii. Hak dan Kewajiban
Pelanggan;









Listrik dapat berakhir karena:






(5) Dengan berakhirnya perjanjian jual
beli Tenaga Listrik, masing-masing
pihak tetap bertanggungjawab atas
kewajiban yang belumdipenuhi.
(6) Apabila perjanjian jual beli Tenaga
Listrik berakhir sebagai akibat dari
ketentuan yang diatur dalam ayat (2)
Pasal ini maka BP yang telah dibayar
tidak dapat dikembalikan, kecuali hal-
hal tertentu yang dinyatakan lain
dalam perjanjian jual beli Tenaga
Listrik.
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Ad. b. Tentang Hak dan Kewajiban Pelanggan.
Dalam Surat Keputusan Direksi ini,
dicantumkan 2 Pasal  ketentuan tentang hak-
hak Pelanggan dan 2 Pasal ketentuan tentang
kewajiban-kewajiban Pelanggan. Oleh
karena yang diperjualbelikan adalah Tenaga
Listrik dengan spesifikasinya sebagai benda
tak berwujud sehingga pemindahan hak atas
kebendaannya dari PLN kepada Pelanggan
dilakukan melalui perangkat peralatan
khusus,yaitu Instalasi Listrik, maka
Pelanggan berhak memperoleh Tenaga
Listrik dengan mutu dan keandalan yang baik
dan secara berkesinambungan, berhak atas
pelayanan perbaikan peralatan Instalasi
Listrik untuk menjaga kesinambungan
penyaluran Tenaga Listrik, dan berhak
mendapat kompensasi berupa reduksi
manakala Tenaga Listrik yang dibeli
Pelanggan tidak dapat disalurkan PLN dalam
waktu 3x24 Jam. Kemudian hak-hak ini
dilengkapi dengan Kewajiban-kewajiban
Pelanggan dalam 2 Pasal terpisah berupa:
Kewajiban Pelanggan membayar harga
Tenaga Listrik yang dipakainya sesuai
tagihan listrik setiap bulan dari PLN atau
waktu-waktu tertentu, kewajiban
menyediakan tempat pemasangan peralatan
Instalasi dan menjaganya, dan kewajiban
memberi ijin bagi PLN memasuki tempat
tersebut untuk melakukan upaya
70
pemasangan, pemeriksaan, perbaikan, dan
pengamanan peralatan Instansi Listrik.
Berikut ini dikutip beberapa Pasal terkait
sehubungan dengan Hak dan Kewajiban
Pelanggan, yaitu:
Pasal 16:
(1)  Pelanggan mempunyai hak untuk
mendapatkan:
a. pelayanan Tenaga Listrik secara
berkesinambungan dengan mutu
sebagaimana dimaksud Pasal 3
Keputusan ini dan keandalan yang
baik;
b. Pelayanan perbaikan dengan segera
terhadap gangguan dalam rangka
penyediaan Tenaga Listrik atau
terhadap penyimpangan atas mutu
Tenaga Listrik yang disalurkan;
c. Pelayanan informasi dan penjelasan
mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan perjanjian jual-beli Tenaga
Listrik.
(2) Pelanggan berhak mendapat kompensasi
berupa reduksi Biaya Beban atas
penghentian penyaluran Tenaga Listrik
yang berlangsung terus menerus
melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam yang besarnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, kecuali
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bila penghentian penyaluran Tenaga
Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d
Keputusan ini.
Pasal 17:
(1) Calon Pelanggan/Pelanggan wajib
menyediakan tempat/ruang/tanah yang
memenuhi syarat untuk peletakan
peralatan Instalasi milik PLN yang
diperlukan dalam penyaluran Tenaga
Listrik kepada Pelanggan yang
bersangkutan.
(2) Ketentuan tentang penyerahan hak
menggunakan tempat/ruang/tanah
tersebut ayat (1) Pasal ini diatur
tersendiri oleh Direksi.
(3) Calon Pelanggan/Pelanggan wajib
memberi ijin kepada PLN untuk:
a. Memasuki ataupun melintas di atas
atau di bawah persil/bangunan sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
b. Memasang SL;
c. Memeriksa dan menertibkan
Instalasi PLN yang terpasang pada
persil/bangunan Pelanggan;
d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki,
merubah dan mengambil sebagian
atau sekuruh SL;
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e. Menebang atau memotong pohon-
pohon/tanaman pada persil/bangunan





a. Menjaga Instalasi PLN, yang terpasang
di persil dan atau bangunan Pelanggan
dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik
kepadanya agar selalu dalam keadan baik
dan segera melaporkan bila ditemukan
kelainan atau kerusakan;
b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai
klasifikasi golongan tarif yang
ditetapkan;
c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga
Listrik sehingga memenuhi ketentuan
dalam Pasal 7 Keputusan ini.
Pasal 19 :
Pelanggan berkewajiban melunasi tagihan-
tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
Keputusan ini dengan cara, jumlah dan
jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku
di PLN.
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Ad. c. Tentang Hak dan Kewajiban PLN.
Begitupun Surat Keputusan Direksi ini
mengatur Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban
PLN dalam Pasal-pasal tersendiri.
Disebutkan Hak-hak PLN meliputi: Hak
untuk melakukan upaya-upaya: memasuki
persil dan bangunann Pelanggan,
menghentikan penyaluran tenaga listrik,
serta menentukan sistem penyambungan,
memeriksa pemanfaatan instalasi dan tenaga
listrik. Sedang Kewajiban PLN antara lain:
menyalurkan tenaga listrik kepada
Pelanggan, melakukan perbaikan atau
penggantian peralatan instalasi listrik,
memberitahukan perencanaan pemadaman
listrik sesuai keperluannya, dan memberi
reduksi akibat pemadaman terus-menerus
selama kurun waktu tertentu.
Berikut ini dikutip beberapa Pasal terkait
sehubungan dengan Hak dan Kewajiban
PLN, yaitu:
Pasal 20 :
(1) Dalam rangka penyediaan dan
penyaluran Tenaga Listrik kepada
Pelanggan, PLN berhak untuk:
a. Melintasi sungai atau danau baik
diatas maupun di bawah permukaan;
b. Melintasi laut baik diatas maupun di
bawah permukaan;
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c. Melintasi jalan umum dan jalan
kereta api;
d. Masuk ketempat umum atau
perorangan dan menggunakannnya
untuk sementara waktu;
e. Menggunakan tanah, melintas diatas
atau di bawah tanah;
f. Melintas diatas atau di bawah
bangunan yang dibangun diatas atau
di bawah tanah;
g. Menebang atau memotong tumbuh-
tumbuhan yang menghalanginya;
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang
penggunaan hak-hak tersebut ayat (1)




(1) PLN berhak untuk menghentikan
penyaluran Tenaga Listrik seketika jika
terjadi salah satu dari hal-hal sebagai
berikut:
a. Hal-hal yang membahayakan
kepentingan dan keselamatan
umum;
b. Terjadi gangguan pada Instalasi PLN
yang diakibatkan oleh kegagalan
operasi peralatan;
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c. Keadaan-keadaan yang telah
disepakati dalam perjanjian jual beli
Tenaga Listrik.
(2) Penghentian sementara penyaluran
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini dan atau Pasal 4
ayat (2) huruf c dan d Keputusan ini
tidak memberikan hak kepada
Pelanggan untuk menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun kepada PLN.
(3) PLN berhak untuk menghentikan
penyaluran Tenaga Listrik untuk
sementara yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan pekerjaan instalasi.
                       Pasal 22:
(1) PLN berhak menentukan sistem
penyambungan kepada Instalasi
Pelanggan/calon Pelanggan.
(2) PLN berhak melakukan pemeriksaan
atas Instalasi Pelanggan maupun
pemanfaatan Tenaga Listrik  oleh
Pelanggan.
Pasal 23 :
(1) PLN menyalurkan Tenaga Listrik
dengan mutu dan keandalan
sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)
dan Pasal 4 Keputusan ini.
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(2) Untuk menjamin kelangsungan
penyaluran Tenaga Listrik PLN
melaksanakan pekerjaan pemeliharaan
atas seluruh Instalasi PLN secara
berkala.
Pasal 24:
Apabila penyaluran Tenaga Listrik perlu
dihentikan karena sesuatu hal yang telah
direncanakan, sekurang-kurangnya 1x24
jam sebelumnya PLN memberitahukan
kepada Pelanggan.
(1) PLN melakukan perbaikan/penggantian
atas gangguan/kerusakan pada SL, atau
APP atau Perlengkapan APP yang
dilaporkan Pelanggan dengan segera.
Pasal 25 :
(1) PLN bertanggungjawab atas kerugian
terhadap jiwa, kesehatan dan atau
barang yang rusak sebagai akibat
kelalaiannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal terjadi pemadaman secara
terus-menerus yang melewati batas
3x24 jam maka PLN memberikan
reduksi atas beaya beban yang
diperhitungkan dengan Tagihan Listrik




sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
huruf c dan d Keputusan ini.
(3) Besarnya reduksi dimaksud ayat (1)
Pasal ini sesuai TDL yang berlaku.
Ad. d. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
(P2TL).
Sebagaimana diketahui pengalihan hak atas
kebendaan Tenaga Listrik sebagai benda tak
berwujud adalah melalui perangkat peralatan
instalasi listrik. Oleh karena untuk menjaga
dan meningkatkan kelangsungan pasokan
tenaga listrik dengan mutu dan keandalannya,
maka PLN melakukan upaya-upaya
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
(P2TL). Upaya-upaya P2TL ini  dengan cara
memeriksa  dan menertibkan penggunaan
peralatan instalasi listrik yang berfungsi
utama menyalurkan dan mencatat jumlah
tenaga listrik yang tersalur ke Pelanggan
yang sehari-harinya berada dalam persil/
bangunan Pelanggan. P2TL ini merupakan
hak PLN sebagaimana diatur dalam Pasal 26
s/d 30 jo. Pasal 20 s/d Pasal 23 Jo. Pasal
31 Surat Keputusan Direksi ini. Selanjutnya
untuk  efektifitas pelaksanaan hak P2TL,
Direksi PT PLN (Persero) kemudian
menerbitkan Surat Keputusan
Nomor:068.K/010/DIR/2000 Tanggal 26
April 2000Tentang Penertiban Pemakaian
78
Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan
Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik.
(2) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Republik Indonesia.
Hubungan keperdataan antara PT PLN (Persero)
dengan Pelanggan  sebelumnya telah turut diatur
dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi,
kemudian menjadi landasan hukum diterbitkannya
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:
109.K/039/DIR/1997 Tentang Ketentuan Jual Beli
Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik
Yang Berlaku di PT PLN (Persero). Kedua Peraturan
Menteri Pertambangan dan Energi terseburt adalah:
a. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor: 02.P/451/M.PE/1991 Tanggal 26 April
1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
Dengan Masyarakat.
b. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor: 03.P/451/M.PE/1991 Tanggal 26 April
1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga
Listrik.
Ad.a. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor: 02.P/451/M.PE/1991
Tanggal 26 April 1991.
Dalam peraturan Menteri ini, ditegaskan
ketentuan keharusan membuat perjanjian jual
beli tenaga listrik antara PLN dan Pelanggan.
Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik
tersebut harus memuat Hak dan Kewajiban
PLN dan Pelanggan, sanksi-sanksi dan harga
jual tenaga listrik.
79
Walaupun disebutkan dalam peraturan
menteri ini, bahwa bentuk perjanjian jual beli
tenaga listrik berbentuk selain Perjanjian,
juga berbentuk Formulir. Namun oleh karena
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Perserto)
Nomor: 109.K/039/DIR/1997 tanggal 27
November 1997 sebagai peraturan
pelaksanaan baru mengatur tentang jual beli
tenaga listrik dalam bentuk Surat Perjanjian,
yaitu Surat Perjanjian Tenaga Listrik
(SPJBTL), maka perjanjian jual beli tenaga
listrik dalam bentuk Formulir belum dapat
dilaksanakan. Bahkan seyoryanya tidak
dilakukan karena tidaklah praktis
mencantumkan hak dan kewajiban para pihak,
sanksi dan harga jual tenaga listrik dengan
spesifikasi-spesifikasi lainnya yang
sedemikian banyak hanya dalam sebuah
Formulir. Selain itu secara umum “surat
berbentuk formulir” diperuntukan hanya
memuat keterangan-keterangan sepihak dari
pihak yang mengisi formulir. Sedang secara
hukum “surat berbentuk perjanjian atau Surat
Perjanjian” dibuat setidak-tidaknya oleh
2(dua) pihak dan kekuatan keberlakuannya
adalah sebagai undang-undang antara para
pihak yang membuatnya (sesuai Pasal 1338
KUHPerdata), sehingga lebih sempurna
sebagai alat bukti adanya perikatan hukum
antara dua pihak : PLN dan Pelanggan dalam
jual beli tenaga listrik. Bahkan untuk
mengantisipasi perkembangan
kemasyarakatan yang semakin kritis dan
selektif dalam penegakan hukum, maka
sebaiknya SPJBTL tersebut dibuat dalam
bentuk surat perjanjian oleh pejabat negara
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yang berwenang untuk itu, yaitu: oleh Notaris
yang ditunjuk khusus untuk itu. Sehingga
SPJBTL tersebut menjadi “Surat Perjanjian
yang Otentik” yang mempunyai nilai
pembuktian paling sempurna secara hukum.
Demikianpun sebaiknya rumusan hak dan
kewajiban Pelanggan dan PLN beserta sanksi-
sanksi yang dicantumkan dalam SPJBTL
adalah rumusan yang terdapat dalam Surat
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor: 109.K/039/Dir/1997. Rumusan
tersebut merupakan rumusan kembali secara
terinci berdasarkan rumusan yang tidak saling
bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini. Begitupun rumusan ketentuan
tentang P2TL yang sebaiknya dicantumkan
dalam SPJBTL adalah rumusan ketentuan
P2TL yang terdapat dalam Surat Keputusan
Direksi Nomor: 068.K/010/DIR/2000
karena dibuat khusus dan lebih lengkap
tentang prosedure dan persyaratan serta
larangan-larangan beserta segala akibat
hukumnya yang terkait dengan P2TL.
Keharusan memuat ketentuan-ketentuan
tersebut diatas dalam SPJBTL oleh peraturan
menteri ini, adalah sesuai pula dengan
maksud dan tujuan dari larangan
mencantumkan klausula baku dalam suatu
surat perjanjian, sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan Pasal 18  Undang Undang
RI Nomor: 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pelanggaran
ketentuan tentang klausula baku ini
merupakan suatu tindak pidana khusus bagi
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pelaku usaha dengan ancaman pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah), sesuai ketentuan Pasal 62 ayat
1 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
Berikut ini dikutip ketentuan Pasal yang
terkait dengan keharusan membuat perjanjian
jual beli tenaga listrik, yaitu:
Pasal 6 :
(1) Setiap peminta Tenaga Listrik wajib
memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Pengusaha yang telah disahkan Direktur
Jenderal.
(2) Penyediaan Tenaga Listrik oleh
Pengusaha dan pemanfaatannya oleh
Pelanggan harus diatur dalam perjanjian
jual beli Tenaga Listrik dalam bentuk
perjanjian atau formulir yang disediakan
Pengusaha.
(3) Perjanjian atau formulir sebagaimana
termaksud pada ayat (2) Pasal ini harus
memuat antara lain hak dan kewajiban
Pengusaha dan Pelanggan sesuai
Peraturan Menteri ini serta sanksi-sanksi
dan harga jual Tenaga Listrik sesuai
peraturan yang berlaku.
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Selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur hak
dan kewajiban PLN yang harus dicantumkan
dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik (SPJBTL), yaitu:
Bagian Pertama Tentang Hak Pengusaha.
Pasal 2 :
(1) Dalam menyediakan Tenaga Listrik
kepada Pengusaha diberikan Hak untuk:
a. memasuki tempat umum atau
bangunan atau persil Peminta Tenaga
Listrik, memasuki tempat Instalasi
Pelanggan, Instalasi
Ketenagalistrikan yang dipergunakan
oleh masyarakat, dan menggunakan
untuk sementara waktu atau setiap
kali diperlukan, untuk melakukan
pekerjaan penyediaan/penyambungan




b. melintas di atas atau di bawah
bangunan atau persil Peminta Tenaga
Listrik, Pelanggan dan Masyarakat
yang dibangun di atas atau di bawah
tanah;
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penyambungan BL ke Instalasi
Peminta Tenaga Listrik dan atau
Pelanggan dari Instalasi Pengusaha
yang berada di atas bangunan atau




e. memeriksa Instalasi Pelanggan, baik
sebelum maupun sesudah mendapat
SL dari Pengusaha sesuai peraturan
Instalasi Ketenagalistrikan yang
berlaku;
f. mengambil tindakan atas pelanggaran
yang dilakukan oleh Pelanggan dalam
setiap perjanjian jual beli Tenaga
Listrik antara lain berupa tagihan
susulan, dan kemudian diikuti dengan
pemutusan sementara untuk jangka
waktu yang dapat ditetapkan oleh
Pengusaha maksimum selama 2
(dua) bulan. Ketentuan mengenai
hal-hal tersebut di atas ditetapkan
oleh Pengusaha dan disahkan oleh
Direktur Jenderal;
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g. menetapkan tindakan penertiban atas
pemakaian Tenaga Listrik secara
tidak sah dan melaporkannya kepada
Instansi yang berwajib sebagai tindak
pidana pencurian. Ketentuan
penertiban atas pemakaian Tenaga
Listrik tersebut ditetapkan
Pengusaha dan disahkan oleh Diretur
Jenderal;
h. menetapkan pembayaran biaya
penyambungan Tenaga Listrik yang
dibebankan kepada Peminta Tenaga
Listrik dan biaya tambahan daya
listrik kepada Pelanggan yang akan
menambah daya sesuai ketentuan
biaya penyambungan yang ditetapkan
Menteri;
i. menetapkan biaya lain yang
dibebankan kepada Peminta Tenaga
Listrik dan atau Pelanggan yang
ditetapkan Pengusaha, dan disahkan
Direktur Jenderal.
(2) Disamping hak sebagaimana termaksud
pada ayat (1) Pasal ini kepada Pengusaha
diberikan hak untuk memutus SL dalam
hal-hal sebagai berikut:
a. apabila terjadi bencana alam atau





b. apabila Instalasi Pengusaha dan
Instalasi Pelanggan tidak aman dan
dapat mengakibatkan bahaya dan/atau
mengganggu pemanfaatan Tenaga
Listrik;
c. apabila terdapat hal-hal pada Instalasi
Pelanggan maupun pada sambungan
rumah, Alat Pembatas dan atau Alat
Pengukur yang dapat merugikan
Pengusaha atas pemakaian tenaga
listrik oleh Pelanggan yang
bersangkutan.
(3) Pemutusan SL sebagaimana termaksud
pada ayat (2) Pasal ini dan akibat yang
ditimbulkan, antara lain gangguan
terhadap kesehatan, jiwa, kerugian barang
atau harta, tidak memberikan hak kepada
Pelanggan atau Masyarakat untuk
menuntut ganti rugi;
(4) Pengusaha tidak bertanggungjawab
terhadap bahaya yang timbul terhadap
kesehatan, nyawa dan barang, karena
penggunaan Tenaga Listrik yang tidak
sesuai dengan peruntukannya atau salah
dalam pemanfaatrannya.
(5) Hak Pengusaha lainnya dapat diatur lebih
lanjut oleh Pengusaha dan disahkan
Direktur Jenderal.
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Bagian Kedua Tentang Kewajiban
Pengusaha.
Pasal 3 :
(1) Dalam menyediakan Tenaga Listrik
Pengusaha wajib melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. memberikan pelayanan yang baik;
b. menyediakan Tenaga Lisatrik secara
berkesinambungan dengan mutu dan
keandalan yang baik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri
tentang Persyaratan Penyambungan
Tenaga Listrik;
c. melakukan perbaikan, apabila terdapat
gangguan Tenaga Listrik  atau apabila
variasi Tegangan Rendah melampaui




d. bertanggungjawab atas semua
kerugian atau bahaya terhadap jiwa,
kesehatan dan barang yang rusak
karena kelalaiannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. memberikan kompensasi berupa
reduksi apabila terjadi penghentian
sementara penyaluran Tenaga Listrik,
yang berlangsung secara terus-
menerus melebihi jangka waktu 3 x
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24 (tiga kali dua puluh empat) jam,
dengan ketentuan bahwa peraturan
pelaksanaannya diatur Pengusaha dan
disahkan Direktur Jenderal.
(2) Dalam melakukan penghentian
sementara penyaluran Tenaga Listrik
sesuai rencana Pengusaha, Pengusaha
terlebih dahulu harus memberitahukan
kepada Pelanggan selambat-lambatnya
24 (duapuluh empat) jam sebelum
terjadinya penghentian sementara
tersebut, dengan ketentuan bahwa cara
pemberitahuannya diatur Pengusaha.
Selain itu, juga diatur ketentuan tentang
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan
Pelanggan dalam Pasal 4 dan Pasal 5
sebagaimana dikutip berikut ini.
Bagian Pertama Tentang Hak Masyarakat dan
Pelanggan.
Pasal 4 :
(1) Masyarakat di daerah usaha Pengusaha,





(2) Pelanggan mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan  pelayanan yang baik;
b. mendapatkan Tenaga Listrik secara
berkesinambungan dengan mutu dan
keandalan yang baik;
c. mendapatkan pelayanan untuk
perbaikan terhadap gangguan
penyediaan Tenaga Listrik atau
penyimpangan atas mutu Tenaga
Listrik yang disalurkan.
Bagian Kedua Tentang Kewajiban
Pelanggan.
Pasal 5 :
(1) Kewajiban pelanggan adalah:
a. melaksanakan pengamanan terhadap
bahaya yang mungkin timbul sebagai
akibat pemanfaatan Tenaga Listrik;
b. menjaga dan memelihara keamanan
Instalasi Pelanggan;
c. menjaga keamanan Alat Pembatas
dan atau Alat Pengukur Pengusaha
yang terpasang pada bangunan atau
persil Pelanggan;
d. menggunakan Tenaga Listrik sesuai
dengan peruntukkannya;
e. mentaati persyaratan penyambungan
Tenaga Listrik sebagaimana diatur




f. memenuhi ketentuan Peraturan
Instalasi Ketenagalistrikan yang
berlaku;
g. mengizinkan Pengusaha untuk
melaksanakan haknya sebagaimana
termaksud dalam Pasal 2 Peraturan
Menteri ini.
(2) Pelanggan bertanggungjawab atas
kesalahannya yang mengakibatkan
kerugian terhadap Pengusaha.
(3) Pelanggan bertanggungjawab atas
bahaya terhadap kesehatan, jiwa dan
barang yang timbul karena penggunaan
Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan
peruntukannya atau salah dalam
pemanfaatannya.
Ad.b. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor: 03.P/451/M.PE/1991
Tanggal 26 April 1991 tentang
Persyaratan Pengambungan Tenaga
Listrik.
Dalam peraturan Menteri ini diatur
persyaratan tehnis penyambungan dan
penyaluran tenaga listrik. Sebelum
penyambungan dan penyaluran dilakukan
persyaratan tehnis ini terlebih dahulu harus
dipenuhi. Persyaratan tehnis tersebut
menggambarkan spesifikasi tenaga listrik
sebagai benda tak berwujud. Sehingga
memerlukan Instalasi dan piranti tenaga
listrik yang diatur khusus. Oleh karena itu
peraturan-peraturan tersebut seygyanya
tertampung juga dalam SPJBTL.
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Selain itu dalam Pasal 14 peraturan Menteri
ini ditegaskan sanksi bagi siapapun yang
melakukan penyambungan dan/atau
penyaluran tenaga listrik tanpa hak.. Sanksi
tersebut berupa ancaman tindak pidana
pencurian.
Pasal 14 :
Barang siapa yang menyambung dan/atau
menyalurkan Tenaga Listrik tanpa alas hak
yang sah diancam dengan tindak pidana
pencurian sebagaimana termaksud dalam
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Penyambungan dan atau penyaluran tenaga
listrik tanpa hak atau tanpa alas hak yang sah
ini dapat terjadi, antara lain :
- Pelaku yang bukan pelanggan melakukan
penyambungan langsung dengan cara
mencantolkan kabel listrik  pada kabel
listrik atau instalasi listrik milik PLN
yang menyebabkan tenaga listrik tersalur
dari Kabel atau instalasi milik PLN
ketempat lain yang diinginkan pelaku
melalui kabel yang dicantolkannya
tersebut.
- Pelaku selaku pelanggan maupun bukan
pelanggan melakukan penyambungan
kabel listrik pada kabel listrik atau
instalasi listrik yang ada pada bangunan/
persil pelanggan  yang menyebabkan
tenaga listrik tersalur ketempat pelaku
bukan pelanggan melalui sambungan kabel
tersebut.
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Walaupun tenaga listrik yang tersalur ke
tempat  pelaku yang bukan pelanggan tetap
tercatat/terukur pada KWH Meter pelanggan
dan Rekening Tagihannya dilunasi oleh
pelanggan, namun tetap merupakan suatu
perbuatan melawan hukum karena
penyambungan dilakukan secara tanpa hak
dan terdapat tenaga listrik tersalur dan
terpakai oleh pihak yang tidak berhak karena
bukan pelanggan.
Pelaku yang melakukan penyambungan dan
atau penyaluran tenaga listrik  secara tidak
sah tersebut di atas dapat diancam dengan
tindak pidana pencurian sebagaimana diatur
dalam KUHPidana.
Terhadap Pelaku yang melakukan pencantolan
kabel tersebut diatas dapat dituntut tindak
pidana pencurian listrik sebagaimana diatur
dalam Pasal 362 KUHPidana.
Terhadap Pelanggan yang menyambung kabel
dan menyalurkan tenaga listrik ke Pihak yang
Bukan Pelanggan tersebut diatas, keduanya
dapat dituntut tindak pidana pencurian listrik
sebagaimana diatur dalam Pasal 362




Hubungan hukum antara PLN dan Pelanggan
dalam SPJBTL yang berbentuk Surat
Perjanjian bukan formulir yang dibuat sesuai
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, berlaku
sebagai undang-undang bagi PLN dan
Pelanggan yang harus dilaksanakan secara
itikad baik oleh PLN dan Pelanggan,
sebagaimana penegasan Pasal 1338
KUHPerdata.
Pasal 1320 KUHPerdata :
Untuk sahnya persetujuan-persetujuan
diperlukan empat syarat:
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya :
(2) Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan :
(3) Suatu hal tertentu:
(4) Suatu sebab yang halal:
Pasal 1338 KUHPerdata:
Semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya Persetujuan ini
tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu.
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Persetujuan harus dilaksanakan dengan
itikad baik.
2. Aspek Kepidanaan
Penegakan hukum terhadap tindak pidana
kelistrikan dapat dilakukan berdasarkan:
a. Pasal 19 UU No.15/1985 jo. Pasal 362
KUHPidana:
- Pasal 19 UU No.15/1985:
Barang siapa yang menggunakan tenaga
listrik yang bukan haknya merupakan tindak
pidana pencurian sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 362 KUHPidana:
Barangsiapa mengambil suatu barang, yang
sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum, karena pencurian, dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 900.-
b. Pasal 408 & Pasal 409 KUHPidana:
- Pasal 408 KUHPidana:
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan
melawan hak membinasakan, merusakkan atau
membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi,
pekerjaan jalan kerata api, trem, kawat tele-
gram-telpon atau listrik, atau pekerjaan untuk
menahan air, pembagian air atau pembuangan
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air, pipa gas atau air, atau selokan (jalan
membuang kotoran) jika buatan, saluran atau
selokan itu dipergunakan untuk keperluan
umum, dihukum penjara selama-lamanya
empat tahun.
- Pasal 409 KUHPidana:
Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam pasal
diatas sampai binasa, rusak atau tidak dapat
dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lama
satu bulan atau denda sebanyak-
banyaknyaRp1.500,-
c. Putusan-Putusan HR:
- HR 24 Mei 1937:
Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting
apakah orang yang menghidupkan aliran dan
dengan demikian mengambil energi, telah
perbuat demikian untuk dipakai bagi
kepentingannya sendiri ataupun untuk
dikumpulkan bagi kepentingan sendiri.
Pencurian  sendiri telah selesai pada saat
diambilnya aliran listrik itu.
- HR 9 November 1931:
Barangsiapa bertentangan dengan syarat-
syarat pemberian gas diluar alat meter,
memperoleh gas milik Kotapraja, adalah
pelaku pencurian gas. Tidaklah penting siapa
yang telah mengadakan alatnya itu.
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d. Pertanggungjawaban Pidana  Badan Hukum
(Korporasi):
Dalam literatur ilmu hukum pidana dikenal beberapa
sistim pertanggungjawaban pidana dari suatu Badan
Hukum (Korporasi), yaitu:
a. Pengurus Badan Hukum (Korporasi) sebagai
pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. Badan Hukum (Korporasi) sebagai pembuat dan
pengurus bertanggungjawab;
c. Badan Hukum (Korporasi) sebagai pembuat dan
juga sebagai yang bertanggungjawab;
Perkembangan hukum pidana nasional RI maupun
internasional semakin bersifat terbuka  terhadap
sistem pertanggungjawaban pidana terhadap Badan
Hukum (Korporasi) dan perorangan baik sebagai
individu maupun dalam jabatan organisasi Badan
Hukum atau organisasi negara. Karena jabatannya itu
individu tersebut dituntut pertanggungjawaban pidana,
bukan menjadi alasan membebaskan diri dari tuntutan
hukum.
3. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) diatur
bersamaan dengan Tagihan Susulan dan Pemutusan
Sambungan Tenaga Listrik didalam Surat Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor:068.K/010/DIR/
2000 Tanggal 26 April 2000.
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Dalam  Bab I Pasal 1 dijelaskan maksud dari beberapa
istilah yang saling terkait diantaranya:
a. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya
disingkat “P2TL” adalah pemeriksaan oleh PLN
terhadap Instalasi Listrik PLN dan Instalasi
Pelanggan dalam rangka Penertiban Pemakaian
Tenaga Listrik (ayat 18).
b. Instalasi PLN adalah instalasi milik PLN sampai
dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau
Alat Pembatas dan Alat Pengukur (ayat 7).
c. Instalasi Pelanggan adalah instalasi milik atau yang
dikuasai Pelanggan sesudah Alat Pembatas atau
Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat
Pengukur milik PLN (ayat 8).
d. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk
membatasi daya listrik yang dipakai Pelanggan (ayat
9).
e. Alat Pengukur adalah alat milik PLN untuk
mengukur daya dan energi listrik yang dipakai
Pelanggan (ayat 10).
f. APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur (ayat
11).
g. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung
untuk mengoperasikan APP yang meliputi antara lain
kotak/lemari, trafo arus, trafo tegangan, volt
meter, Ampere meter, saklar waktu, terminal,
pengawatan semua peralatan dan kunci (ayat 14).
h. Kotak APP adalah suatu kotak tempat dipasangnya
APP yang didalamnya berisi blok jepit untuk
menghubungkan terminal-terminal APP (ayat 15).
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i. Lemari APP adalah suatu lemari tempat dipasangnya
APP dan sebagian atau seluruh Perlengkapan APP
(ayat 16).
j. Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada
APP dan Perlengkapan APP sebagai pengamanan APP
dan Perlengkapan APP (ayat 19).
k. Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada Alat
Pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pengamanan kebenaran pengukuran.
l. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut
“JTL” adalah sistim penyaluran /pendistribusian
Tenaga Listrik yang dapat dioperasikan dengan
Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan
Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.
m. Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya
disebut “SL” adalah penghantar dibawah atau diatas
tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi
PLN yang merupakan sambungan antara Jaringan
Tenaga Listrik milik PLN dengan Instalasi Pelanggan
(ayat 13).
Kriteria Pelanggaran Atas Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik  bila ditemukan salah satu atau
beberapa keadaan sebagai berikut (Pasal 2):
a. Segel rusak atau putus atau terbuka atau tidak sesuai
dengan aslinya;
b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana
mestinya;
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c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak
bekerja sebagaimana mestinya;
d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan
peruntukkannya;
e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral;
f. Terdapat Sambungan Langsung;
Ruang Lingkup Tugas dan Tanggungjawab P2TL
(pasal 3) meliputi:
a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan
Perlengkapan APP serta Instalasi Pelanggan dalam
rangka menertibkan pemakaian Tenaga Listrik oleh
Pelanggan,
b. Melakukan pemutusan Sementar, Pemutusan
Sambungan Langsung, Pemutusan Rampung.
c. Melakukan pengambilan peralatan-peralatan, segel,
tanda tera APP yang tidak sesuai aslinya atau tidak
berfungsi.
d. Melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga
Listrik.
e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan P2TL.
Tata Cara Pelaksanaan P2TL (Bab III Pasal 4}
dilakukan dengan:
a. Surat Tugas




f. Menjaga keamanan instalasi dan keselamatan umum.
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Jenis & Penggolongan Pelanggaran beserta
Tagihan Susulannya:
a. Pasal 9 :  Pelanggaran Gol.A, dengan Tagihan Susulan
sesuai Pasal 16
b. Pasal 10: Pelanggaran Gol.B, dengan Tagihan Susulan
sesuai Pasal 17
c. Pasal 11: Pelanggaran Gol.C, dengan Tagihan Susulan
sesuai Pasal 18
d. Pasal 12: Pelanggaran Gol.D, dengan Tagihan Susulan
sesuai Pasal 19
e. Pasal 13: Pelanggaran Gol.E, dengan Tagihan Susulan
sesuai Pasal 20
f. Pasal 14: Pelanggaran Gol.F, dengan Tagihan Susulan
sesuai Pasal 21
Peningkatan pemberdayaan pelaksanaan P2TL  tersebut
diatas dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama
kemitraan dengan beberapa instansi, sepert:i:
1. Instansi Terkait:
a. Kemitraan dengan Pengadilan
b. Kemitraan dengan Kejaksaan: MoU
c. Kemitraan dengan Kepolisian: MoU






e. Upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK & Eksekusi
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Dengan demikian dapat disimupulkan, bahwa
pemakaian tenaga listrik yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan
melawan hukum yang dapat berdampak yuridis berupa
tuntutan pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata
terhadap pelakunya.
Ketentuan Pidana dalam UU No.15 Tahun 1985
yang merujuk pada KUHPidana masih cukup
memadai, sehingga Pembatalan UU No.20 Tahun
2002 oleh Mahkamah Konstitusi RI hendaknya
tidak menghambat upaya pemberantasan tindak
pidana di bidang kelistrikan kedepan.
Efektifitas pemberantasan tindak pidana
kelistrikan lebih banyak ditentukan oleh upaya
kemitraan PLN dengan instansi terkait terutama
petugas penyelidik dan penyidik dari kepolisian
dan penuntut umum dari kejaksaan.
Laporan Pidana terhadap hasil temuan P2TL atau
OPAL berdasarkan Pasal 19 UU No.85 Tahun 1985
jo.Pasal 408 jo. Pasal 409 KUHPidana lebih efektif
memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana
kelistrikan.
Terhadap hasil temuan P2TL atau OPAL sebaiknya
dilakukan Laporan Pidana berdasarkan Pasal  19 UU
No.85 Tahun 1985 jo. Pasal 362 jo. Pasal 408 jo.
Pasal 409 KUHPidana, maupun gugatan ganti
kerugian terhadap pelakunya.
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Sikap Resistensi Pelanggan Terhadap P2TL.
Pada umumnya Para Pelanggan menolak hasil temuan
Tim  P2TL  yang disusul dengan sanksi membayar denda
berupa Tagihan Susulan. Penolakan Pelanggan yang
bersangkutan diekspresikan dengan berbagai cara,
diantaranya:
a. Mengajukan Laporan Pidana di Kantor Polisi terhadap
Tim P2TL, dengan alasan sangkaan Tim P2TL telah
melakukan perbuatan tidak menyenangka (melanggar
Pasal 335 KUHPidana, atau memasuki pekarangan
rumah tanpa izin pemilik rumah (melanggar Pasal 167
KUHPidana), atau memberi keterangan palsu atau
tandatangan palsu dalam Berita Acara P2TL
(melanggar Pasal 263 KUHPidana).
b. Mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri
disertai Permohonan Provisionil yang
memerintahkan : memerintahkan PLN melakukan
penyambungan kembali aliran tenaga listrik yang
telah diputus kepada Pelanggan, atau melarang PLN
melakukan pemutusan aliran tenaga listrik kepada
Pelanggan, sampai adanya putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.
c. Mengajukan Gugatan Class Action di Pengadilan
Negeri disertai Permohonan Provionil seperti
tersebut diatas.
d. Mengajukan Gugatan Legal Standing di Pengadilan
Negeri disertai Permohonan Provisionil seperti
tersebut diatas.
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e. Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Tata Usaha Negara disertai Permohonan Provisionil
yang memerintahkan menunda pelaksanaan keputusan
pejabat PLN untuk melakukan pemutusan aliran
tenaga listrik kepada Pelanggan yang bersangkutan,
sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
f. Melakukan ancaman atau tindak kekerasan terhadap
diri maupun keluarga petugas P2TL.
Terhadap sikap perlawanan Pelanggan diatas, perlu
dilakukan upaya-upaya antisipatif berupa:
a. Melakukan pelaksanaan P2TL secara intensif dan
cermat sesuai aturan yang berlaku.
b. Mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan
Provisionil, jika perlu disertai gugatan balik di
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
c. Mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan
Provisionil di Pengadilan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan.
d. Melaporkan kepada Kepolisian atas setiap bentuk
ancaman maupun tindak kekerasan terhadap diri
petugas P2TL maupun keluarganya.
e. Mengupayakan kerjasama PLN – POLRI untuk
melatih dan mempersiapkan Petugas P2TL sebagai
Polisi Khusus yang berwenang melakukan penegakan
hukum yang bersifat: pengaturan, pengawasan,
pencegahan dan penindakan Administrasi/Represif
non yusticial sesuai  Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Sehingga Berita Acara Hasil
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temuan P2TL beserta tindakan pengambilan-
penyitaan barang oleh P2TL , dan pemberian
keterangan maupun kesaksian oleh Petugas P2TL
semakin kuat secara hukum.  Sehingga terhindar pula
dari kemungkinan dilapor sebagai tersangka di
kepolisian. Juga merupakan proteksi yuridis terhadap
Petugas P2TL dari kemungkinan dilaporkan pidana
oleh Pelanggan.
Pelatihan Polisi Khusus ini dimungkinkan oleh Pasal
3 ayat 1.a Undang Undang RI Nomor: 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara RI, jo. Surat DEOPS
POLRI No.Pol.: B/1566/VI/2003/Sdeops Tanggal
17 Juni 2003 tentang Tugas dan Fungsi Kepolisian
Khusus (Polsus) dan PPNS.
f. Menggunakan salah satu prinsip hukum pidana
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 KUHPidana
yang menegaskan:“Barang siapa melakukan
perbuatan untuk menjalankan peraturan
undang-undang, tidak boleh dihukum.”
Meskipun status kepegawaian PLN dalam hal ini
Petugas P2TL adalah Pegawai persero (swasta), akan
tetapi oleh karena mereka adalah orang-orang (unsur
barangsiapa) yang dalam melaksanakan tugas,
tanggungjawab dan kewajiban hukumnya melakukan
upaya P2TL berdasarkan peraturan undang-undang
dan peraturan pelaksanaannya, maka Petugas P2TL
tidak boleh dihukum.
104
Peraturan Perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaannya yang dijalankan oleh Petugas P2TL
antara lain:
- UU No.15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan.
- Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik: Angka 14 Pasal 25.
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No.02.P/1991 Tanggal 26 April 1991 tentang
Hubungan Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan  untuk Kepentingan Umum
dengan Massyarakat : Passl 2 (1) e,f,g.
- Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No.068.K/2000 tanggal 26 April 2000 tentang
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan
Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga
Listrik: Pasal 26 – Pasal 30 + Pasal 31 – Pasal
37.
- Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No.109.K/039/DIR/1997 Tanggal 27 November
1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik
dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang
Berlaku di PT PLN (Persero): Bab VI dan Bab
VII.
Dengan demikian hendaknya Tim Petugas P2TL
diperlengkapi dengan Surat Tugas yang
didalamnya dicantumkan peraturan perundang-
undangan ketenagalistrikan beserta peraturan
pelaksanaannya tersebut diatas. Selain itu dalam
Surat Tugas P2TL tersebut dicantumkan Pasal 50
KUHPidana. Sehingga setiap petugas P2TL
benar-benar mendapat perlindungan hukum
(pidana).
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Dengan demikian pula diharapkan Aparat
Kepolisian dapat memahami posisi hukum setiap
petugas P2TL yang dilapor-pidanakan oleh
Pelanggan yang resisten  atau keberatan karena
terkena penindakan P2TL. Bagaimanapun juga
petugas P2TL melakukan sebagian tugas dan
tanggungjawab kepolisian dalam menanggulangi
suatu tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana
penyalahgunaan tenaga listrik: Pencurian Listrik
dan Pengrusakan peralatan-instalasi listrik.
Apalagi antara telah  ada Kesepahaman-Bersama
(Memori of Understanding – MoU) antara
Direksi PT PLN (Persero) dengan Kepala
Kepolisian RI tentang  Operasi Pencurian Listrik
(OPAL).
Penegakan hukum P2TL sangat diperlukan
mengingat kerugian negara yang ditimbulkannya
sangat besar, dan meluas pada semakin
terbatasnya penyediaan tenaga listrik ditengah-
tengah semakin bertumbuhnya kebutuhan listrik
anggota masyarakat untuk kehidupan yang lebih
baik.
Terhadap hasil temuan pelanggaran atau
penyalagunaan tenaga listrik oleh Pelanggan,
dilakukan tindak lanjut hasil temuan P2TL tersebut
dengan cara:
a. Mengajukan Surat Tagihan pembayaran Tagihan
Susulan yang dikenakan terhadap Pelanggan yang
bersangkutan.
b.  Mengajukan Laporan Polisi terhadap Pelanggan yang
bersalah dan harus bertanggungjawab.
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c.  Mengajukan Gugatan ganti-rugi terhadap Pelanggan
yang bersangkutan di Pengadilan Negeri.
4. Modus Operandi Penyalahgunaan Tenaga Listrik
Listrik merupakan salah satu benda tidak berwujud yang
pengadaan dan pemanfaatannya sangat terkait dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
kelistrikan. Sehingga penyalahgunaannya (maupun
pemanfaatannya) dilakukan dengan cara-cara yang terkait
dengan ilmu pengetahuan dan tehnologi kelistrikan, dari
yang paling sederhana-konvensional hingga yang
tercanggih. Berbagai modus operandi penyalahgunaan
tenaga listrik yang umum dikenal dengan pencurian
listrik. Namun dengan sangat jelas dan lebih lengkap
dikemukakan oleh Lilik Syafruddin....), sebagai berikut:
1. Menyambung langsung sebelum APP
Apabila S // maka kontak K masuk, arus/beban tidak
seluruhnya masuk Kwhm karena sebagian instalasi
rumah dipasok dari saluran yang melalui kontaktor.









12 Lilik Safrudin Ismail, 2007. P2TL sebagai Tindakan Represif untuk menurunkan
Susut Distribusi. Penyuluhan Hukum P2TL. Hal. 4 - 10.
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Kasus pencurian tersebut dapat diantisipasi dengan
memasang ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
pada kotak APP, dimana fungsi ELCB akan
memutuskan kontak/MCB bila terjadi perbedaan arus/
beban pada penghantar phasa dan netral.
2. Memutus kabel Current Transformer (CT) atau
Potensial Transformer (PT)
Apabila kabel CT/PT diputus, arus/beban tidak
seluruhnya masuk Kwhm, yang terukur di Kwhm






Pengamanan kabel sekunder CT/PT sampai terminal
Kwhm harus dilindungi secara baik, dimana kerusakan
pada jalur kabel sekunder CT/PT dapat dideteksi.
3. Mempengaruhi Kwhm secara magnetic.
Apabila magnet yang cukup kuat ditempelkan diluar
kotak  Kwhm, maka secara magnetic mempengaruhi
jalannya piringan Kwhm. Modus ini dilakukan pada
waktu malam hari/diluar kontrol PLN.
Telah ada kotak Kwhm yang anti magnetic, sehingga




Diluar kwhm ditempelkan 
magnet yg cukup kuatkwhm
4. Penon aktifan penghantar netral.
 Penghantar netral diputus permanen (S1).
 S2 berfungsi memutus/menghubungkan
penghantar netral ke Kwhm.
 Bila S2 di "On" kan, Kwhm berputar, bila di "off"
kan Kwhm tidak berputar.
 Dengan S1 di "off" kan, terjadi perbedaan arus




S 1 S 2
Kasus pencurian tersebut dapat diantisipasi dengan
memasang ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
pada kotak APP, dimana fungsi ELCB akan
memutuskan kontak/MCB bila terjadi perbedaan arus/
beban pada penghantar phasa dan netral.
5. Membalik penghantar phasa menjadi penghantar
netral.
 Penghantar phasa instalasi pelanggan menjadi
penghantar netral & ditanahkan melalui S2.
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 Bila MCB atau S1 di "off" kan dan S2 di "On" kan,
Kwhm tidak berputar karena tidak ada arus
mengalir ke Kwhm.








Kasus pencurian tersebut dapat diantisipasi dengan
memasang ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
pada kotak APP, dimana fungsi ELCB akan
memutuskan kontak/MCB bila terjadi perbedaan arus/
beban pada penghantar phasa dan netral.
6. Mempengaruhi sudut phasa arus.
Pembebanan open-delta akan terjadi :
 Arus yang mengalir pada 2 (dua) coil arus Kwhm
adalah selisih secara vektoris arus phasa - phasa
sedangkan tegangan yang dirasakan oleh coil
tegangan Kwhm adalah phasa - netral.
 Akibatnya terjadi pergeseran sudut phasa antara
tegangan dan arus pada coil tegangan dan coil arus
Kwhm, sehingga momen energi yang terjadi pada
piringan Kwhm :
- Coil R = PR = Vr.Irs Cos (30?-  Q)
- Coil S = PS = Vs.Isr Cos (30?+ Q)
 Power Factor dapat diatur dengan beban induktif
sehingga salah satu menghasilkan momen energi
negatip atau piringan Kwhm berputar kekiri
sedangkan yang satu lagi menghasilkan momen
positip.
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Momen gaya yang memutar piringan Kwhm adalah











Berdasarkan analisa dan uji coba di laboratorium,
Kwhm tipe non absolut yang saat ini dipakai PLN,
dapat diganti dengan Kwhm tipe absolut (mis. type
MC-3).
Kwhm tipe absolut tidak terpengaruh dengan arah
daya yang diukurnya, bahkan jika terbalikpun
pengawatannya akan tetap mengukur Kwh yang dipakai
secara keseluruhan.
Daya pada fasa R dan S adalah penjumlahan dari kedua
vektor daya dengan variabel : tegangan, arus dan Cos
Q. Sedangkan arah momen gaya ditentukan oleh
besarnya sudut (Q), dan besar sudut tersebut yang
dengan menggunakan beban induktif hingga didapat
nilai sudut yang menghasil kan momen gaya yang














Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.109.K/
039/DIR/1997 Pada pasal 7 tidak menyebutkan
batasan Cos Q yang diijinkan peralatan listrik yang
dipunyai oleh pelanggan.
Namun pada pada  Keputusan Direksi PT PLN
(Persro) No.68.K/010/DIR/2000, tersirat
perhitungan tagihan susulan golongan C, power faktor
dihitung = 0,85.
Didalam pasal-pasal SPJBTL besarnya power faktor
perlu dicantumkan sehingga kasus seperti diatas dapat
dikatagorikan sebagai tindakan pencurian aliran
listrik.
7. Injeksi arus pada CT.
 Dalam rangkaian pengukuran diinjeksi arus
dengan menggunakan generator arus.
 Injeksi arus dihubungkan pada 2 (dua) titik : A
(pentanahan titik bintang sekunder CT) dan B (titik
bintang Kwhm yang ditanahkan).
 Polaritas arus injeksi berlawanan dengan polaritas
arus beban dari CT.
 Arus yang dirasakan kwhm adalah selisih arus










Kasus ini dapat dicegah dengan tidak mentanahkan
titik binang pada terminal Kwhm/tidak disambungkan
dengan box APP (box APP tipe IIF).
8. Melubangi kotak Kwhm, sewaktu-waktu pelanggan
memasukkan benda yang dapat menghambat putaran
piringan Kwhm.
9. Memasang alat "Hemat Energi' diinstalasi pelanggan,
dimana pada prinsipnya power faktor (Cos Q)
diperkecil sehingga pengukuran Kwhm lebih kecil
dari yang seharusnya.
Bahkan dibeberapa Unit PLN alat tersebut
direkomendasikan untuk dipakai pelanggan.
Keputusan Direksi PT PLN (Persro) No.109.K/039/
DIR/1997 Pada pasal 7 tidak menyebutkan batasan
Cos Q yang diijinkan peralatan listrik yang dipunyai
oleh pelanggan.
Namun pada pada  Keputusan Direksi PT PLN
(Persro) No.68.K/010/DIR/2000, tersirat
perhitungan tagihan susulan golongan C, power faktor
(Cos Q) dihitung = 0,85.
Didalam pasal-pasal SPJBTL besarnya power faktor
perlu (Cos Q) dicantumkan sehingga kasus seperti







V = 220 Volt 
I = 10 A 
Cos 
Contoh V x I Cos Q dengan angka-angka & misalkan Resistance jaringan 1 
Ohm : 
1) 220 x 10 x 0,85   = 1870 Watt,  susut jaringan = 102 x 1 = 100 Watt  
2) 220 x 17 x 0,50   = 1870 Watt, susut  jaringan = 172 x 1 = 289 watt 
Kesimpulan : dengan beban pelanggan lebih tinggi ( Arus (I) lebih tinggi, 
Cos Q2= 
0,5 
I = 17 A 
Jika disimak secara saksama beberapa modus
operandi penyalahgunaan tenaga listrik tersebut di
atas, maka tindakan penyalahgunaan tenaga listrik
tersebut memenuhi kriteria perbuatan pelanggaran
ketenagalistrikan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 2 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor:068K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000
yang menyebutkan unsur-unsur pelanggaran, yaitu:
a. Segel rusak atau putus atau terbuka atau tidak
sesuai dengan aslinya;
b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja
sebagaimana mestinya;
c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak
bekerja sebagaimana mestinya;
d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai
dengan peruntukkannya;
e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar
netral;
f. Terdapat Sambungan Langsung;
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Selain itu juga memenuhi unsur-unsur Pasal 362
KUHPidana tentang pencurian, yaitu:
a. Mengambil;
b. Sesuatu barang;
c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang
lain;
d. Diambil untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Ikhtisar Materi P2TL
I. PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
(PJBTL)
· Keharusan PJBTL : Pasal 6 (2) Peraturan
Menteri PE No.02P/1991
· Bentuk PJBTL  -  Pasal 6 (2) :
- Surat Perjanjian
Aturan Pelaksanaannya, SK Dir. No.109.K/
1997 Psl 10,12,13.
- Formulir
Belum ada aturan pelaksanaannya.
· Perbandingan secara Yuridis :
- Pihak Perjanjian : 1338 KUHPerdata
- Kekuatan Hukum Berlakunya : 1338
KUHPerdata
- Kekuatan Hukum Pembuktiannya :
- Jika Di-Notariat-kan ( ? ) :
Nilai Pembuktiannya,
Menghindari Klausula Baku (Psl.18 jo.
Psl.62 UU No.8/1999),
Tenaga Listrik sbg benda tidak berwujud.
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·  ISI  SPJBTL :
- Menurut Peraturan Menteri PE No.02.P/
1991 Pasal 6 (3),
- Menurut SK Dir. No.109.K/1997 Pasal 12
& 13.
II. TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN
· Pencurian Listrik :
Menurut UU No.15/1985  Psl.19 jo. Psl. 362
KUHPidana : Pidum,
Menurut UU No.20/2002 Psl 60 & Psl 65 :
Pidsus.
  Perbandingan yuridisnya:
- Sistim Pembuktian
- Pelaku
- Ancaman Pidana Denda
· Pengrusakan Peralatan Instalasi :
Pasal 408 KUHPidana,
Pasal 409 KUHPidana,
Putusan HR 29 Mei 1937,
Putusan HR 9 November 1931.
Peraturan MPE No.3.P/1991 Psl 14: Pencurian
sbgmn  KUHP.
 Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik: Bagian Penjelasan
Angka 14 Pasal 25 huruf  c sebagai Tindak
Pidana Pencurian.
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III. PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA
LISTRIK (P2TL)
· Dasar Hukum P2TL :
- SK Dir. No.068.K/2000 Psl 26 – Psl 30 +
Psl 31 – Psl 37,
- Peraturan MPE No.02.P/1991: Psl 2 (1)
e,f,g.
- Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik:
Angka 14 Pasal 25.




· Sikap Resistensi (Perlawanan) Pelanggan
Terhadap Tim P2TL:
a. Laporan Pidana :
- Perbuatan Tidak Menyenangkan (Psl
335 KUHPidana),
- Memasuki Pekarangan Tanpa Izin (Psl
167 KUHPidana),
- Pemberian Keterangan Palsu (263
KUHPidana),
- Pemerasan (Psl. 368 KUHPidana).
b. Gugatan Perdata : Provisi
c. Gugatan TUN : Provisi
d. Ancaman Kekerasan Pisik
e. Penafsiran Istilah :
a. Pelanggaran Bukan Kesalahan
Pelanggan,
b. Rekening Lisrik selalu lunas, kenapa ada
Tagihan Susulan
117
c. Bayar dulu baru tidak diputus atau
disambung,
d. Saksi Tandatangan Berita Acara,tapi
tidak tahu isinya.
e. Tidak terikat karena tidak tandatangan
Berita Acara.
f. Tidak tahu soal ketenagalistrikan.
g. Bukan identitas pelanggan.
h. Dilarang rusak kunci gardu, segel, tanda
tera, KWhM dll.
i. Dilarang masuk gardu.
j. Pemakaian turun naik secara signifikan
sesuai pemakaian.
k. Pelanggan tidak berada ditempat.
l. Petugas P2TL bukan penyidik, tidak
berhak  sita barang.
m. Petugas P2TL tidak berhak uji tera.
n. Kerusakan karena P2TL lalai melakukan
pemeliharaan.
· Upaya Antisipatif PLN:
a. Melaksaanakan P2TL secara Intensif &
selengkap mungkin,
b. Laporan Pidana : Pencurian Listrik &
Pengrusakan Peralatan Instansi,
c. Gugatan Perdata : Ganti rugi – TS & Bunga
d. Polisi Khusus :
a. Proteksi yuridis dari Resistensi
Pelanggan,
b. Nilai yuridis BA,
c. Nilai yuridis pengambilan barang sbg
bukti,
d. Pelatihan & Pengangkatannya : Kapolri
atau Kapolda,
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· Surat Tugas Tim P2TL : - Pasal 50 KUHPidana
· Masuk Pekarangan Pelanggan: -
Pemberitahuan ke Pelanggan
· Pemeriksaan Instalasi : - Saksi Pihak
Pelanggan
· Temuan Tim P2TL :
- Berita Acara
- Pengambilan Barang sebagai bukti
· Tindak Lanjut :  - Tagihan Susulan
a. Pemutusan Sementara
b. Pemutusan Rampung
c. Pidana  Pencurian Listrik & Pengrusakan
Instalasi
d. Perdata Ganti Rugi
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PENUTUP
PT PLN (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) didirikan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan
pemegang izin usaha ketenagalistrikan Nasional. Untuk itu berusaha
dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam
arti yang seluas-luasnya dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan.
Perkembangan kebutuhan akan tenaga listrik sebagai salah satu
komoditas primadona untuk kehidupan yang lebih baik, membuka
peluang bisnis kelistrikan semakin strategis. Hal ini membutuhkan
penambahan Modal Dasar  PT PLN (Persero) yang cukup besar.
Penetapan tarif dasar listrik negara oleh Presiden atas usul Menteri
terkait (ESDM) yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan dan
kemampuan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kemampuan
persero untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan.
Penetapan tarif dasar listrik yang tidak sebanding dengan biaya
operasional pengadaan dan penyaluran tenaga listrik, membawa
konsekuensi pemberian subsidi pemerintah kepada PT PLN (Persero).
Penegakan hukum P2TL sangat diperlukan mengingat kerugian negara
yang ditimbulkannya sangat besar, dan meluas pada semakin terbatasnya
penyediaan tenaga listrik ditengah-tengah semakin bertumbuhnya
kebutuhan listrik anggota masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.
Untuk itu perlindungan hukum (pidana) terhadap setiap personil petugas
P2TL sangat menunjang "spirit" pelaksanaan penegakan hukum terhadap
tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik.
120
DAFTAR PUSTAKA
Arief Amrullah M, 2004. Kejahatan Korporasi. Bayumedia Publish-
ing, Malang.
Lilik Safrudin Ismail, 2007. P2TL sebagai Tindakan Represif untuk
menurunkan Susut Distribusi. Penyuluhan Hukum P2TL.
Muladi.1991.Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum
Pidana. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
Pohan, A Partomuan,2007. Fiduciary Duties of Companies Directors.
Diklat Konsultan Hukum Pasar Modal LMKA Pasar
Modal – HKHPM,Jakarta.
Sastrawidjaja, Man Suparman, 2005. Kedudukan UNPAD sebagai
Badan Hukum Publik. Jurnal Penegakan Hukum,Fakultas
Hukum UNPAD.
————————— 2004. Status Hukum Karyawan BUMN Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang BUMN. Seminar Sosialisasi Program dan
Kebijakan Kementrian BUMN 2004,Bandung.
Sahetapy,J.E.2002.Kejahatan Korporasi.Refika Aditama,Bandung.
Sentosa Sembiring, 2005. Hukum Perusahaan Dalam Peraturan
Perundang-undangan. Nuansa Aulia, Bandung.
Sutan Remy Sjahdeini, 2006. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi. Grafiti Pers, Jakarta.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Kitab Undang Undang Hukum Dagang
UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalisrikan
UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
121
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 1994
Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2005
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/451/M.PE/1991
tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
Dengan Masyarakat
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.03.P/451/M.PE/1991
Tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik
SK Dir  PT PLN (Persero)  No.109.K/039/DIR/1997 tentang Ketentuan
Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik yang
Berlaku di PT PLN (Persero)
SK Dir PT PLN (Persero) No.68K/010/DIR/2000 tentang Penertiban





NOMOR 15 TAHUN 1985
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk
mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh
karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan
pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam
jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan
di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal
memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga
listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dan karena Ordonansi
tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan
dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan
Tenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun
1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor
63) yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan




Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :




Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan
dan pemanfaatan tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang
dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam
keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
3. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik
pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari
titik pemakaian.
5. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang diserahi tugas semata-
mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha
penunjang tenaga listrik.
6. Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah
kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, dan badan
usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.







Pembangunan ketenagalistrikan berlandaskan asas manfaat, asas adil dan merata,
asas kepercayaan pada diri sendiri, dan kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 3
Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan
kegiatan ekonomi.
BAB III
SUMBER ENERGI UNTUK TENAGA LISTRIK
Pasal 4
(1) Sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang terdapat di
seluruh Wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin
untuk berbagai tujuan termasuk untuk menjamin keperluan penyediaan
tenaga listrik.
(2) Kebijaksanaan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk tenaga
listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan,




(1) Pemerintah menetapkan rencana umum ketenagalistrikan secara
menyeluruh dan terpadu.
(2) Dalam menyusun rencana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)






(1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari :
a. usaha penyediaan tenaga listrik;
b. usaha penunjang tenaga listrik.
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a dapat meliputi jenis usaha :
a. pembangkitan tenaga listrik;
b. transmisi tenaga listrik;
c. distribusi tenaga listrik.
(3) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b meliputi:
a. konsultansi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
c. pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
d. pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan
tenaga listrik.
Pasal 7
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
(2) Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata
dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk
kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak
merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga
listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
(3) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 8
Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
Ketentuan mengenai usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang belum atau tidak dapat
dilaksanakan sendiri, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dapat bekerja-
sama dengan badan usaha lain setelah mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 11
(1) Untuk kepentingan umum, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
dalam melaksanakan usaha-usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberi kewenangan untuk :
a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah
permukaan;
b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
(2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga diberi kewenangan
untuk :
a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya
untuk sementara waktu;
b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas
atau di bawah tanah;




(1) Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah, bangunan,
dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga-
listrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan
Umum melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2), dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah
Negara, bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
(3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum baru dapat melakukan
pekerjaannya setelah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselesaikan.
Pasal 13
Kewajiban untuk memberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-
tumbuhan, dan lain-lain di atas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk
usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi.
Pasal 14
Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VI
HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KUASA USAHA
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN
MASYARAKAT DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 15
(1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib :
a. menyediakan tenaga listrik;
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat;
c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.
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(2) Ketentuan tentang hubungan antara Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum dengan masyarakat yang menyangkut hak
kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 16
Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik.
BAB VII
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
Pasal 17
Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan, instalasi, dan standardisasi




(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap
pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum,
pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang
ketenagalistrikan.
(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud




Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak




(1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(3) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi
kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-
tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut
Usaha Ketenagalistrikannya.
Pasal 21
(1) Barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang
karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
5 (lima) tahun.
(2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7
(tujuh) tahun.
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
(4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
(1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang tidak menaati
ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan
pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
130
Pasal 23
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal 21 adalah kejahatan.





(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang  :
a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang
ketenagalistrikan;
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan yang
dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di
bidang ketenagalistrikan;





Dengan berlakunya Undang-undang ini peraturan pelaksanaan di bidang
ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan berdasarkan Ordonansi tanggal 13
September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan
Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di
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Indonesia (“Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor
electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit
in Nederlandsch-Indie”) yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1980 Nomor 190
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonan- si tanggal 8 Pebruari
1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, tetap berlaku,
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau




Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi tanggal 13
September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan
Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di
Indonesia (“Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor
electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit
in Nederlandsch-Indie”) yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari
1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 27
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
















Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara
sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup
orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Di samping itu tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam
pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan
ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai Negara, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui pemberian
Kuasa Usaha.
Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu,
dan keandalannya dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalah
utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal
mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap
memperhatikan keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Badan usaha milik negara yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk
lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik baik
untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak
merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik
berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
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Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk
melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk
ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu,
menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, melintas di atas atau
di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah, dan menebang
atau memotong tumbuh-tumbuhan yang mengahalanginya.
Kewenangan tersebut diberikan demi untuk kepentingan umum dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik itu sendiri.
Namun demikian, karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam Undang-undang ini juga
ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum terhadap rakyat. Di samping itu, apabila badan usaha lain
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum
dan perorangan yang mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Sendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
mempunyai kelebihan tenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya dapat dijual
untuk kepentingan umum. Untuk itu badan usaha lain tersebut harus mengajukan
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terlebih dahulu kepada
Pemerintah.
Hak-hak rakyat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain untuk mendapatkan
ganti rugi yang layak dan adil atas tanah atau kerusakan bangunan dalam rangka
pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Di samping itu rakyat berhak pula
mendapatkan pelayanan yang wajar untuk memperoleh tenaga listrik, dengan
mempertimbangkan kemampuan yang ada.
Karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, maka harga jual tenaga listrik diatur oleh Pemerintah agar
dapat terjangkau oleh rakyat dalam bentuk harga yang wajar.
Dalam Undang-undang ini, selain diatur hak dan kewajiban Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan serta
masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi yang cukup
berat terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan, mengingat sifat
bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya.
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Mengenai kelalaian yang mengakibatkan matinya orang diatur secara khusus
dalam Undang-undang ini, sedang ketentuan mengenai kejahatan terhadap nyawa,
penganiayaan dan yang menyebabkan lukanya seseorang disebabkan karena
tenaga listrik atau karena penyalahgunaan tenaga listrik sepanjang tidak diatur
dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan penggantian kerugian sebagai akibat
dari hal tersebut di atas disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Di
samping itu pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang tidak dapat
diabaikan dan dalam Undang-undang ini mendapat perhatian, dengan
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan pedomannya
serta melakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan. Undang-undang ini
dimaksudkan sebagai pengganti Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang
Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan
listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia (“Bepalingen omtrent
den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het
overbrengen van kracht door middel van electriciteit in Nederlandsch Indie”)
yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 yang dimuat
dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, yang selama ini digunakan sebagai
pedoman pengaturan di bidang ketenagalistrikan, karena tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, sekaligus dalam rangka pembinaan hukum nasional




Dalam Undang-undang ini digunakan istilah ketenagalistrikan,
bukan listrik, kelistrikan, ataupun tenaga listrik karena :
a. listrik berarti meliputi tenaga listrik (“electric power”)
dan juga listrik untuk kepentingan komunikasi dan
elektronika (“electronics’);
b. kelistrikan berarti hal-hal yang menyangkut listrik;
c. tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian
tenaganya (“power”);
d. ketenagalistrikan berarti segala sesuatu yang






Titik pembangkitan adalah instalasi di mana tenaga listrik
dibangkitkan.











Pengertian pembangunan dalam pasal ini meliputi pengembangan dan
pengusahaannya.
Asas manfaat yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan
harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
Asas adil dan merata yaitu bahwa hasil-hasil pembangunan
ketenagalistrikan yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati
secara merata oleh seluruh rakyat.
Asas kepercayaan kepada diri sendiri yaitu bahwa segala usaha dan
kegiatan dalam pembangunan ketenagalistrikan harus mampu
membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan harus dilakukan dengan






Jenis sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang
ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, antara lain,
adalah batu bara, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, air,
panas bumi, sinar surya, angin, panas lautan, kayu, tumbuh-
tumbuhan, dan biomassa lainnya serta sumber alam hewani.
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Sumber energi yang terdapat dalam alam ini, yaitu sumber energi
primer, ada yang langsung dapat digunakan (misalnya batubara
dan kayu) dan ada yang harus diubah lebih dahulu menjadi energi
sekunder sebelum dapat digunakan.
Salah satu bentuk energi sekunder yang dikenal adalah tenaga
listrik. Sumber-sumber energi primer tersebut di atas, baik yang
telah maupun yang belum diserahkan pengelolaannya kepada
Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen






Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana yang terpadu
meliputi ruang lingkup nasional, yang berisi kebijaksanaan,
sasaran, dan sarana pengembangan ketenagalistrikan sebagai
penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara yang digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
Rencana umum termaksud, yang dinamakan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional, antara lain berisi perkiraan
kebutuhan tenaga listrik, sasaran penyediaan tenaga listrik
menurut sektor pemakai, daerah, jumlah desa dan rumah tangga
yang akan memperoleh listrik (“electrification ratio”), sarana





























Tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam
kehidupan masyarakat, karena menguasai hajat hidup orang
banyak, oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik pada
dasarnya dilakukan oleh negara.
Ayat (2)
Di samping badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa
Ketenagalistrikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan
Negara, kepada koperasi dan badan usaha lain baik yang
berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan
hukum, diberikan kesempatan seluas-luasnya berdasarkan Izin
Usaha Ketenagalistrikan, guna meningkatkan kemampuan
negara dalam memenuhi kebutuhan listrik secara merata.
Dalam melaksanakan peranan tersebut di atas, koperasi dan
badan usaha lain dapat melakukan kerjasama dengan badan






Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada koperasi dan badan usaha lainnya





Kerjasama yang dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dengan badan usaha lain dimaksudkan untuk




Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum ialah bahwa usaha
ketenagalistrikan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan
masyarakat.
Ayat (2)
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam
melaksanakan kewenangannya wajib menunjukkan surat kuasa/
izin usaha atau salinannya yang sah kepada mereka yang berhak
atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan, dengan








Yang dimaksud dengan “diselesaikan” ialah bahwa ganti rugi
atas harga yang layak telah dibayar lunas atau telah mendapatkan
penggantian dalam bentuk lain, misalnya antara lain ditukar
dengan tanah di tempat lain yang sepadan atau seimbang.
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Pasal 13
Pengertian “akan digunakan” meliputi jangka waktu sejak ditetapkannya
Keputusan Kepala Daerah mengenai rencana penggunaan tanah untuk
usaha penyediaan tenaga listrik sampai berakhirnya batas waktu yang
ditetapkan. Pada jangka waktu tersebut pemegang hak atas tanah tidak
diizinkan untuk mengadakan perubahan mengenai hak atas tanah,
bangunan, dan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Apabila jangka waktu yang
ditetapkan dalam Keputusan tersebut telah dilampaui dan ternyata
pembangunan sarana untuk usaha penyediaan tenaga listrik tidak jadi
dilaksanakan, maka Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib memberikan ganti rugi
atas pembatalan penggunaan tanah yang bersangkutan. Orang-orang
yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi, dengan mendirikan
bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang akan atau






Penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat oleh Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum wajib diberikan
dengan mutu dan keandalan yang baik dan dengan pelayanan




Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah
senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat serta kemampuan dari
masyarakat. Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industri
dan niaga yang sehat dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai
berikut :
a. atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi
pengusahaan;
b. kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
c. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
d. tersedianya sumber dana untuk investasi.
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Untuk memenuhi permintaan tenaga listrik dari semua kelompok pemakai
menurut sifat dan penggunaannya diadakan berbagai macam golongan
pemakai berdasarkan sifat pemakaiannya.
Harga jual tenaga listrik antara Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan
oleh Pemerintah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Penjualan atau pembelian tenaga listrik ke atau dari luar negeri diatur
oleh Pemerintah.
Pasal 17
Pengusahaan adalah segala kegiatan usaha dan pengelolaan sarana yang
menyangkut pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
Instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin,
peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk
pembangkitan, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaat “ap-
pliances”) tenaga listrik.
Standardisasi adalah standardisasi sistem, standardisasi instalasi,
standardisasi peralatan, dan standardisasi pemanfaat tenaga listrik.
Pasal 18
Ayat (1) dan Ayat (2)
Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan Pemerintah menetapkan pedoman untuk
melakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta
mengawasinya atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan dalam mencapai tujuan usahanya termasuk







Sanksi pidana yang diberikan cukup berat mengingat sifat bahaya












Ganti rugi dalam ayat (1) dimaksudkan santunan, bukan ganti





Kewajiban tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) pada hakikatnya
melekat pada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan sejak diberikan Kuasa
Usaha dan Izin Usaha, namun ketentuan ini baru dapat
diterapkan bila Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan











Penyidikan atas perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-
Undang ini memerlukan keahlian dalam bidang ketenagalistrikan,
sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan
penyidikan di samping penyidik yang biasanya bertugas menyidik
tindak pidana. Petugas yang dimaksud adalah antara lain pegawai
yang bertugas di Instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagalistrikan. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-undang Nomor














NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
 KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan
perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien
melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan
pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku
usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen;
c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan
penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang
sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang
ketenagalistrikan;
d. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa memperhati-kan
kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi energi dan diversifikasi
energi sebagaimana digariskan dalam kebijakan energi nasional,
keselamatan umum, tata ruang wilayah, dan  pemanfaatan
sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri yang kompetitif
dan menghasilkan nilai tambah agar dapat menghasilkan pengembangan
industri ketenagalistrikan nasional;
e. bahwa ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pem-bangunan
yang berbeda dan bahwa sebagian anggota masyarakat berada pada
tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga kepentingan
masyarakat tersebut perlu dilindungi;
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f. bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik perlu dilaksanakan dengan baik;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-undang Nomor
15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk
Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :




Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan
dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak
termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari
titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari
titik pemakaian.
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5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik
dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan
sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari
pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak
dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
7. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga
listrik.
8. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu
sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen,
atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
9. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem
transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
10. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga
listrik kepada konsumen.
11. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha
penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada
tegangan rendah.
12. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha
penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada
tegangan tinggi dan tegangan menengah.
13. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha
untuk  mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
14. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk
mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pem-bangkitan,
transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
15. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha
pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam
mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan,
transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem
tenaga listrik.
16. Jaringan Transmisi Nasional  adalah jaringan transmisi tegangan tinggi,
ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi
kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi
nasional.
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17. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengem-bangan
sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan,
transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara
nasional.
18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin,
peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk
pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan peman-faatan tenaga
listrik.
21. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang
penyediaan tenaga listrik.
22. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik  adalah izin untuk melaksanakan
satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
ketenagalistrikan.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para
Menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.
25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
26. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan
yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan
penyediaan tenaga listrik.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta,
yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus,
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
28. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah
diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum.
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29. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah
Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
30. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang
ketenagalistrikan.
31. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di
Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
32. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam
pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk
atau alat tersebut.
33. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut
bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah
sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak
atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan
tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah,





Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi,
berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya,
berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan
dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin
tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan
harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi yang berkelanjutan.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha
ketenagalistrikan mendorong Badan Usaha di dalam negeri menjadi lebih





UNTUK  PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
Pasal  4
(1) Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan seoptimal mungkin sumber
energi primer, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan
memperhatikan keekonomiannya yang terdapat di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk
pembangkitan tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan
memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
(3) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga
listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan




(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan
Daerah.
(2) Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
(3) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah wajib
mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan
pendapat serta masukan dari masyarakat.
(4) Menteri menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum
Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
Pasal  6
(1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik membuat Rencana Pengem-bangan
Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2).
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(2) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan
Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan
Tenaga Listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 ayat
(2).
Pasal  7
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana
penyediaan tenaga listrik untuk membantu  kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang,







(1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi jenis usaha:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Penjualan  Tenaga Listrik;
e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;
f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
(3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri atas Usaha Jasa Penunjang  Tenaga Listrik dan Industri Penunjang
Tenaga Listrik.
(4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)  meliputi jenis usaha:
a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
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c. pengujian instalasi tenaga listrik;
d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan
penyediaan tenaga listrik.
(5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)  meliputi jenis usaha:
a. Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan
b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik.
Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
Izin Operasi
Pasal 9
(1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
(2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dibedakan atas:
a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
(3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan
persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.
(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik.
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(5) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sebelum diterbitkan Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terlebih dahulu dikeluarkan izin prinsip
kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis.
(6) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, pemegang izin prinsip atau
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak dapat merealisasikan kegiatan
usahanya, izin prinsip atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal  10
Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan, Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik dikeluarkan secara transparan dan akuntabel masing-masing oleh:
a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam
daerahnya masing-masing yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi
Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau
kota, baik sarana maupun energi listriknya, yang  tidak terhubung dengan
Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah;
c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas propinsi, baik sarana
maupun energi listriknya, yang tidak terhubung ke dalam Jaringan
Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung
dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional; atau
d. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Negara sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan
Nasional.
Pasal 11
(1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan
berdasarkan Izin Operasi.
(2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluar-kan
masing-masing oleh:
a. Bupati/Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam
daerah kabupaten/kota;
152
b. Gubernur, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
c. Menteri, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.
Pasal  12
(1) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi
dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah
mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Badan Pengawas
Pasar Tenaga Listrik.
(2) Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan
kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum
setelah mendapat persetujuan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10.
Pasal  13
(1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat
menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan
kegiatan, atau mencabut Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau Izin Operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan:
a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum
dalam izin;
b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin; dan/atau
c. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan
Undang-undang ini.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah
terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu
kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Izin Operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di
Wilayah Kompetisi
Pasal  15
(1) Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan secara
bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Syarat-syarat untuk penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. tingkat harga jual tenaga listrik  telah mencapai keekonomiannya;
b. kompetisi pasokan energi primer;
c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;
e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem
tenaga listrik;
f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi;
g. kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan
h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal  16
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 8 ayat
(2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.
Pasal 17
(1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
(2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah
kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
meliputi  segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi:
a. menguasai kepemilikan;
b. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga
listrik dalam satu wilayah kompetisi;
c. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik
pada posisi beban puncak;
d. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;
e. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi
pasar;
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f. melakukan praktik diskriminasi;
g. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha
pesaingnya;
h. melakukan kecurangan usaha; dan/atau
i. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penguasaan pasar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  18
(1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8
ayat (2) huruf b tidak dikompetisikan.
(2) Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Jaringan
Transmisi Nasional bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara
terhadap Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.
(3) Usaha Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberi-kan
kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
(4) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuh-an
jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
(5) Badan  Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha bagi
Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik.
Pasal  19
(1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2)  huruf c tidak dikompetisikan.
(2) Usaha Distribusi Tenaga Listrik bersifat terbuka dan memberikan
perlakuan setara kepada Usaha Penjualan Tenaga Listrik dan Agen
Penjualan Tenaga Listrik.
(3) Usaha Distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan dengan memberi-kan
kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara.
(4) Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik wajib memenuhi kebutuhan
jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
(5) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik menetapkan wilayah usaha Badan
Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
Pasal  20
(1) Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf d  melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen
yang tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha
tertentu.
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(2) Wilayah usaha untuk  Usaha  Penjualan Tenaga Listrik sebagai-mana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik.
(3) Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat membeli tenaga listrik dari pasar
tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal   21
(1) Agen  Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf e melakukan pelayanan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
(2) Dengan seizin Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Agen Penjualan
Tenaga Listrik dapat melakukan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
(3) Penjualan tenaga listrik untuk konsumen oleh Agen Penjualan Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
berdasarkan kompetisi.
(4) Agen Penjualan Tenaga Listrik membeli tenaga listrik dari pasar tenaga
listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik lain.
Pasal 22
(1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan
tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pengelolaan pasar tenaga
listrik kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan
transmisi tenaga listrik.
(2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha yang
bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Tenaga Listrik.
Pasal 23
(1) Pengelola Pasar Tenaga Listrik berfungsi untuk mempertemukan
penawaran dan permintaan tenaga listrik sesuai dengan aturan pasar
yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat.
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(2) Ketentuan mengenai aturan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(3) Pengelola Pasar Tenaga Listrik  bertugas :
a. melakukan koordinasi dengan  Pengelola Sistem Tenaga Listrik
dalam penyaluran tenaga listrik;
b. mengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik
yang disalurkan;
c. memberikan informasi hasil transaksi kepada semua pelaku transaksi
pasar tenaga listrik;
d. menyelesaikan semua transaksi pasar tenaga listrik;
e. menyelesaikan perselisihan antarpelaku pasar yang timbul dalam
proses  transaksi tenaga listrik;
f. membuat laporan transaksi dari penjual dan pembeli kepada Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik; dan
g. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar
tenaga listrik yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik.
Pasal 24
(1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha yang akuntabel dan
tidak berpihak dalam memberikan pelayanan operasi sistem tenaga listrik
kepada Badan Usaha yang melakukan transaksi melalui jaringan transmisi
tenaga listrik.
(2) Pengelola Sistem Tenaga Listrik dibiayai bersama oleh Badan Usaha
yang bertransaksi dalam pasar tenaga listrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Tenaga Listrik.
Pasal 25
(1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik berfungsi mengelola operasi sistem
tenaga listrik untuk memperoleh sistem yang andal, aman, dan bermutu
sesuai dengan aturan jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai aturan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
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(3) Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas:
a. membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
b. menjaga tingkat keamanan, mutu, dan keandalan sistem tenaga listrik
sesuai dengan standar yang berlaku;
c. membuat prakiraan beban dan rencana pembebanan pembangkit
tenaga listrik berdasarkan informasi Pengelola Pasar Tenaga Listrik;
d. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit dan jaringan
transmisi tenaga listrik;
e. memberikan perintah operasi kepada pembangkit dan transmisi
tenaga listrik;
f. memberikan informasi kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik untuk
penyelesaian transaksi jual beli tenaga listrik;
g. menjamin pasokan tenaga listrik; dan
h. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem
tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal  26
Kepemilikan Badan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik  dan Badan Usaha
Pengelola Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal 27
Persyaratan dan tata cara pengadaan dan pengangkatan pegawai Pengelola Pasar
Tenaga Listrik dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal  28
(1) Dalam hal kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pengelola Pasar Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dan Pengelola
Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf g belum siap untuk dipisahkan, ketiga kegiatan usaha tersebut dapat
dilakukan secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan
peran yang terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
(2) Dalam hal kegiatan Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan Pengelola Sistem Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g belum
siap untuk dipisahkan, kedua kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan
secara bersama dalam satu Badan Usaha dengan fungsi dan peran yang
terpisah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
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(3) Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal 29
(1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan
penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah
yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan
pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat.
(2) Penggabungan usaha dalam suatu wilayah yang dikompetisi-kan yang
mendorong efisiensi, tetapi tidak mengganggu kom-petisi, dapat
dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Bagian Keempat
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah yang
Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi
Pasal  30
(1) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena
kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(2) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan
oleh  Pemerintah.
(3) Dengan pertimbangan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih
efisien, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama
kepada Badan Usaha Milik Negara.
(4) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,
swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
(5) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka
Pemerintah Daerah atau Pemerintah berkewajiban memenuhinya.
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Bagian Kelima
Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Pasal  31
(1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah
mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah
Daerah.
(2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ketentuan mengenai Izin Usaha
Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Untuk jenis-jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur
tersendiri dalam undang-undang di bidang jasa konstruksi.
BAB  VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pemegang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Pasal  32
(1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberi
kewenangan untuk :
a. melintas sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
b. melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan; dan
c. melintas jalan umum dan jalan kereta api.
(2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk kepen-tingan umum pemegang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakan-nya
untuk sementara waktu;
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b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau
di bawah tanah; dan
d. memotong dan/atau menebang  tanaman yang menghalangi-nya.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan,
dan/atau tanaman.
Pasal  33
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan
yang berlaku;
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan
memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Konsumen Tenaga Listrik
Pasal  34
(1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;
b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan
keandalan yang baik;
c. memperoleh tenaga listrik dengan harga  yang wajar;
d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga
listrik; dan
e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan
kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
(2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul
akibat pemanfaatan tenaga listrik;
b. menjaga  keamanan instalasi ketenagalistrikan;
c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan
atau perjanjian.
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(3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya
mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik.
(4) Konsumen tenaga listrik wajib menaati persyaratan teknis di bidang
ketenagalistrikan.
BAB VII
PENGGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal  35
(1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan,
dan tanaman mengizinkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  32 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah
atau kompensasi.
(2) Ganti kerugian hak atas tanah  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan untuk bangunan dan tanaman
di atas tanah dimaksud.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai
akibat dari berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan
tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Apabila tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak
atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan,
pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan
masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.
(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat
hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya
dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan
masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan
ketentuan hukum adat setempat .
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Pasal  36
Kewajiban untuk memberi ganti kerugian hak atas tanah  atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka
yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah
yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah
diberikan ganti rugi atau kompensasi.
Pasal  37
(1) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti kerugian hak atas tanah
atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Ganti kerugian hak atas tanah  atau kompensasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dibebankan kepada pemegang  Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik.
BAB  VIII
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
Pasal  38
(1) Harga Jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual
tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan
menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi
oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
(2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah diatur oleh
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
(3) Dalam hal kompetisi baru diterapkan pada pembangkit, harga jual tenaga
listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal  39
(1) Penetapan biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan
tenaga listrik dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
berdasarkan kontrak antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dengan
Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi
Tenaga Listrik.
(2) Pengelola Pasar Tenaga Listrik membayar biaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) kepada Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan
Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang bersangkutan melalui
Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besar pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal  40
Penetapan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga
listrik dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
Pasal  41
Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1), harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal  42
Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  38 dan Pasal
41, biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga
sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  40 dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
Pasal 43
Dalam mengatur harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. kepentingan nasional;
b. kepentingan konsumen;
c. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
d. biaya produksi;
e. efisiensi pengusahaan;
f. kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
g. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
h. biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
i. kemampuan masyarakat; dan
j. mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik.
Pasal 44
Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 dan Pasal 41 serta harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  45






(1) Penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan
perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Penerimaaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi
tenaga listrik.
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk
pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah
yang belum berkembang.
(4) Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan, dan penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat





Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang
disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pasal  48
(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi standardisasi, pengamanan instalasi
tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan
kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya
bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
(3) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat
laik operasi.
(4) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki
tanda keselamatan.
(5) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki
sertifikat kompetensi.
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(6) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi,
tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur  dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB   XI
PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN LAIN
Pasal  49
(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar
penyaluran tenaga listrik.
(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hanya dapat dilakukan dengan izin pemilik jaringan.
(3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)




(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha
ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terutama meliputi:
a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
b. pengembangan usaha;
c. optimasi pemanfaatan sumber energi  setempat, termasuk
pemanfaatan energi terbarukan;
d. aspek lindungan lingkungan;
e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan
berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan
kompetensi tenaga teknik;
g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
h. tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB XIII
BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK
Pasal  51
(1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan
tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar
Tenaga Listrik.
(2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga
listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.
Pasal  52
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang :
a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam
pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;
b. mencegah persaingan usaha tidak sehat;
c. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), biaya penyediaan fasilitas
untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa transmisi dan harga sewa distribusi
tenaga listrik sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 40;
d. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana
transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  46 ayat (2) dan ayat (3);
e. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisi-kan pada
Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  38 ayat ( 1);
f. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha
Pengelola Sistem Tenaga   Listrik;
g. menetapkan wilayah Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan
Tenaga Listrik;
h. menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk setiap jenis Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
i. i. memastikan   bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang  Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
j. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan
penanganan pengaduan konsumen.
167
k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang  timbul dalam kompetisi dan
pelayanan;
l. menerapkan sanksi administratif  kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik  atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
dan perizinan; dan
m. menjamin pasokan tenaga listrik.
Pasal  53
Untuk wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, fungsi
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
Pasal  54
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik  mengambil keputusan secara akuntabel
dan tidak memihak serta menjelaskan secara transparan segala pertimbangan
dalam pengambilan keputusannya.
Pasal  55
(1) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab kepada
Presiden.
(2) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik paling sedikit terdiri
atas 5 (lima) orang dan paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang.
(3) Ketua dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik, yang merangkap sebagai anggota.
(4) Anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diangkat oleh Presiden
atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5) Masa jabatan anggota Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.
(6) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan
dalam keanggotaan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, maka masa
jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.
Pasal  56
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, uraian tugas, keanggotaan,
kode etik, dan sistem penggajian Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  57
Anggaran untuk pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
diperoleh dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan






(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana,
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau
tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;
d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melaku-kan tindak
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha
ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang
diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan-nya
dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)






(1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau
menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenaga-listrikan yang
merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya
dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh
keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  29 dan Pasal  52 huruf b, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal  60
(1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan
maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena
melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi
tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan
terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal  61
(1) Setiap orang yang  melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  9 ayat (1) dan Pasal  10, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin
Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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(3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak
memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan
tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan
sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik atau Izin Operasi.
Pasal  62
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya
seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
(2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin
Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga
diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
(4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal  63
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pasal  64
Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual-belikan
pemanfaat listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 65
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan
oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau
pengurusnya.
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(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang
dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan
paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.
Pasal  66
(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,
dan Pasal 62 adalah kejahatan.





Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengawas
Pasar Tenaga Listrik; dan
b. dalam jangka waktu paling lama  5 (lima) tahun telah ada wilayah yang
menerapkan kompetisi  terbatas di sisi pembangkitan.
Pasal  68
Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap  telah memiliki izin
yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi,
dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan
dikeluar-kannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan
Undang-undang ini.
Pasal  69
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau
belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini;
b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang telah
dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali pada
wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi,
Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum diperbaharui menjadi
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan bidang usahanya;
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c. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang telah
dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap




Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317), dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal  71
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta





pada tanggal 23 September 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO










Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan  kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi
negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan
kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu
dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan
untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik,
dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan
tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk
penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada Badan Usaha
kecil dan menengah.
Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan di sektor ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk
secara optimal dan efisien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi
yang bersih dan ramah lingkungan, dan teknologi yang efisien guna menghasilkan
nilai tambah untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya
tenaga listrik yang diperlukan.
Undang-undang ini merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan
restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat
dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Kompetisi usaha
penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan
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dan di kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat
lunaknya akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen
listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang
menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik.
Perkembangan penerapan kompetisi di sisi penjualan dimulai pada konsumen
besar yang tersambung pada tegangan tinggi, yang kemudian pada konsumen
tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik
di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar
Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam
menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan (Grid Code), aturan
distribusi (Distribution Code), aturan pentarifan (Tariff Code), aturan untuk lelang
pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik  (Procurement and Com-
petitive Tendering Code) dan lain-lain, termasuk penegakan hukumnya (law
enforcement). Dengan adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, akan
mengurangi peranan Pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan,
namun tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Dalam Undang-undang ini selain diatur hak dan kewajiban pengusaha dan
masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi terhadap tindak
pidana yang menyangkut ketenagalistrikan mengingat sifat bahaya dari tenaga
listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, untuk menjamin
keselamatan manusia di sekitar instalasi, keselamatan pekerja, keamanan instalasi
dan kelestarian fungsi lingkungan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan










         Ayat (1)
Yang dimaksud sumber energi primer tak terbarukan antara lain meliputi
minyak bumi, gas bumi, dan batubara, sedangkan sumber energi primer
terbarukan antara lain meliputi tenaga air, angin, surya, panas
  bumi, dan biomassa.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
         Ayat (3)
               Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Mengingat keadaan ketenagalistrikan yang khas di setiap daerah,
Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memperhatikan keadaan sosial
ekonomi daerahnya menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan
Daerah masing-masing. Rencana tersebut mencakup antara lain prakiraan
kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer, dan jalur lintasan
transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
         Ayat (2)
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan kebijakan umum
di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain, prakiraan
kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, penetapan Jaringan Transmisi
Nasional, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan pemanfaatan
sumber energi baru dan terbarukan.
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimutakhirkan setiap tahun




Pedoman ini diperlukan sebagai acuan penyusunan Rencana Umum




         Ayat (1)
Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik disusun untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik jangka pendek antara lain dengan menetapkan
tingkat keandalan dan pengadaan fasilitas untuk menjaga mutu dan
keandalan.
         Ayat (2)
Rencana Penyediaan Tenaga Listrik dari badan usaha selaku pemegang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha
merupakan kewajiban dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik
masyarakat dalam wilayah usahanya.
Pasal  7
         Cukup jelas
Pasal  8
         Cukup jelas
Pasal  9
         Ayat (1)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan
alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam
penyelenggaraan usaha, syarat-syarat teknis, dan sanksi.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
         Ayat (3)
Persyaratan administratif meliputi antara lain data perusahaan,
kemampuan finansial, dan kepemilikan perusahaan.
Persyaratan teknis meliputi antara lain hasil studi kelayakan yang
mencakup spesifikasi teknis yang berkaitan dengan jenis usaha dan
analisis mengenai dampak lingkungan.
Izin lainnya adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
         Ayat (4)
Syarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mencakup persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai jenis usahanya, serta
kelengkapan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
         Ayat (5)
Izin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha dalam
pelaksanaan lebih lanjut rencana kegiatan usaha.
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         Ayat (6)
               Cukup jelas
Pasal 10
         Cukup jelas
Pasal  11
         Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga
listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik.
Izin Operasi dalam ketentuan ini hanya untuk jumlah kapasitas tertentu
dan dimaksudkan agar instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan
keselamatan ketenagalistrikan, termasuk keamanan instalasi, keselamatan
kerja, keselamatan umum, dan lindungan lingkungan.
Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi pembangkit
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
Pasal  12
         Ayat (1)
               Cukup jelas
         Ayat (2)
Pemegang Izin Operasi yang menjual kelebihan listriknya untuk
kepentingan umum harus mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik.
Pasal 13
         Ayat (1)
Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tingkat
pelanggaran yang dilakukan.
         Ayat (2)
Jangka waktu yang diberikan kepada Badan Usaha disesuaikan dengan
jenis dan tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pasal  14
Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain perizinan,
persyaratan kelengkapan izin lainnya, pertimbangan pemakaian sumber
energi primer, perihal penjualan tenaga listrik, syarat-syarat teknis, batas
kapasitas minimum pembangkit untuk Izin Operasi dan wajib daftar,
persyaratan administratif, pengawasan, dan penerapan sanksi.
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Pasal 15
         Ayat (1)
Penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan
secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan usaha penyediaan tenaga
listrik antara lain cadangan daya yang cukup, jaringan transmisi dan
jaringan distribusi yang luas, serta penanganan masalah biaya yang
mungkin timbul sebagai akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah
dan tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha (stranded cost).
Penerapan kompetisi dimulai dari wilayah yang sistem tenaga listriknya
sudah siap secara teknis. Penerapan kompetisi tersebut dimulai dari sisi
pembangkitan tenaga listrik.
         Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud tingkat harga jual tenaga listrik telah
mencapai keekonomiannya adalah harga jual tenaga
listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah
keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang
wajar tersebut ditetapkan oleh Pemerintah.
Huruf b
Tidak ada lagi energi primer yang mendapatkan subsidi.
Huruf c
         Cukup jelas
Huruf d
Aturan dalam ketentuan ini antara lain aturan pasar,
aturan distribusi, dan aturan penjualan tenaga listrik.
Huruf e
Perangkat keras meliputi antara lain sistem komputer
dan perlengkapannya, sistem komunikasi untuk proses
transaksi tenaga listrik. Perangkat lunak meliputi antara
lain program komputer untuk pelaksanaan pasar tenaga
listrik, program untuk penyelesaian transaksi dan sistem
organisasi.
Huruf f
Tidak ada kendala teknis sistem tenaga listrik yang
menyebabkan pasar tidak berfungsi secara baik.
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Huruf g
Kesetaraan dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak
terjadi pemberian perlakuan istimewa terhadap Badan
Usaha yang berkompetisi.
Huruf h
          Cukup jelas
Pasal  16
Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, usaha penyediaan
tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang
berbeda.
Pasal 17
         Ayat (1)
Penerapan kompetisi di sisi pembangkitan dimaksudkan agar
mendapatkan harga pembangkitan tenaga listrik yang lebih murah.
Ayat (2)
Larangan  untuk  mendominasi pangsa pasar tenaga listrik dimaksudkan
agar  tercipta kompetisi yang sehat dan adil.
Yang dimaksud dengan satu wilayah kompetisi  adalah satu wilayah yang
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah kompetisi. Pertimbangan
dalam menetapkan suatu wilayah kompetisi antara lain mencakup
kapasitas pembangkit, tingkat kebutuhan tenaga listrik, kesiapan sistem
interkoneksi, dan aspek sosial ekonomi.
         Ayat (3)
               Cukup jelas
         Ayat (4)
               Cukup jelas
Pasal 18
         Ayat (1)
Usaha Transmisi Tenaga Listrik dalam suatu wilayah usaha tidak dapat
dikompetisikan  karena bersifat monopoli alamiah sehingga diatur oleh
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
         Ayat (3)
Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak mampu untuk melakukan
investasi, Badan Usaha Milik Negara dalam pengembangan usaha
transmisi dapat bekerja sama dengan badan usaha lain dengan pola
kemitraan.
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         Ayat (4)
               Cukup jelas
         Ayat (5)
               Cukup jelas
Pasal 19
         Ayat (1)
Usaha distribusi tenaga listrik tidak dapat dilakukan kompetisi karena
bersifat monopoli alamiah.
         Ayat (2)
Yang dimaksud bersifat terbuka adalah penggunaan jaringan distribusi
tenaga listrik dapat dilakukan oleh semua badan usaha.
         Ayat (3)
Dalam hal diperlukan investasi baru, Badan Usaha Milik Negara dapat
membiayai sendiri atau bekerja sama dengan badan usaha lain dengan
pola kemitraan atau dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
         Ayat (4)
Pemenuhan kebutuhan jaringan baru merupakan kewajiban Badan Usaha
Distribusi Tenaga Listrik dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di
wilayah usahanya sepanjang secara teknis dan ekonomis memungkinkan.
         Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
         Ayat (1)
Pada dasarnya usaha penyediaan tenaga listrik untuk konsumen yang
tersambung dengan tegangan rendah tidak dikompetisikan. Pelayanan
kepada konsumen tegangan rendah dilakukan oleh Usaha Penjualan
Tenaga Listrik. Apabila Usaha Penjualan Tenaga Listrik belum merupakan
usaha yang terpisah dari Usaha Distribusi, penyelenggaraannya dapat
dilakukan dengan pembukuan yang terpisah.
Konsumen tegangan rendah dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan
Tenaga Listrik yang sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar
Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu,
harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam suatu
kawasan terbatas pada daerah yang telah menerapkan kompetisi dapat
dilakukan oleh pemilik atau pengelola kawasan yang sekarang sudah
beroperasi. Konsumen pada kawasan terbatas tersebut dapat
mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik untuk memperoleh
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pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih
baik sesuai dengan kebutuhannya.
Jaringan transmisi dan/atau distribusi dalam kawasan terbatas tersebut
bersifat terbuka dan setara yang pengelolaannya dilakukan oleh Usaha
Transmisi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik yang
memiliki wilayah usaha pada daerah tersebut.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
         Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembangkit lain adalah pembangkit tenaga listrik
yang tidak masuk ke pasar, baik skala besar, menengah maupun kecil.
         Ayat (4)
Ketentuan mengenai pembelian memuat antara lain, kapasitas, jumlah
energi listrik, dan waktu pembelian.
Pasal 21
         Ayat (1)
Selain pembelian tenaga listrik dari Agen Penjualan Tenaga Listrik,
konsumen tegangan tinggi dan/atau menengah dapat melakukan
pembelian tenaga listrik secara bilateral dari pembangkit tenaga listrik
lain yang tidak masuk ke pasar tenaga listrik.
         Ayat (2)
Pertimbangan dalam pemberian izin kepada Agen Penjualan Tenaga
Listrik untuk melayani konsumen tegangan rendah adalah berdasarkan
adanya permintaan konsumen tegangan rendah untuk mendapatkan mutu
tenaga listrik yang lebih baik dan pelayanan khusus.
         Ayat (3)
Kompetisi dalam penjualan tenaga listrik dimaksudkan agar ada
persaingan mutu, pelayanan, dan harga tenaga listrik yang ditawarkan
sehingga konsumen mempunyai pilihan dalam memperoleh pasokan
tenaga listrik.




Pengelola Pasar Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan
pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
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         Ayat (3)
               Cukup jelas
Pasal 23
         Ayat (1)
               Cukup jelas
         Ayat (2)
Aturan pasar memuat ketentuan antara lain persyaratan peserta pasar,
aturan pengukuran, aturan pengesahan harga pasar, harga maksimum,
aturan kontrak bilateral dan pasar kompetisi, aturan tagihan dan
pembayaran, aturan biaya sewa jaringan transmisi tenaga listrik dan
fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem, serta aturan
penyelesaian transaksi.
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain
undang-undang yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.
         Ayat (3)
Huruf a
Koordinasi dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik
dimaksudkan agar transaksi pasar tenaga listrik dapat direalisasikan
penyaluran tenaga listriknya oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik sesuai
dengan kondisi sistem berdasarkan prinsip transparansi, objektivitas,
dan independensi.
Huruf b
Pengelola Pasar Tenaga Listrik mencatat dan mengesahkan harga
pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan serta
waktu terjadinya transaksi kepada badan usaha yang bertransaksi.
Huruf c
Informasi hasil transaksi pasar disampaikan kepada semua
pelaku pasar dan masyarakat untuk menjamin transparansi.
Huruf d
Pengelola Pasar Tenaga Listrik menyelesaikan semua transaksi
pasar tenaga listrik termasuk proses pembayaran dari Agen Penjualan
Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik serta pembayaran
kepada Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Pengelola Sistem Tenaga
Listrik.
Huruf e
Perselisihan yang mungkin terjadi antara lain adanya perbedaan
dalam data transaksi penjualan dan pembelian tenaga listrik.
183
Huruf f
Laporan transaksi pasar tenaga listrik yang dilakukan secara
berkala diperlukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk
pengawasan pelaksanaan kompetisi yang sehat.
Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang
ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika pasar tenaga
listrik.
Pasal 24
         Ayat (1)
Pengelola Sistem Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan
pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan.
         Ayat (2)
               Cukup jelas
Ayat (3)
               Cukup jelas
Pasal 25
         Ayat (1)
               Cukup jelas
         Ayat (2)
Aturan jaringan transmisi tenaga listrik  memuat persyaratan antara lain
aturan manajemen jaringan, aturan penyambungan, aturan operasi, aturan
perencanaan pembebanan pembangkitan, aturan pengukuran, dan aturan
kebutuhan data.
         Ayat (3)
Huruf a
Rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang diusulkan
oleh Pengelola Sistem Tenaga Listrik disahkan oleh Badan Pengawas
Pasar Tenaga Listrik. Rencana ini merupakan penjabaran dari Rencana
Umum Ketenagalistrikan Nasional untuk menjamin kelangsungan operasi
sistem sesuai dengan perkembangan pertumbuhan beban tenaga listrik.
Huruf b
Tingkat keamanan merupakan kekuatan sistem tenaga listrik
untuk menghadapi gangguan; tingkat keandalan merupakan kemampuan
sistem tenaga listrik dalam memasok kebutuhan tenaga listrik; tingkat
mutu merupakan kualitas listrik yang dihasilkan dalam bentuk tegangan
dan frekuensi tenaga listrik.
184
Huruf c
Prakiraan beban tenaga listrik merupakan prakiraan kebutuhan
sistem tenaga listrik sebagai bahan untuk perencanaan operasi pembangkit
tenaga listrik.
Huruf d
Rencana pemeliharaan pembangkit dan transmisi tenaga listrik
bertujuan agar penyediaan tenaga listrik sepanjang waktu berada pada
tingkat keandalan yang terjamin.
Huruf e
Perintah operasi berupa pembebanan riil dan pemasukan/
pengeluaran pembangkit dan transmisi tenaga listrik dari sistem tenaga
listrik.
Huruf f
Pengelola Sistem Tenaga Listrik memberikan informasi
pembebanan setiap saat dari pembangkit kepada Pengelola Pasar
Tenaga Listrik.
Huruf g
Dalam jangka pendek, jaminan pasokan tenaga listrik secara
operasional merupakan tanggung jawab Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
        Huruf h
Yang dimaksud dengan tugas lain adalah tugas-tugas di luar yang
ditentukan dalam pasal ini yang sejalan dengan dinamika teknologi
jaringan tenaga listrik.
Pasal 26
Dalam ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
dicantumkan adanya ketentuan tentang intervensi dari Pemerintah dalam
keadaan darurat.
Pasal 27
         Cukup jelas
Pasal  28
         Ayat (1)
Pada dasarnya usaha transmisi tenaga listrik, pengelola pasar tenaga
listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik dilaksanakan secara terpisah.
Apabila secara teknis operasional belum siap dan mengingat perannya
yang sangat vital, kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Pengelolaan
Pasar Tenaga Listrik dan Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dilakukan
secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.
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         Ayat (2)
Apabila secara teknis operasional pengelolaan pasar tenaga listrik dan
pengelolaan sistem tenaga listrik belum dapat dipisahkan mengingat
perannya yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik
yang sehat, kegiatan pengelolaan pasar dan pengelolaan sistem tenaga
listrik dilakukan secara bersama oleh Badan Usaha Milik Negara.
         Ayat (3)
Ketentuan ini memuat substansi pokok antara lain kriteria kesiapan, tugas
dan fungsi, organisasi, dan  pembiayaan.
Pasal 29
         Cukup jelas
Pasal  30
         Ayat (1)
Kondisi tertentu yang dimaksud dalam ayat ini antara lain faktor geografis
dan/atau sosial-ekonomi. Yang dimaksud secara terintegrasi adalah
kepemilikan secara vertikal sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari
pembangkitan tenaga listrik sampai dengan  penjualan tenaga listrik
kepada konsumen.
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud merupakan Badan Usaha
yang ditugasi oleh Pemerintah untuk melaksanakan penyediaan tenaga
listrik di wilayah yang tidak atau belum  menerapkan kompetisi.
         Ayat (4)
Cukup jelas
         Ayat (5)
Kewajiban Pemerintah Daerah  atau Pemerintah sesuai dengan
yurisdiksinya.
Pasal 31
         Ayat (1)
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan
alamat Badan Usaha, jenis usaha yang diberikan, klasifikasi usaha,
kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan sanksi.
         Ayat (2)
Peraturan Pemerintah memuat substansi pokok antara lain persyaratan
umum, klasifikasi, sertifikasi, dan pengawasan usaha.
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         Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal  32
         Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang
dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
         Huruf a
Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan adalah
 persyaratan teknis  antara lain tentang tegangan, frekuensi, dan
kontinuitas.
         Huruf b
Cukup jelas
         Huruf c
Yang dimaksud dengan keselamatan ketenagalistrikan adalah kondisi
andal bagi instalasi, kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab
lingkungan.
Pasal 34






Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada
tingkat keekonomiannya antara lain dengan mempertimbangkan biaya
investasi, biaya operasi dan keuntungan tertentu serta tidak mengandung





Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik yang menjual tenaga listrik kepada konsumen
mencantumkan standar pelayanan, formulasi besarnya ganti rugi dan cara
pembayarannya.
         Ayat (2)
         Cukup jelas
         Ayat (3)
         Cukup jelas
         Ayat (4)
Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain Persyaratan Umum
Instalasi Listrik dan standar bidang ketenagalistrikan.
Pasal 35
         Ayat (1)
Cukup jelas
         Ayat (2)
Tanah yang secara langsung dipergunakan oleh pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik antara lain  untuk pembangkitan tenaga listrik,
tapak menara transmisi, gardu induk dan gardu distribusi.
         Ayat (3)
Kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemegang hak atas tanah,
bangunan dan tanaman sebelum pembangunan saluran transmisi tenaga
listrik yang bersangkutan. Kompensasi ditetapkan berdasarkan indeks
yang mencerminkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan,
dan tanaman.
         Ayat (4)
Cukup jelas
         Ayat  (5)
Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang memiliki
hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat, atau tanah bekas
milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.
Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan
bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut tetapi belum diberikan hak
atas tanahnya atau belum bersertifikat.
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Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah adalah sudah
dilaksanakan-nya pembayaran ganti kerugian hak atas tanah  atau
kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian bagi masyarakat
yang menggunakan tanah negara tersebut.
         Ayat  (6)
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat
dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.     Hak ulayat adalah
kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum
adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup
para warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah
turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut
dengan wilayah yang bersangkutan.              Masyarakat hukum adat
adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama  persekutuan hukum karena kesamaan tempat
tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Keberadaan tanah ulayat ditentukan berdasarkan peraturan daerah
setempat.
Pasal  36
Izin lokasi bukan bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah. Sepanjang
pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas
tanah  atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau
menanami tanaman di atas tanah yang terkena izin lokasi tersebut.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum
diterbitkan izin lokasi, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
memberitahukan secara tertulis kepada masyarakat setempat dan
mengadakan inventarisasi terhadap status hak atas tanah yang terkena
izin lokasi.
Bangunan yang baru dibangun  dan/atau  tanaman yang baru ditanam di
atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan sudah diberikan ganti
kerugian hak atas tanah , maka  terhadap bangunan dan/atau tanaman
yang baru tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah.
Pasal 37
         Cukup jelas
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Pasal  38
         Ayat (1)
Harga jual tenaga listrik untuk konsumen  terdiri dari biaya beban (Rp/
kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh). Khusus untuk konsumen industri
dan komersial, selain biaya beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup
biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) dan biaya kVA maksimum.
         Ayat (2)
Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah terdiri dari
biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), atau dibayar
berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya
yang dipakai.
         Ayat (3)
Harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas
Pasar Tenaga Listrik   karena pada tahapan ini kompetisi belum
diterapkan di sisi penjualan tenaga listrik, namun baru di sisi pembangkitan.
Pasal  39
         Ayat  (1)
Fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik antara lain
meliputi sarana pengaturan tegangan dan frekuensi, sarana penyediaan
daya reaktif dan sarana pemulihan operasi sistem setelah pemadaman.
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal  40
Pengaturan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan
distribusi dimaksudkan untuk pengembalian biaya investasi dan biaya
operasi yang wajar.
Pasal 41
Harga jual tenaga listrik diatur masing-masing oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pemberian izin usaha
penyediaan tenaga listrik.
Pasal  42
         Cukup jelas
Pasal 43
         Cukup jelas
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Pasal 44
Peraturan Pemerintah memuat antara lain ketentuan mengenai komponen
harga dan tatacara penetapan harga jual tenaga listrik.
Pasal  45
Peraturan Pemerintah memuat antara lain aspek keamanan nasional,
aspek teknis keandalan sistem, dan aspek komersial.
Pasal  46
         Ayat (1)
Penerimaan perpajakan dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
         Ayat (2)
Pungutan ini dikenakan kepada Badan Usaha di wilayah kompetisi dan
tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada konsumen tegangan
rendah. Pungutan ini adalah di luar sewa jaringan transmisi dan sewa
jaringan distribusi tenaga listrik.
         Ayat (3)
Wilayah yang belum berkembang antara lain wilayah yang belum
tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional, wilayah yang jaringan
distribusi tenaga listriknya belum merata, dan daerah terpencil.
         Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 47
         Cukup jelas
Pasal 48
         Ayat(1)
Cukup jelas
         Ayat (2)
Di samping untuk keamanan instalasi tenaga listrik, keselamatan
ketenaga-listrikan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada
masyarakat untuk mendapatkan rasa aman,  rasa nyaman, dan  kesehatan
serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.
         Ayat (3)
Instalasi dimaksud harus didukung oleh peralatan dan lengkapan listrik
yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.
Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang
berwenang, dimaksudkan sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya
ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
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         Ayat (4)
Tanda keselamatan dibubuhkan pada pemanfaat listrik yang telah lulus
uji keselamatan pada laboratorium yang berakreditasi.
         Ayat (5)
Tenaga listrik mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan manusia
sehingga pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik harus
dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang
dipersyaratkan.   Pengertian sertifikat kompetensi adalah tanda bukti
pengakuan atas kompetensi dan kemampuan melaksanakan satu
pekerjaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan
sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.
         Ayat (6)
Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan
antara lain pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik,
pengujian, inspeksi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi
terhadap pelanggaran ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
Pasal 49
         Ayat (1)
Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan tenaga listrik
dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik,
antara lain untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan
telekomunikasi.
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal  50
         Ayat (1)
Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak
dapat dipisah-pisahkan yang meliputi pengendalian, bimbingan, dan
penyuluhan serta pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,
termasuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Peraturan Pemerintah ini memuat substansi pokok antara lain organisasi,
tugas dan fungsi,  dan tatacara dan syarat-syarat pelaksanaan.
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Pasal  51
         Ayat (1)
Cukup jelas
         Ayat (2)
Pengaturan dan pengawasan dimaksudkan agar kompetisi terselenggara
dengan adil, mendorong terciptanya penyediaan tenaga listrik yang
efisien, mempromosikan investasi baru secara berkelanjutan dan
menetapkan tingkat pengembalian investasi yang wajar bagi pelaku pasar
yang monopoli alamiah  serta melindungi kepentingan masyarakat.
Pasal 52
         Huruf a
Kebijakan umum sektor ketenagalistrikan, termasuk pengaturan usaha
penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menerapkan
kebijakan umum Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
merinci kebijakan tersebut untuk operasionalisasinya.
         Huruf b
Tindakan persaingan usaha tidak sehat antara lain upaya pelaku usaha
dalam merekayasa kekuatan monopoli, oligopoli, kartel, dan
pemboikotan.
         Huruf c
Penetapan harga pada segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah
dimaksudkan agar Badan Usaha tidak dapat sewenang-wenang
menetapkan harga.
         Huruf d
Cukup jelas
         Huruf e
Dengan kompetisi, harga jual tenaga listrik terbentuk melalui mekanisme
pasar, namun demikian pengawasan harus dilakukan untuk menjaga
persaingan yang sehat.
         Huruf f
Dalam suatu wilayah yang menerapkan kompetisi, hanya ada satu Usaha
Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan satu Usaha Pengelola Sistem Tenaga
Listrik sehingga unsur biaya yang akan dibebankan ke dalam harga jual
tenaga listrik diatur formulasinya dan diawasi tingkat biayanya.
193
         Huruf g
Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik
bersifat monopoli di suatu wilayah tertentu yang telah menerapkan
kompetisi. Oleh karena dalam suatu wilayah kompetisi terdapat
beberapa badan usaha distribusi dan usaha penjualan, maka perlu
ditetapkan cakupan wilayah usahanya.
         Huruf h
Cukup jelas
         Huruf i
Cukup jelas
         Huruf j
Cukup jelas
         Huruf k
        Cukup jelas
         Huruf l
Sanksi administratif antara lain berupa teguran, pembekuan usaha,
pencabutan izin usaha dan denda administratif.
         Huruf m
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab menjamin
pasokan agar mekanisme pasar tenaga listrik berlangsung secara sehat
untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik.
Pasal  53
Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk
kepulauan dan konsentrasi penduduk yang tidak merata, tidak semua
wilayah Indonesia dapat menerapkan kompetisi. Untuk itu, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah tetap mempunyai kewenangan dalam pengaturan
tenaga listrik di wilayah tersebut sesuai kewenangannya dalam pemberian
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Pasal  54
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berperan menjaga keseimbangan
antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen tenaga listrik.
Oleh karena itu, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik dalam
pengambilan keputusannya harus akuntabel dan tidak berpihak.
Yang dimaksud proses pengambilan keputusan yang transparan antara
lain pengambilan keputusan melalui dengar pendapat dengan publik dan




         Ayat (1)
Cukup jelas
         Ayat (2)
Jumlah keanggotaan harus ganjil agar apabila terjadi pemungutan suara
dapat diambil suara terbanyak. Pada saat pengusulan, calon anggota
tidak dapat berasal dari Badan Usaha Tenaga Listrik atau sudah tidak
berafiliasi dengan Badan Usaha Tenaga Listrik.
         Ayat(3)
            Cukup jelas
         Ayat (4)
Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan
anggotanya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.          Persetujuan diberikan setelah dilakukan uji
kemampuan dan kelayakan terhadap calon anggota Badan Pengawas
Pasar Tenaga Listrik.
         Ayat (5)
Cukup jelas
         Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal  56
Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun
setelah Undang-undang ini diundangkan.
Pasal  57
         Cukup jelas
Pasal  58
         Ayat (1)
Cukup jelas





Yang dimaksud menghentikan penggunaan peralatan yang diduga





         Ayat (3)
Cukup jelas






Penggunaan atau pemanfaatan jaringan tenaga listrik tanpa hak
dikategorikan tindak pidana berdasarkan ayat ini.
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal  61
         Ayat (1)
Cukup jelas
         Ayat (2)
Cukup jelas
         Ayat (3)
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin
Operasi tetap diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi
yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman.
         Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal  62
         Cukup jelas
Pasal  63
         Cukup jelas
Pasal  64
         Cukup jelas
Pasal 65
         Cukup jelas
Pasal 66
         Cukup jelas
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Pasal  67
         Huruf   a
Pada saat belum ada  wilayah yang  menerapkan kompetisi maka Badan
Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan langkah-langkah persiapan
yang diperlukan, termasuk penyiapan peraturan, antara lain, aturan pasar,
aturan jaringan, aturan distribusi, dan aturan pentarifan.
Sebelum terbentuknya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, fungsi
pengaturan dan pengawasan serta persiapan untuk penerapan kompetisi
dilakukan Pemerintah.
         Huruf b
Penetapan  wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang
bersangkutan dan syarat-syarat kompetisi lain yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal  68
Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi :
1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang
memadai dengan tujuan untuk :
a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
b. mengusahakan keuntungan agar dapat  membiayai
pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan
masyarakat.
3. merintis kegiatan-kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7.
Pasal 69
         Cukup jelas
Pasal 70
         Cukup jelas
Pasal 71
         Cukup jelas






PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  23 TAHUN 1994
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LISTRIK NEGARA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas usaha penyediaan tenaga listrik,
maka Perusahaan Umum (PERUM) Listrik
Negara yang didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 dinilai
memenuhi persyaratan untuk dialihkan
bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
pengalihan bentuk Perusahaan Umum
(PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO), perlu ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2959);
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3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 16 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894)
sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun
1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983
tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3246) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989




Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGALIHAN
BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LISTRIK NEGARA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO).
BAB  I
PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN
Pasal  1
1. Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang didirikan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan.
2. Dengan dialihkan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara
menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dinyatakan bubar
pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan
ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai
Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang ada pada saat





Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang
memadai dengan tujuan untuk :
a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil
dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
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b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan
penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan




1. Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang di tempatkan dan
disetorkan pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang
tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara.
2. Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh
Departemen Keuangan dan Departemen Pertambangan dan Energi.
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan
(PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan
mengenai modal dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang terbagi
atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1972.





Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1874) Nomor 23) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
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Pasal 5
1. Menyelesaikan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
2. Menteri Keuangan dapat menyerahkan kuasa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri
Pertambangan dan Energi dengan ketentuan bahwa rancangan Anggaran
Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat




Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan
dibubarkannya Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal  7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah
ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi, baik
secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing.
Pasal  8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
S O E H A R T O
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Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
       Ttd
 M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994
NOMOR 34
Jakarta, 7 april 2005







PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  3  TAHUN  2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum, perlu meningkatkan
peran serta koperasi, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya
masyarakat, dan perorangan dalam penyediaan tenaga
listrik;
b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah
di bidang ketenagalistrikan perlu memberikan peran
Pemerintah Daerah dalam penyediaan tenaga listrik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a dan b serta dalam rangka
menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha
di bidang ketenagalistrikan, perlu  menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun  1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan  (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
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3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3394);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN
DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.
“Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3394), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 2
(1) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional.
(2) Menteri menetapkan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional dengan
mempertimbangkan masukan dari Pemerintah
Daerah dan masyarakat.
(3) Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan
memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi
primer yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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(4) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum, diprioritaskan penggunaan sumber energi
setempat dengan kewajiban mengutamakan
pemanfaatan sumber energi terbarukan.”
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 2A
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan
dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di
daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga
listrik di daerah terpencil, perbatasan antar negara dan
pembangunan listrik perdesaan.”
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 3
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh
Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum.
(2) Menteri menetapkan daerah usaha dan/atau
bidang usaha Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan.”
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 5
(1) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
disusun berdasarkan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional.
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(2) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman  pelaksanaan penyediaan tenaga
listrik bagi Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
(3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib
membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik di daerah usahanya untuk disahkan oleh
Menteri.
(4) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum yang memiliki daerah usaha
wajib membuat Rencana Usaha  Penyediaan
Tenaga Listrik di daerah usahanya yang disahkan
oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
sesuai kewenangannya untuk dijadikan bahan
pertimbangan bagi pemberian izin usaha
ketenagalistrikan serta digunakan sebagai sarana
pengawasan berkala atas pelaksanaan kegiatan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang
bersangkutan.
(5) Menteri menetapkan pedoman penyusunan
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(6) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum tidak membuat dan/
atau tidak melaksanakan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik, Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
dapat memberikan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penangguhan kegiatan; atau
c. pencabutan izin.”




(1) Sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara,
Izin Usaha Ketenagalistrikan diberikan kepada
koperasi dan badan usaha lain untuk melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum atau usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri.
(2) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dapat melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi
Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya
masyarakat dan perorangan.
(3) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dapat melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, swasta, swadaya masyarakat,
perorangan atau lembaga negara lainnya.
(4) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh:
a. Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan
tenaga listrik baik sarana maupun energi
listriknya berada dalam daerahnya masing-
masing yang tidak terhubung ke dalam
Jaringan Transmisi Nasional.
b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga
listrik lintas kabupaten atau kota baik sarana
maupun energi listriknya yang tidak terhubung
ke dalam Jaringan Transmisi Nasional.
c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik
lintas provinsi baik sarana maupun energi
listriknya yang tidak terhubung ke dalam
Jaringan Transmisi Nasional atau usaha
penyediaan tenaga listrik yang terhubung ke
dalam Jaringan Transmisi Nasional.
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(5) Jaringan Transmisi Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(6) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan
Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikeluarkan oleh:
a. Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang
fasilitas instalasinya berada di dalam daerah
kabupaten/kota;
b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas
instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota
dalam satu provinsi;
c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri yang fasilitas
instalasinya mencakup lintas provinsi.
(7) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan
Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) hanya dapat diberikan di suatu daerah
usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum  dalam hal :
a. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum tersebut nyata-
nyata belum dapat menyediakan tenaga
listrik dengan mutu dan keandalan yang baik
atau belum dapat menjangkau seluruh daerah
usahanya, atau
b. pemohon Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Sendiri dapat menyediakan
listrik secara lebih ekonomis.
(8) Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepent ingan Umum dan Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri
diajukan dengan melengkapi persyaratan admin-
istratif dan teknis.
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(9) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) meliputi :
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian perusahaan;
c. profil perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
e. kemampuan pendanaan.
(10) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) meliputi :
a. studi kelayakan;
b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar
situasi);
c. diagram satu garis (single line diagram);
d. jenis dan kapasitas usaha;
e. keterangan/gambar daerah usaha dan
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
f. jadwal pembangunan;
g. jadwal pengoperasian; dan
h. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
huruf e dan ayat (10) huruf e tidak berlaku bagi
permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Sendiri.
(12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon
Izin Usaha Ketenagalistrikan oleh swadaya
masyarakat dan perorangan.
(13) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan
kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya.
(14) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan
ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya.”
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6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 11
(1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum yang memiliki jaringan
transmisi tenaga listrik wajib membuka
kesempatan pemanfaatan bersama jaringan
transmisi.
(2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum yang memiliki daerah usaha
harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik
di dalam masing-masing daerah usahanya.
(3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum yang memiliki daerah usaha,
dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum dapat melakukan
pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan
dari koperasi, Badan Usaha Milik Daerah,
swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan
setelah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
(4) Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta,
swadaya masyarakat,  dan perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan sesuai
dengan jenis  usahanya.
(5) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui pelelangan umum.
(6) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan  melalui penunjukan
langsung dalam hal:
a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit
tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut
tambang, dan energi setempat lainnya;
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b. pembelian  kelebihan  tenaga listrik; atau
c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi
krisis penyediaan tenaga listrik.
(7) Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c
ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya atas usul
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum.
(8) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5),
dan ayat (6) tetap memperhatikan kaidah-kaidah
bisnis yang sehat dan transparan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur
pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan
ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya.”
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 13
(1) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) yang
mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual
kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang
Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan
Umum atau masyarakat setelah mendapat
persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya.
(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam hal daerah tersebut belum
terjangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.”
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8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi  sebagai
berikut :
“Pasal 15
(1) Tenaga listrik yang disediakan untuk kepentingan
umum, wajib diberikan dengan mutu dan
keandalan yang baik.
(2) Ketentuan tentang mutu dan keandalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh  Menteri.”
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi
sebagai  berikut :
“Pasal 21
(1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib
memenuhi ketentuan mengenai keselamatan
ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik
dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk
mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi
dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta
kondisi akrab lingkungan.
(3) Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus
dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga
Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi
yang terakreditasi.
(4) Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan
Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah
disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha
Penunjang Tenaga Listrik.
(5) Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah
diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya dapat menunjuk lembaga
sertifikasi.
213
(6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan
tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang
diakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
(7) Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik
konsumen tegangan rendah dilaksanakan oleh
suatu lembaga inspeksi independen yang sifat
usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.
(8) Pemeriksaan instalasi tegangan rendah yang
dimiliki oleh konsumen tegangan tinggi dan/atau
konsumen tegangan menengah dilakukan oleh
lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).
(9) Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha
ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat
kompetensi  sesuai peraturan perundang-
undangan.
(10) Untuk jenis-jenis usaha penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Jasa Konstruksi.”
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 22
(1) Instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) harus sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia Bidang
Ketenagalistrikan.
(2) Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum
dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.”
11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 23
Ketentuan mengenai perencanaan, pemasangan,
pengamanan, pemeriksaan, pengujian dan uji laik
operasi instalasi ketenagalistrikan diatur dengan
Peraturan Menteri.”
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12. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 23A
Pemanfaatan instalasi ketenagalistrikan untuk
kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik harus
mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).”
13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 24
(1) Menteri dapat memberlakukan Standar Nasional
Indonesia di bidang ketenagalistrikan sebagai
standar  wajib.
(2) Setiap peralatan tenaga listrik wajib memenuhi
Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan
wajib dan dibubuhi tanda SNI.
(3) Setiap pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi
Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan
wajib dan dibubuhi  Tanda Keselamatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembubuhan tanda SNI dan Tanda Keselamatan
diatur dengan Peraturan Menteri.”
14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 25
(1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga
listrik berhak untuk :
a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang
diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum
maupun sesudah mendapat sambungan tenaga
listrik;
b. mengambil tindakan atas pelanggaran
perjanjian penyambungan listrik oleh
konsumen; dan
215
c. mengambil tindakan penertiban atas
pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
(2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum tidak bertanggung jawab atas
bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang
yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang
tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah
dalam pemanfaatannya.
(3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga
listrik wajib :
a. memberikan pelayanan yang baik;
b. menyediakan tenaga listrik secara terus
menerus dengan mutu dan keandalan yang
baik;
c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan
tenaga listrik;
d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau
bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan
barang yang timbul karena kelalaiannya; dan
e. melakukan pengamanan instalasi
ketenagalistrikan terhadap bahaya yang
mungkin timbul.”
15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 32
(1) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur
dan ditetapkan dengan memperhatikan
kepentingan dan kemampuan masyarakat.
(2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang
disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Presiden atas
usul Menteri.
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(3) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang
disediakan oleh Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum
ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya dalam pemberian
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4).
(4) Menteri dalam mengusulkan harga jual tenaga
listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
a. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
b. biaya produksi;
c. efisiensi pengusahaan;
d. kelangkaan sumber energi primer yang
digunakan;
e. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem
yang dipakai; dan
f. tersedianya sumber dana untuk investasi.”
(5) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam
menetapkan harga jual tenaga listrik untuk
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f.
(6) Dalam menentukan harga jual tenaga listrik untuk
konsumen tidak mampu, Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya selain
memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f,
mempertimbangkan juga kemampuan
masyarakat.”
16. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 32A,  sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 32A
(1) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) dinyatakan dengan mata uang rupiah.
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(2) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan
unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan
bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual
beli tenaga listrik atau perjanjian sewa jaringan
tenaga listrik.
(3) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapatkan persetujuan Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya.”
17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 35
(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) melakukan pengawasan umum
terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan
tenaga listrik.
(2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. keselamatan pada keseluruhan sistem
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
b. aspek lindungan lingkungan;
c. pemanfaatan teknologi yang bersih, ramah
lingkungan dan berefisiensi tinggi pada
pembangkitan tenaga listrik;
d. kompetensi tenaga teknik;
e. keandalan dan keamanan penyediaan tenaga
listrik;
f. tercapainya standardisasi dalam bidang
ketenagalistrikan.
(3) Dalam rangka pengawasan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan
Pedoman Umum Pengawasan Ketenagalistrikan.”
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18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 36
(1) Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya melakukan pemeriksaan atas
dipenuhinya syarat-syarat keselamatan
ketenagalistrikan baik oleh Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan maupun pemanfaat
tenaga listrik.
(2) Dalam melakukan pengawasan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya menugaskan kepada Inspektur
Ketenagalistrikan untuk melakukan pemeriksaan
atas dipenuhinya syarat-syarat aman, andal dan
akrab lingkungan pada instalasi ketenagalistrikan.
(3) Pengawasan atas pemenuhan syarat keselamatan
kerja dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.”
19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 37
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengadakan
koordinasi dengan instansi lain yang bidang tugasnya
berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 37A
(1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib
melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga)
bulan kepada Menteri.
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(2) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri
wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3
(tiga) bulan kepada Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.”
Pasal  II
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan
pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah
dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diubah dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal III
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
Dr. HAMID AWALUDIN





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  3  TAHUN  2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
UMUM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibentuk
untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004. Selanjutnya
untuk mengisi kekosongan hukum, menurut putusan Mahkamah Konstitusi,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 berlaku kembali.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dibentuk berdasarkan sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang sentralistik dengan menitikberatkan
kewenangan dan tanggung jawab penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
pada Pemerintah Pusat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perkembangan keadaan, perubahan
ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Sehubungan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut,
daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik guna memberi pelayanan, peningkatan
peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain hal tersebut di atas dengan dibentuknya
berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan di bidang
ketenagalistrikan, maupun untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan  otonomi
daerah dalam perizinan, perencanaan, dan pendanaan di bidang ketenagalistrikan
dan meningkatkan partisipasi koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat dan perorangan dalam penyediaaan
tenaga listrik serta untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
di bidang ketenagalistrikan, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1989.
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Perubahan materi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 antara
lain sebagai berikut :
1. Kewenangan Menteri menetapkan daerah usaha dan/atau bidang usaha
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK);
2. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) disusun dengan
mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas utama;
4. Peran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dana
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik pada daerah yang belum
berkembang, daerah terpencil, dan untuk membantu kelompok masyarakat
tidak mampu;
5. Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, swadaya
masyarakat dan perorangan dapat menjadi Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Izin Usaha ditetapkan
oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
6. Jaringan Transmisi untuk kepentingan umum dapat digunakan oleh Badan
Usaha lain selain pemilik jaringan tersebut;
7. Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan dilakukan melalui
pelelangan umum dan dalam hal tertentu dapat dilakukan melalui
penunjukan langsung;
8. Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul
Menteri.
9. Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Pemegang
Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ditetapkan oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
10. Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi standardisasi, pengamanan instalasi











Yang dimaksud dengan sumber energi primer meliputi energi
tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi primer tak
terbarukan antara lain minyak bumi, gas bumi, dan batubara,
sedangkan sumber energi primer terbarukan antara lain tenaga


















Bagi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, perubahan
rencana penyediaan tenaga listrik setelah pemberian Izin
Usaha Ketenagalistrikan wajib mendapatkan pengesahan






Peringatan tertulis dilakukan apabila Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum




Penangguhan kegiatan dilakukan  apabila Pemegang
Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum
setelah mendapat teguran tertulis tetap tidak membuat
dan/atau tidak melaksanakan Rencana Penyediaan
Tenaga Listrik.
Huruf c
Pencabutan izin dilakukan apabila Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum tetap tidak








Yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam
ketentuan ini adalah BUMN yang bukan ditetapkan sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana








Yang dimaksud belum dapat menjangkau seluruh daerah
usahanya adalah:
1. belum mempunyai/memiliki kapasitas tenaga listrik yang
dibutuhkan di daerah usahanya;





























Yang dimaksud dengan kondisi krisis penyediaan tenaga listrik
adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga listrik
tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut, yang
dapat disebabkan antara lain karena pertumbuhan beban
yang jauh melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik,














Mutu dan keandalan antara lain tingkat variasi perubahan naik
turunnya frekuensi sistem, atau perubahan naik turunnya
tegangan pada titik pemakaian, ataupun jumlah dan lama
terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan).
Ayat (2)
Penetapan mutu dan keandalan oleh Menteri mengingat mutu
dan keandalan sistem ketenagalistrikan sangat dinamis dan
secara teknis mutu dan keandalan tidak sama di setiap daerah






Disamping untuk keamanan instalasi tenaga listrik,
keselamatan ketenagalistrikan dimaksudkan pula untuk
memberi perlindungan kepada masyarakat untuk
mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan kesehatan serta
kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang
berlaku.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Badan Usaha Penunjang Tenaga
Listrik adalah badan usaha yang diberi izin untuk melakukan














Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam adalah






Instalasi ketenagalistrikan dimaksud harus didukung oleh
peralatan dan pemanfaat listrik yang memenuhi standar di
bidang ketenagalistrikan.
Ayat (2)
Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
(lembaga inspeksi) yang berwenang, dimaksudkan sebagai
sarana untuk menjamin terpenuhinya ketentuan andal, aman,






Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan
tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain
penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan




Yang diberlakukan sebagai standar wajib adalah SNI yang
berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dan
fungsi lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan.
Ayat (2)
Tanda SNI yang dibubuhkan pada peralatan tenaga listrik,
menunjukan bahwa peralatan tersebut telah memenuhi
persyaratan mutu yang termuat dalam SNI.
Ayat (3)
Tanda Keselamatan dibubuhkan pada pemanfaat tenaga
listrik, menunjukan bahwa pemanfaat  tersebut telah memenuhi










Tindakan adalah antara lain pemutusan sementara aliran
tenaga listrik.
Huruf c
Tindakan penertiban yang dimaksud misalnya
pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk
mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah. Terhadap
pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya
dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai
tindak pidana pencurian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bahaya terhadap kesehatan atau
nyawa adalah karena akibat sengatan, terbakar, terluka









Kelalaian ini dapat terjadi baik dalam arti sewaktu
pelaksanaan pekerjaan atau tidak segera dilakukan
tindakan pengamanan perbaikan, sementara laporan
atau informasi mengenai hal tersebut telah diberikan,
ataupun karena tindakan-tindakan lain yang dapat










Yang dimaksud dengan harga jual tenaga listrik untuk
konsumen adalah harga yang dibayar pelanggan atas
penggunaan tenaga listrik yang dapat terdiri dari biaya beban
(Rp/kVA) dan/atau biaya pemakaian (Rp/kWh), dan biaya
pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) atau dibayar berdasarkan
harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang
dipakai.
Ayat (3)
Yang dimaksud harga jual tenaga listrik untuk konsumen dalam






Yang dimaksud dengan konsumen tidak mampu adalah
konsumen listrik dengan daya tersambung sampai dengan 450














Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah
















MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Nomor :  02 P/451/M.PE/1991
TENTANG
HUBUNGAN PEMEGANG KUASA USAHA
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DENGAN MASYARAKAT
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,
Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal-pasal 27, 28 dan
29 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan
mengenai hubungan Pemegang izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan
Masyarakat dalam suatu Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN
Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
(LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor
3394) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984
tanggal 6 Maret 1984 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988
tanggal 21 Maret 1988 ;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 01 P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni
1990;
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M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI TENTANG HUBUNGAN
PEMEGANG KUASA USAHA
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG
IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DENGAN
MASYARAKAT.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :
a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
ketenagalistrikan ;
b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab
dalam bidang ketenagalistrikan ;
c. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang
dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua
keperluan dan bukan untuk listrik yang digunakan dalam komunikasi
atau isyarat ;
d. Pengusaha adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan  yang
didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
termasuk Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Sendiri yang menjual kelebihan tenaga listriknya
kepada masyarakat.
e. Peminta Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau
Badan/Lembaga lainnya yang meminta sambungan tenaga listrik dari
instalasi Pengusaha ;
f. Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau
Badan/Lembaga lainnya memakai tenaga listrik dari instalasi
Pengusaha :
1. Berdasarkan alas hak yang sah ;
2. Tanpa berdasarkan alas hak yang sah ;
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g. Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana termaksud
dalam huruf f angka 1 ;
h. Jaringan Tenaga Listrik adalah sistem penyaluran/ pendistribusian
tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah,
Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi;
i. Sambungan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat “SL” adalah
penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya
sebagai bagian Instalasi Pengusaha yang merupakan sambungan
antara jaringan tenaga listrik milik Pengusaha dengan Instalasi
Pelanggan untuk menyalurkan tenaga listrik dengan Tegangan
Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi atau
Tegangan Ekstra Tinggi ;
j. Tegangan Ekstra Tinggi adalah tegangan sistem di atas 245.000
volt sesuai Standar Listrik Indonesia ;
k. Tegangan Tinggi adalah tegangan sistem di atas 35.000 volt sampai
dengan 245.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia :
l. Tegangan Menengah  adalah tegangan sistem di atas 1.000 volt
sampai dengan 35.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia :
m. Tegangan Rendah adalah tegangan sistem di atas 100 volt sampai
dengan 1.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia :
n. Alat Pembatas adalah alat milik Pengusaha yang merupakan
pembatasan daya atau tenaga listrik yang dipakai Pelanggan ;
o. Alat Pengukur adalah alat milik Pengusaha yang merupakan bagian
SL Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan
Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi untuk pengukuran daya atau
Tenaga Listrik dan energi yang dipakai oleh Pelanggan ;
p. Instalasi Ketenagalistrikan – selanjutnya disebut Instalasi – adalah
bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan
perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitkan,
konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan
tenaga listrik ;
q. Instalasi Pengusaha adalah instalasi ketenagalistrikan milik Pengusaha
sampai dengan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur.
r. Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik atau yang
dikuasai Pelanggan, sesudah alat Pembatas dan atau Alat Pengukur;
s. Piranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang
memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi,
pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan lain sejenis dan
tidak merupakan bagian SL ;
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t. Keandalan sistem atau keandalan pelayanan selanjutnya disebut
keandalan – adalah kesanggupan suatu sistem untuk melaksanakan
fungsi pelayanannya menurut keadaan yang ditetapkan dalam jangka
waktu yang ditetapkan pula.
B A B II




1. Dalam menyediakan Tenaga Listrik kepada Pengusaha diberikan hak
untuk:
a. Memasuki tempat umum atau bangunan atau persil Peminat Tenaga
Listrik, memasuki tempat Instalasi Pelanggan, Instalasi
ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, dan
menggunakan untuk sementara waktu atau setiap kali diperlukan,
untuk melakukan pekerjaan penyediaan / penyambungan Tenaga
Listrik dan pemeriksaan instalasi Pengusaha, dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Melintas di atas atau di bawah bangunan atau persil Peminta Tenaga
Listrik, Pelanggan dan Masyarakat yang dibangun di atas dan atau
di bawah tanah ;
c. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalangi
Instalasi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
d. Melaksanakan Pekerjaan penyambungan SL ke Instalasi Peminta
Tenaga Listrik dan atau Pelanggan dari Instalasi Pengusaha yang
berada di atas bangunan atau persil Peminta Tenaga Listrik dan
atau Pelanggan, dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
f. Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan
dalam setiap perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa
tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara
untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha
maksimum selama 2 (dua) bulan.
Ketentuan mengenai hal-hal tersebut di atas ditetapkan oleh
Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal ;
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h. Menetapkan  pembayaran biaya penyambungan Tenaga Listrik yang
dibebankan kepada Peminta Tenaga Listrik dan biaya tambahan
daya listrik kepada Pelanggan yang akan menambah daya sesuai
ketentuan biaya penyambungan yang ditetapkan Menteri ;
i. Menetapkan biaya lain yang dibebankan kepada Peminta Tenaga
Listrik dan atau Pelanggan yang ditetapkan Pengusaha, dan disahkan
Direktur Jenderal.
2. Disamping hak sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada
Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Apabila terjadi bencana alam atau keadaan tertentu lain yang
mengakibatkan pemanfaatan Tenaga Listrik dapat membahayakan
keselamatan umum ;
b. Apabila Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan tidak aman
dan dapat mengakibatkan bahaya dan/atau mengganggu
pemanfaatan Tenaga Listrik ;
c. Apabila terdapat hal-hal pada Instalasi Pelanggan maupun pada
sambungan rumah, alat pembatas dan atau alat pengukur yang dapat
merugikan Pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh Pelanggan
yang bersangkutan ;
3. Pemutusan SL sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini dan akibat
yang ditimbulkan, antara lain gangguan terhadap kesehatan, jiwa, kerugian
barang atau harta, tidak memberikan hak kepada Pelanggan atau
masyarakat untuk menuntut ganti rugi.
4. Pengusaha tidak bertanggung jawab terhadap bahaya yang timbul terhadap
kesehatan, nyawa dan barang, karena penggunaan tenaga listrik yang tidak
sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.





1. Dalam menyediakan Tenaga Listrik Pengusaha wajib melakukan hal-hal
sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan yang baik ;
b. Menyediakan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu
dan keandalan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik ;
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c. Melakukan perbaikan, apabila terdapat gangguan Tenaga Listrik
atau apabila variasi Tegangan Rendah melampaui batas sebagaimana
termaksud dalam Peraturan Menteri tentang Persyaratan
Penyambungan Tenaga Listrik ;
d. Bertanggung jawab atas semua kerugian atau bahaya terhadap jiwa,
kesehatan dan barang yang rusak karena kelalaiannya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e. Memberikan kompensasi berupa reduksi apabila terjadi penghentian
sementara penyaluran Tenaga Listrik, yang berlangsung secara terus
menerus melebihi jangka waktu 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat)
jam, dengan ketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur
Pengusaha dan disahkan Direktur Jenderal.
2. Dalam melakukan penghentian sementara penyaluran Tenaga Listrik sesuai
rencana Pengusaha, Pengusaha terlebih dahulu harus memberitahukan
kepada Pelanggan selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) jam sebelum
terjadinya penghentian sementara tersebut, dengan ketentuan bahwa cara
pemberitahuannya diatur Pengusaha.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELANGGAN
Bagian Pertama
Hak Masyarakat dan Pelanggan
Pasal  4
1. Masyrakat di daerah usaha Pengusaha, berhak mendapatkan Tenaga
Listrik yang disediakan Pengusaha setelah memenuhi persyaratan
penyambungan tenaga listrik.
2. Pelanggan mempunyai hak untuk :
a. Mendapatkan pelayanan yang baik ;
b. Mendapatkan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu
dan keandalan yang baik ;
c. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan






1. Kewajiban pelanggan adalah :
a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul
sebagai akibat pemanfaatan Tenaga Listrik ;
b. Menjaga dan memelihara keamanan Instalasi Pelanggan ;
c. Menjaga keamanan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur
Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil Pelanggan ;
d. Menjaga keamanan SL yang berada pada bangunan atau persil
Pelanggan ;
e. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai dengan peruntukkannya ;
f. Mentaati persyaratan penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri tentang Persyaratan Penyambungan
Tenaga Listrik ;
g. Memenuhi ketentuan Peraturan Instalasi Ketenagalistrikan yang
berlaku ;
h. Mengizinkan Pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana
termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini.
2. Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan
kerugian terhadap Pengusaha.
3. Pelanggan bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa dan
barang yang timbul karena penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai
dengan peruntukkannya atau salah dalam pemanfaatannya.
BAB IV
PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PELANGGAN
Pasal 6
1. Setiap Peminat Tenaga Listrik wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Pengusaha yang telah disahkan Direktur Jenderal.
2. Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan Pemanfaatannya oleh
Pelanggan harus diatur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik dalam
bentuk perjanjian formulir yang disediakan pengusaha.
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3. Perjanjian atau formulir sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini
harus memuat antara lain hak dan kewajiban Pengusaha dan Pelanggan
sesuai Peraturan Menteri ini serta sanksi-sanksi dan harga jual Tenaga
Listrik sesuai peraturan yang berlaku.
BAB  V
S A N K S I
Pasal  7
Setiap Pengusaha dan Pemakai Tenaga Listrik yang melanggar Peraturan Menteri




Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 1994
Menteri Pertambangan dan Energi
           Ttd
GINANDAR KARTASASMITA
Foto Copy
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor : 02 P/551/M.PE/1991
Tanggal : 26 April 1991
Sesuai Dengan Aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Humas




MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Nomor :  03 P/451/M.PE/1991
TENTANG
PERSYARATAN PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,
Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal-pasal 29
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
dipandang perlu untuk meninjau kembali Peryaratan
Penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 02 P/400/M.PE/1984 tanggal 9 Juni 1984
dalam suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi ;
Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (sb.
1915 Nomor 723 jo. Undang-undang Nomor
73 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 127) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 ( LN
Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
(LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor
3394) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990
(LN Tahun 1990 Nomor 21) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984
tanggal 6 Maret 1984 ;
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6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988
tanggal 21 Maret 1988 ;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi
Nomor 11/P/M/Pertamban/1981 tanggal 5
November 1981 ;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 02/P/M/Pertamben/1983 tanggal 3
November 1983 ;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi
Nomor 01 P/40/M.PE/1993 tanggal 16 Juni
1990;
M E M U T U S  K A N
Dengan mencabut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
02 P 400/M.PE/1984 tanggal 9 Juni 1984;
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN





Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:
a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
ketenagalistrikan ;
b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam
bidang ketenagalistrikan
c. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan dan disitribusikan untuk semua jenis keperluan dan bukan
listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyaratkan ;
d. Pengusaha Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau
Badan/Lembaga lain yang memakai tenaga listrik dari instalasi Pengusaha:
1. Berdasarkan alas hak yang sah ;
2. Tanpa berdasarkan alat hak yang sah.
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f. Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana termaksud pada
huruf e angka 1 ;
g. Jaringan tenaga listrik adalah sistem penyaluran / pendistribusian tenaga
listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan listrik yang dapat
dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan
Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi ;
h. Sambungan Tenaga Listrik selanjutnya disingkat “SL” adalah penghantar
di bawah atau di atas tanah, termasuk peralatannya sebagai bagian Instalasi
Pengusaha yang merupakan sambungan antara jaringan tenaga listrik milik
Pengusaha dengan Instalasi Pelanggan untuk menyalurkan tenaga listrik
dengan Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi
atau Tegangan Ekstra Tinggi ;
i. Tegangan Ekstra Tinggi adalah tegangan sistem di atas 245.000 (dua ratus
empat puluh lima ribu) volt sesuai Standar Listrik Indonesia ;
j. Tegangan Tinggi  adalah tegangan sistem di atas 35.000 (tiga puluh lima
ribu) volt sampai 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu) sesuai Standar
Listrik Indonesia ;
k. Tegangan Menengah  adalah tegangan sistem di atas 1.000 (seribu) volt
sampai 35.000 (tiga puluh lima ribu) sesuai Standar Listrik Indonesia ;
l. Tegangan Rendah  adalah tegangan sistem di atas 100 (seratus) volt sampai
1.000 (seribu) sesuai Standar Listrik Indonesia ;
m. Alat Pembatas adalah alat milik Pengusaha yang merupakan pembatasan
daya atau tenaga listrik yang dipakai Pelanggan ;
n. Alat Pengukur adalah alat milik Pengusaha yang merupakan bagian SL
Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi atau
Tegangan Ekstra Tinggi untuk pengukuran daya atau Tenaga Listrik dan
energi yang digunakan Pelanggan ;
o. Instalasi Ketenagalistrikan – selanjutnya disebut Instalasi – adalah bangunan
sipil dan elektro mekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya
yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi,
penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik ;
p. Instalasi Pengusaha adalah instalasi ketenagalistrikan milik Pengusaha
sampai dengan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur ;
q. Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik atau yang
dikuasai Pelanggan, sesudah alat pembatas dan atau alat pengukur ;
r. Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Badan Usaha dalam bidang
ketenagalistrikan yang mendapat izin kerja dari Direktur Jenderal.
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s. Peranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang
memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi, pemanas,
penerangan, pengujian dan kegiatan lain sejenis dan tidak merupakan
bagian SL ;
t. Keandalan sistem atau keandalan pelayanan selanjutnya disebut keandalan
– adalah kesanggupan suatu sistem untuk melaksanakan fungsi





Mutu dan Keandalan Tenaga listrik yang Disalurkan
Pasal 2
1. Mutu Tenaga Listrik yang disalurkan Pengusaha, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Tenaga Listrik arus bolak balik yang disalurkan baik fase tunggal,
maupun fase tiga dengan frekuensi 50 (lima puluh) hertz ;
b. Pada jaringan Tegangan Rendah untuk fase tunggal dengan tegangan
nominal antara fase dengan penghantar nol adalah 230 (dua ratus tiga
puluh) volt dan untuk fase tiga tegangan antara fase adalah 400 (empat
ratus) volt ;
c. Pada jaringan Tegangan Menengah dengan tegangan nominal 6.000
(enam ribu) volt tiga fase tiga kawat. 20.000 (dua puluh ribu) Volt tiga
fase tiga kawat atau empat kawat dan 35.000 (tiga puluh lima ribu)
Volt tiga fase tiga Kawat atau tiga fase empat kawat antar fase ;
d. Variasi Tegangan yang diperbolehkan maksimum 5% (lima perseratus)
di atas dan 10% (sepuluh perseratus) di bawah tegangan nominal
sebagaimana termaksud pada huruf = b
e. Pada jaringan Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi, maka
Tegangan nominal adalah sesuai standar yang berlaku.
2. Terhadap daerah yang masih menggunakan frekuensi dan atau tegangan
yang belum disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana termaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini wajib diadakan penyesuaian dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Menteri
ini.
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3. Pengusaha harus melaksanakan tindakan perbaikan apabila variasi
tegangan melampaui batas maksimum sebagaimana termaksud pada huruf
d ayat (1) Pasal ini.
4. Keandalan dalam menyalurkan Tenaga Listrik adalah sesuai Standar Listrik
Indonesia.
Bagian Kedua
Kelangsungan Penyaluran Tenaga Listrik
Pasal 3
1. Pengusaha wajib menyalurkan Tenaga Listrik kepada Pelanggan secara
berkesinambungan dengan keandalan yang baik, kecuali dalam keadaan
mendesak (force Majeure) dan penghentian sementara dapat dilakukan
dalam hal sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini.
2. Penyaluran Tenaga Listrik dapat dihentikan untuk sementara waktu dana
atau setiap waktu oleh Pengusaha apabila dipenuhi salah satu atau lebih
daripada hal-hal sebagai berikut :
a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan,
perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi Instalasi Pengusaha
yang berkaitan dengan Instalasi Pelanggan ;
b. Terjadi sesuatu hal pada Instalasi yang membahayakan kelangsungan
penyaluran Tenaga Listrik, dan/atau keselamatan umum serta keamanan
jiwa manusia ;
c. Dianggap membahayakan keselamatan umum serta keamanan daerah
dan Negara ;
d. Atas perintah instansi yang berwajib dan/atau pengadilan ;
e. Apabila terdapat perubahan Standar dalam bidang ketenagalistrikan.
3. Penghentian sementara penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana termaksud
pada ayat (2) Pasal ini tidak memberikan hak kepada Pelanggan atau
masyarakat untuk menuntut ganti rugi.
4. Terhadap daerah dan Pelanggan yang masih menggunakan penjadwalan
penyediaan Tenaga Listrik, Pengusaha harus menyediakan Tenaga Listrik






Pekerjaan penyambungan dan pemasangan Instalasi hanya dapat dilakukan
apabila telah dipenuhi persyaratan teknis dalam Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi tentang Instalasi Ketenagalistrikan dan persyaratan penyambungan
tenaga listrik dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal  5
Persyaratan lebih lanjut mengenai penyambungan Tenaga Listrik ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
Pasal 6
1. Pengusaha berhak menentukan jenis-jenis SL yang akan digunakan
yaitu :
a. SL Tegangan Rendah ;
b. SL Tegangan Menengah ;
c. SL Tegangan Tinggi ;
d. SL Tegangan Ekstra Tinggi ;
2. Penyambungan SL sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini yang




1. Pengukuran Pemakaian Tenaga Listrik untuk satu Pelanggan dalam satu
bangunan atau persil sesuai sifat dan jenis penggunaannya dilakukan dengan
satu pengukuran.
2. Apabila pada satu bangunan atau persil terdapat lebih dari satu Pelanggan
atau sifat dan jenis penggunaannya berbeda, maka Pengusaha berhak
menentukan baik jumlah maupun jenis Alat Pembatas dan atau Alat
Pengukur yang dipergunakan.
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3. Dalam hal penggunaan Tenaga Listrik yang melebihi daya tersambung
maksimum oleh Pelanggan industri untuk proses tertentu dan dalam jangka
waktu yang disetujui bersama antara Pengusaha dan Pelanggan, maka
Pengusaha berhak menentukan jenis Alat Pembatas dan atau alat pengukur
yang dipergunakan untuk pengukuran pemakaian Tenaga Listriknya.
4. Dalam hal-hal tertentu lainnya penggunaan meter untuk pemakaian
Tenaga Listrik diatur oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur
Jenderal.
BAB IV
INSTALASI, BADAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
DAN PERANTI TENAGA LISTRIK
Bagian Pertama
Instalasi Dan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Pasal  8
Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Peraturan Instalasi
Ketenagalistrikan yang berlaku.
Pasal  9
1. Setiap pemasangan Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan harus
dilaksanakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
2. Ketentuan persyaratan penggunaan Peranti Tenaga Listrik sebagaimana
termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disahkan oleh Direktur Jenderal.
BAB V
PEMERIKSAAN PENGUJIAN DAN PENGAWASAN INSTALASI
Bagian Pertama
Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi
Pasal  11
1. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi harus dilakukan sebelum Instalasi
Pengusaha dioperasikan.
2. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi dilakukan terhadap Pelaksanaan akan
disambung dengan Instalasi Pengusaha dioperasikan.
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1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh
Direktur Jenderal.
2. Pengawasan sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini terutama
meliputi keselamatan umum, kepentingan Pelanggan dan Pengusaha serta





Terhadap setiap Pengusaha dan Pemakai Tenaga Listrik yang melanggar
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal  14
Barang siapa yang menyambung dan/atau menyalurkan Tenaga Listrik tanpa
alas hak yang sah diancam dengan tindakan pidana pencurian sebagaimana




1. Setiap penyambungan Tenaga Listrik yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai
berlakunya peraturan ini wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
Peraturan Menteri ini.
2. Pengecualian atas ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya





Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal  17
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 1994
Menteri Pertambangan dan Energi
GINANDAR KARTASASMITA
Foto Copy
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor : 02 P/551/M.PE/1991
Tanggal : 26 April 1991
Sesuai Dengan Aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Humas





KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
Nomor : 109.K/039/DIR/1997
TENTANG
KETENTUAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DAN
PENGGUNAAN PIRANTI TENAGA LISTRIK
YANG BERLAKU DI PT PLN (PERSERO)
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi No. 02P/451/M.PE/
1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum serta
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.
03 P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan
Penyambungan Tenaga Listrik, maka perlu
ditetapkan peraturan mengenai Ketentuan Jual Beli
Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga
Listrik Yang Berlaku di PT PLN (Persero) ;
b. Bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Direksi PT PLN (Persero).
Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1985 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 ;
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4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 01 P/40/M.PE/1990 ;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 02 P/451/M.PE/1991 ;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 03 P/451/M.PE/1991 ;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 05 P/451/M.PE/1991 ;
8. Keputusan Menteri Keuangan
No. 53/KMK.016/1995 jo.
9. Keputusan Menteri Keuangan
No. 230/KMK.016/1995 jo.
10. Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) ;
11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) ;
No. 001.K/030/DIR/1994 ;
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) ;
No. 010.K/023/DIR/1995 jo ;
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) ;
No. 022.K/023/DIR/1995 ;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang “Ketentuan
Jual Beli Tenaga Listrik Dan Penggunaan Piranti Tenaga
Listrik Yang Berlaku di PT PLN (Persero) “.
KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka ketentuan-
ketentuan Direksi PT PLN (Persero) yang bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Direktur
Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : J A K A R T A




KETENTUAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
DAN








Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. PLN adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris
Sutjipto, SH No. 169 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994 berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 ;
2. Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero) ;
3. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga
lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas
hak yang sah ;
4. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan di luar listrik
yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat ;
5. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut “Instalasi” adalah
bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan
perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi,
transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan Tenaga Listrik ;
6. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya yang dipakai
Pelanggan ;
7. Alat Pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi
listrik yang dipakai Pelanggan ;
8. APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur ;
9. Frekuensi adalah banyaknya pengulangan gelombang dalam waktu satu
detik ;
10. Piranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang
memanfaatkan Tenaga Listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi,
pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan sejenis lainnya, yang tidak
merupakan bagian dari Sambungan Tenaga Listrik ;
11. Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut “TET” adalah tegangan
sistem diatas 245.000 volt ;
12. Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut “TT” adalah tegangan sistem di
atas 85.000 volt sampai dengan 245.000 volt ;
13. Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut “TR” adalah tegangan sistem
sampai dengan 1.000 volt ;
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14. Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut “TM” adalah tegangan
sistem di atas 1.000 volt sampai dengan 35.000 volt ;
15. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut “JTL” adalah sistem
penyaluran/pendistribusian Tenaga Listrik yang dapat dioperasikan dengan
TR, TM, atau TET ;
16. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut “JTR” adalah JTL yang
dioperasikan dengan TR yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut
beserta perlengkapannya ;
17. Jaringan Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut “JTM” adalah JTL
yang dioperasikan dengan TM yang mencakup seluruh bagian jaringan
tersebut beserta perlengkapannya :
18. Jaringan Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut “JTT” adalah JTL yang
dioperasikan dengan TT yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut
beserta perlengkapannya ;
19. Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut “JTET” adalah
JTL yang dioperasikan dengan TET yang mencakup seluruh bagian jaringan
tersebut beserta perlengkapannya ;
20. Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut “SL” adalah
penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai
bagian instalasi PLN, yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN
dengan Instalasi Pelanggan ;
21. Titik Penyambungan Bersama adalah titik terdekat dengan Pelanggan
dimana tersambung juga Pelanggan yang lain pada JTR atau JTM atau
JTT atau JTET ;
22. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung untuk mengoperasikan
APP ;
23. Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan
Perlengkapan APP sebagai pengaman APP dan Perlengkapan APP :
24. Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh instansi
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sebagai pengaman kebenaran pengukuran ;
25. Biaya Penyambungan yang selanjutnya disebut “BP” adalah biaya yang
dibayar calon Pelanggan untuk memperoleh Tenaga Listrik, atau biaya
yang dibayar oleh Pelanggan untuk penambahan daya ;
26. Uang Jaminan Pelanggan yang selanjutnya disebut “UJL” adalah uang yang
merupakan jaminan atas pemakai daya dan energi listrik selama menjadi
Pelanggan ;
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27. Tagihan Listrik adalah perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi
listrik oleh Pelanggan ;
28. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran
Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan ;
29. Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran
Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan dengan mengambil sebagian atau
seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan ;
30. Faktor ketidakseimbangan Tegangan adalah perbandingan komponen
tegangan urutan negatif terhadap komponen tegangan urutan positif ;
31. Tegangan Harmonisa adalah tegangan dengan frekuensi kelipatan dari 50
Hertz, digunakan sebagai das penilaian faktor distorsi harmonisa total (to-
tal harmonic distortion factor);
32. Depresi Tegangan Hubung Singkat yang selanjutnya disebut DTHS adalah
rasio dalam persen antara daya hubung singkat akibat beban Pelanggan
dengan daya hubung singkat di Titik Penyambungan Bersama yang
bersangkutan ;
33. Daya Tersambung adalah besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan
pelanggan dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik ;
34. Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL atau SL termasuk
peralatannya sedemikian sehingga Tenaga Listrik disalurkan tanpa melalui
APP ;
35. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, selanjutnya disebut P2TL adalah
pemeriksaan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan Instalasi Pelanggan
dalam rangka penerbitan pemakaian / pemanfaatan Tenaga Listrik.
36. Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya
penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggan.
37. Biaya Keterlambatan adalah biaya yang dibebankan pada Pelanggan
karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada
waktunya.
38. Tarif Dasar Tenaga Listrik, selanjutnya disebut (TDL) adalah ketetapan
harga jual dan golongan tarif Tenaga Listrik PLN.
Pasal 2
Setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya dapat menjadi
Pelanggan PLN setelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.
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1. Standar Tenaga Listrik dalam penyaluran Tenaga Listrik adalah standar
yang berlaku di Indonesia.
2. Tenaga Listrik yang disalurkan PLN adalah :
a. Tenaga Listrik arus bolak-balik sistem satu fasa maupun sistem tiga
fasa, dengan frekuensi 50 (lima puluh) hertz dengan penyimpangan
yang diperbolehkan maksimum 1% (satu persen) diatas atau di
bawah ;
b. Tegangan Nominal :
i. Pada JTR adalah 230 (dua ratus tiga puluh) volt antara
penghantar fasa dengan penghantar netral untuk sistem satu fasa
dan 400 (empat ratus) volt tegangan antar penghantar fasa untuk
sistem tiga fasa ;
ii. Pada JTM adalah 6.000 (enam ribu) volt, 20.000 (dua puluh
ribu) volt dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt antar fasa, sistem
tiga fasa tiga kawat atau sistem tiga fasa empat kawat, serta
20.000/V3 volt tegangan antara penghantar fasa ke penghantar
netral pada sistem satu fasa atau sistem dua fasa ;
dengan penyimpangan yang diperbolehkan maksimum 5% (lima
persen) di atas dan 10% (sepuluh persen) di bawah tegangan nomi-
nal.
c. Pada JTT tegangan nominal adalah 70.000 volt atau 150.000 volt
antar fasa, dengan sistem tiga fasa tiga kawat;
d. Pada JTET tegangan nominal adalah 275.000 volt atau 500.000
volt antar fasa dengan sistem tiga fasa kawat.
BAGIAN KEDUA
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PIRANTI TENAGA LISTRIK
Pasal 4
1. Penyaluran Tenaga Listrik dilakukan secara berkesinambungan dengan
keandalan yang baik, kecuali sebab kahar (force Majeure).
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2. Penyaluran Tenaga Listrik dapat dihentikan untuk sementara waktu apabila:
a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan,
perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi Instalasi PLN yang
berkaitan dengan Instalasi Pelanggan ; atau
b. Terjadi sesuatu hal pada Instalasi baik Instalasi PLN maupun Instalasi
Pelanggan yang membahayakan kelangsungan penyaluran Tenaga
Listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia ;
atau
c. Dianggap membahayakan keamanan daerah atau keamanan Negara
; atau.
d. Atas perintah Pengadilan  ;
Pasal  5
1. SL berdiri atas SL permanen dan SL sementara.
2. SL sementara adalah SL untuk melayani kebutuhan sementara atau dalam
waktu tertentu.
Pasal  6
1. Pembatasan Daya Tersambung menggunakan pemutus magnetic mini, atau
pelebur, atau dengan relai pembatas.
2. Pengukuran pemakaian energi dilakukan dengan menggunakan meter
KWh dan atau meter KVArh sesuai peruntukannya.
3. Pengukuran pemakaian daya dilakukan menggunakan meter KVA
maksimum, meter ampere maksimum atau meter KW maksimum.
Pasal  7
1. Goncangan tegangan pada Titik Penyambungan Bersama akibat pengunaan
Piranti Tenaga Listrik milik Pelanggan dibatasi sebagai berikut :
a. Goncangan tegangan di JTR :
i. Goncangan yang terjadi kurang dari satu kali tiap jam, diizinkan
maksimum 5% (lima persen) terhadap nominalnya.
ii. Goncangan yang terjadi setinggi-tingginya 4 (empat) kali setiap
jam, diizinkan maksimum 4% (empat persen) terhadap
nominalnya.
iii. Goncangan yang terjadi setinggi-tinginya 2 (dua) kali setiap detik,
diizinkan maksimum 1.5% (satu lima persepuluh persen) terhadap
nominalnya.
iv. Goncangan yang terjadi terjadi terus menerus melebihi 2 (dua)
kali setiap detik, diizinkan maksimum 0.75% (tujuh puluh lima
per seratus persen) terhadap nominalnya.
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b. Khusus untuk Pelanggan yang mengunakan tanur busur listrik,
goncangan tegangan yang terjadi pada Titik Penyambungan Bersama
tidak boleh melewati batas goncangan tegangan yang dinyatakan
dalam Depresi Tegangan Hubung Singkat (DTHS) sebesar :
i. 2.5 % (dua lima per sepeluh persen) pada Titik Penyambungan
Bersama tegangan 150 KV.
ii. 2.75% (dua tujuh puluh lima perseratus persen) pada Titik
Penyambungan Bersama tegangan 70 KV.
iii. 3% (Tiga persen) pada Titik Penyambungan Bersama tegangan
20 KV.
c. Faktor ketidakseimbangan, Tegangan pada Titik Penyambungan
Bersama dibatasi maksimum 2% (dua persen).
d. Pengaruh Tegangan Harmonisa dibatasi dengan faktor distorsi total
dengan formulasi berikut :
Faktor distorsi total (T) adalah :




Dengan       B n = U n       N > 2
                               U 1
Dimana : Un = Tegangan Harmonisa ke n
U1 = Tegangan Harminisa ke 1
Faktor distorsi total yang terjadi pada Titik Penyambungan Bersama
dibatasi maksimum untuk :
i. JTL dengan tegangan dibawah 70.000 volt adalah 5% (lima
persen) ;
ii. JTL dengan tegangan 70.000 volt keatas sampai dengan dibawah
150.000 volt adalah 3% (Tiga persen) ;
iii. JTL dengan tegangan 150.000 volt keatas adalah 1.5% (satu
lima perseratus sepuluh persen) ;
2. Penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik setiap Pelanggan secara akumulasi
tidak boleh menyebabkan terjadi variasi frekuensi sistem melebihi seperti
yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan ini.
Pasal 8
Penyambungan atau penambahan daya Instalasi calon Pelanggan/Pelanggan dapat
dilakukan setelah diadakan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal  9
Pelanggan bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa, dan barang
yang timbul karena Tenaga Listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, atau salah
dalam pemanfaatannya.
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B A B III
KETENTUAN ADMINISTRASI
BAGIAN KESATU
TATACARA PENYAMBUNGAN BARU ATAU PENAMBAHAN DAYA
Pasal 10
1. Untuk mendapatkan penyambungan baru atau penambahan daya, calon
Pelanggan / Pelanggan mengajukan permintaan secara lisan atau tertulis.
2. Apabila permintaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dipenuhi,
dibuat perjanjian jual beli Tenaga Listrik antara calon Pelanggan/Pelanggan
dengan PLN.
3. Bentuk perjanjian dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur tersendiri oleh Direksi.
Pasal  11
1. Untuk mendapatkan penyambungan Tenaga Listrik, calon Pelanggan/
Pelanggan membayar BP dan UJL yang besarnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
2. Besarnya UJL disesuaikan setiap kali ada perubahan TDL.
BAGIAN KEDUA
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
Perjanjian jual beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) Keputusan ini mencantumkan sekurang-kurangnya :
a. Para pihak ;
b. Peruntukan penggunaan Tenaga Listrik ;
c. Golongan tarif  ;
d. Daya Tersambung ;
e. Tegangan nominal pasokan listrik ;
f. Frekuensi nominal pasokan listrik ;
g. Sambungan Tenaga Listrik ;
h. Hak dan kewajiban Pelanggan ;
i. Hak dan kewajiban PLN ;
j. Sanksi-sanksi.
Pasal  13
1. Setiap penyimpangan atas pelaksanaan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik
merupakan pelanggaran perjanjian.
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2. Perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dapat berakhir karena:
a. Atas permintaan Pelanggan; atau
b. Sanksi pelanggaran perjanjian yang berupa Pemutusan Rampung;
atau
c. Keputusan Pengadilan.
3. Dengan berakhirnya perjanjian jual beli Tenaga Listrik, masing-masing
pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi.
4. Apabila perjanjian jual beli Tenaga Listrik berakhir sebagai akibat dari
ketentuan yang diatur dalam ayat 2) Pasal ini maka BP yang telah dibayar
tidak dapat dikembalikan, kecuali hal-hal tertentu yang dinyatakan lain




1. Tagihan-tagihan dari PLN yang timbul akibat adanya hubungan jual beli
Tenaga Listrik dapat berupa :
a. Tagihan BP dan atau penyesuaiannya;




2. Tata cara pembayaran dan administrasi setiap periode tertentu yang antara
lain mencantumkan Tenaga Listrik dan biaya-biaya lain untuk pemakaian
daya dan energi listrik dalam periode tersebut yang besarnya ditetapkan
berdasarkan TDL yang berlaku.
BAB IV




1. Pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan :
a. Pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini dan keandalan yang
baik;
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b. Pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam
rangka penyediaan Tenaga Listrik atau terhadap penyimpangan atas
mutu Tenaga Listrik yang disalurkan;
c. Pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik.
2. Pelanggan berhak mendapat kompensasi berupa reduksi Biaya Beban
atas penghentian penyaluran Tenaga Listrik yang berlangsung terus menerus
melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang besarnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian penyaluran
Tenaga Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat




1. Calon Pelanggan/Pelanggan wajib menyediakan tempat/ruang/tanah yang
memenuhi syarat untuk peletakkan peralatan Instalasi milik PLN yang
diperlukan dalam penyaluran Tenaga Listrik kepada Pelanggan yang
bersangkutan.
2. Ketentuan tentang penyerahan hak menggunakan tempat/ruang/tanah
tersebut ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri oleh Direksi.
3. Calon Pelanggan/Pelanggan wajib memberi ijin kepada PLN untuk :
a. Memasuki ataupun melintasi di atas atau di bawah persil/bangunan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Memasang SL;
c. Memeriksa dan menerbitkan Instalasi PLN yang terpasang pada
persil/bangunan Pelanggan;
d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan mengambil
sebagian atau seluruh SL;
e. Menebang atau memotong pohon-pohon/tanaman pada persil/
bangunan Pelanggan yang dapat membahayakan atau mengganggu
kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik.
Pasal 18
Pelanggan berkewajiban untuk :
a. Menjaga Instalasi PLN yang terpasang di persil dan atau bangunan
Pelanggan dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar
selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan
kelainan atau kerusakan;
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b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang
ditetapkan;
c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik sehingga memenuhi
ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan ini.
Pasal 19
Pelanggan berkewajiban melunasi tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 14 Keputusan ini dengan cara, jumlah dan jadwal sebagaimana ketentuan
yang berlaku di PLN.
BAB  V
HAK DAN KEWAJIBAN PLN
BAGIAN KE SATU
HAK MEMASUKI PERSIL DAN BANGUNAN PELANGGAN
Pasal 20
1. Dalam rangka penyediaan dan penyaluran Tenaga Listrik kepada
Pelanggan, PLN berhak untuk :
a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah
permukaan;
b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk
sementara waktu;
e. Menggunakan tanah, melintasi di atas atau di bawah tanah;
f. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalangi.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan hak-hak tersebut ayat (1) Pasal
ini akan diatur dan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.
BAGIAN KEDUA
HAK MENGHENTIKAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK
Pasal 21
1. PLN berhak untuk menghentikan penyaluran Tenaga Listrik seketika jika
terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
a. Hal-hal yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum;
b. Terjadi gangguan pada Instalasi PLN yang diakibatkan oleh
kegagalan operasi peralatan;
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c. Keadaan-keadaan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli
Tenaga Listrik.
2. Penghentian sementara penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini dan atau Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Keputusan
ini tidak memberikan hak kepada Pelanggan untuk menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun kepada PLN.
3. PLN berhak untuk menghentikan penyaluran Tenaga Listrik untuk
sementara yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Instalasi.
Pasal 22
1. PLN berhak menentukan sistem penyambungan kepada Instalasi Pelanggan/
calon Pelanggan.
2. PLN berhak melakukan pemeriksaan atas Instalasi Pelanggan maupun




1. PLN menyalurkan Tenaga Listrik dengan mutu dan keandalan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Keputusan ini.
2. Untuk menjamin kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik PLN
melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas seluruh Instalasi PLN secara
berkala.
Pasal 24
1. Apabila penyaluran Tenaga Listrik perlu dihentikan karena sesuatu hal
yang telah direncanakan sekurang-kurangnya 1x24 jam sebelumnya PLN
memberitahukan kepada Pelanggan.
2. PLN melakukan perbaikan / penggantian atas gangguan/kerusakan pada
SL, atau ABP atau Perlengkapan APP yang dilaporkan Pelanggan dengan
segera.
Pasal 25
1. PLN bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau
barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi pemadaman secara terus-menerus yang melewati batas
3X24 jam maka PLN memberikan reduksi atas biaya beban yang
diperhitungkan dengan Tagihan Listrik bulan yang bersangkutan kecuali
bila penghentian penyaluran Tenaga Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Keputusan ini.
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3. Besarnya reduksi dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai TDL yang berlaku.
BAB  VI
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
Pasal 26
1. Pemasangan Alat Pengukur yang telah diberi Tanda Tera dan Segel serta
pemasangan Segel pada APP dan Perlengkapan APP di persil atau
bangunan Pelanggan harus sepengetahuan Pelanggan yang dinyatakan dalam
suatu berita acara.
2. Segel dan Tanda Tera walaupun dalam keadaan baik, masih terdapat
kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan Tenaga Listrik.
Pasal 27
1. PLN melakukan P2TL secara berkala dengan tata cara yang ditetapkan
Direksi.
2. Pelaksanaan P2TL, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan Instalasi Pelanggan;
b. Pemutusan Sementara untuk pelanggaran yang harus dikenakan
tindakan Pemutusan Sementara;
c. Pemutusan Sambungan Langsung;
d. Pengambilan Peralatan yang digunakan untuk Sambungan Langsung;
e. Pengambilan Segel dan atau Tanda Tera yang tidak sesuai dengan
yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
f. Pengambilan SPP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi
sebagaimana mestinya;
g. Pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik.
3. Petugas P2TL dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala PLN setempat
dan tanda pengenal yang sah.
Pasal 28
1. Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyatakan telah terjadi
bila saat P2TL ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai
berikut:
a. Segel rusak, atau putus, atau terbuka, atau tidak sesuai dengan
aslinya;
b. Alat Pembatas atau Alat Pengukur rusak, atau hilang,atau tidak
bekerja sebagaimana mestinya;
c. Perlengkapan APP rusak, atau hilang, atau tidak bekerja
sebagaimana mestinya;
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d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral;
f. Terdapat Sambungan Langsung.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e ayat (1) Pasal ini
tidak dinyatakan sebagai pelanggaran apabila telah dilaporkan oleh
Pelanggan untuk yang pertama kalinya.
Pasal 29
1. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan ini, pada
dasarnya diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya dan tidak
mempengaruhi pengukuran energi;
b. Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak
mempengaruhi pengukuran energi;
c. Pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi
mempengaruhi pengukuran energi;
d. Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi
pengukuran energi;
e. Pelanggaran yang bukan akibat kesalahan Pelanggan;
f. Pelanggaran lainnya, antara lain ketidak-sesuaian golongan tarif
dengan administratif.
2. Rincian mengenai klasifikasi pelanggaran dan sanksi-sanksi diatur tersendiri
oleh Direksi.
Pasal 30
Setiap kali dilakukan P2TL, dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak
PLN dan pihak Pelanggan. Apabila karena sesuatu hal tanda tangan pihak
Pelanggan tidak dapat diperoleh, maka berita acara ditandatangani oleh 2 (dua)




Sanksi atas pelanggaran dapat berupa :




e. Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik;
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f. Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual
beli Tenaga Listrik.
Pasal 32
1. Biaya Keterlambatan dikarenakan apabila Pelanggan tidak memenuhi
kewajiban pembayaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk jenis-
jenis tagihan sebagai berikut :
a. Tagihan Listrik;
b. Angsuran BP;
c. Angsuran Tagihan Susulan.
2. Cara pembayaran, tarif dan besarnya biaya keterlambatan ditetapkan
tersendiri oleh Direksi.
Pasal 33
1. Tagihan Susulan dikenakan pada Pelanggan apabila terjadi :
a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan ini;
b. Penyesuaian UJL, karena perubahan peraturan;
c. Penyesuaian BP karena perubahan peraturan.
2. Cara pembayaran dan besarnya Tagihan Susulan diatur tersendiri oleh
Direksi.
Pasal 34
1. Pemutusan Sementara tanpa pemberitahuan dikenakan bila terjadi salah
satu atau beberapa dari hal berikut :
a. Tagihan Listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan susulan
tidak dilunasi sampai dengan masa pembayaran berakhir;
b. Kedapatan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 28
Keputusan ini;
c. Pemanfaatan Tenaga Listrik oleh Pelanggan mengakibatkan
goncangan lapangan dan atau frekuensi sistem yang melampaui batas
yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Keputusan ini.
2. Pemutusan Sementara dengan pemberitahuan sebelumnya dikenakan pada
Pelanggan yang karena sifatnya harus diperlakukan demikian. Klasifikasi
Pelanggan yang diperlakukan demikian diatur tersendiri oleh Direksi.
3. Penyambungan kembali Tenaga Listrik bagi Pelanggan yang terkena
Pemutusan Sementara karena Tagihan Listrik dilakukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelanggan memenuhi kewajibannya.
4. Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang terkena Pemutusan Sementara
bukan karena Tagihan Listrik diatur tersendiri oleh Direksi.
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Pasal 35
1. Pemutusan Rampung dapat dilaksanakan jika dalam waktu 60 (enam
puluh) hari kalender sejak dilaksanakan Pemutusan Sementara Pelanggan
belum melunasi tunggakan Tagihan Listrik dan atau Tagihan Susulan.
2. Penyambungan kembali Pelanggan yang terkena Pemutusan Rampung
diperlakukan sebagai sambungan baru dengan pembayaran BP dan UJL
sesuai ketentuan.
Pasal 36
1. Pembatalan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dikenakan secara sepihak
pada Calon Pelanggan/Pelanggan yang karena berbagai hal tidak dapat
dihubungi atau dengan sengaja menghindari hubungan dengan PLN selama
6 (enam) bulan terakhir.
2. Atas pembatalan perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini, PLN akan
mengumumkan secara terbuka dalam surat kabar atau media massa lainnya.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
pengumuman tidak ada tanggapan dari pihak calon Pelanggan maka
perjanjian jual-beli Tenaga Listrik berakhir dengan sendirinya.
Pasal 37
1. Tagihan Listrik yang telah melewati batas waktu tertentu sedangkan Tagihan
Listrik bulan-bulan sesudahnya sudah dilunasi tidak boleh ditagihkan
kepada Pelanggan.
2. Ketentuan mengenai batas waktu tertentu dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur




Pembangkit Tenaga Listrik milik Pelanggan dapat diparalel dengan Instalasi PLN,
apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di PLN.
Pasal 39
1. Instalasi yang rencananya sudah disahkan sebelum tanggal ditetapkannya
Keputusan ini, dapat disambung ke JTL, bila tidak bertentangan dengan
Keputusan ini.
2. Ketentuan pelaksanaan untuk penyesuaian Instalasi Pelanggan/calon
Pelanggan diatur tersendiri oleh Direksi.
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Pasal 40
JTR yang masih menggunakan tegangan 127 volt antara penghantar fasa dan
penghantar netral, 220 volt antar fasa, 220 volt antara penghantar fasa dan
penghantar netral dan 380 volt antar fasa dapat dipergunakan sampai dengan
diadakan ketentuan penyesuaian oleh Direksi.
Pasal 41
Dalam hal terjadi sengketa antara PLN dengan Pelanggan di Pengadilan tidak
menghilangkan hak PLN untuk melakukan tindakan berdasarkan Keputusan ini
sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Pasal 42
Pada dasarnya perselisihan yang timbul pelaksanaan Keputusan ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bila ternyata tidak dapat
diselesaikan dengan cara demikian, ditempuh upaya melalui Pengadilan Negeri





KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
Nomor : 68.K/010/DIR/2000
TENTANG
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK, TAGIHAN
SUSULAN DAN PEMUTUSAN SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan Direksi PT
PLN (Persero) No. 109.K/039/DIR/1997 tentang
Persyaratan Penyambungan tenaga Listrik dan
Persyaratan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang
Berlaku di PT PLN (Persero), dipandang perlu untuk
mengatur mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga
Listrik, Tagihan susulan dan Pemutusan Sambungan
Tenaga Listri.
b. Bahwa pengaturan mengenai Penertiban Pemakaian
Tenaga Litrik, Tagihan susulan dan Pemutusan
Sambungan Listrik sebagaimana dimaksud dan huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi PT
PLN (Persero).
Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1985
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi No. 01 P/
40/M.PE/1990;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02/P/
451/M.PE/ 1991.
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03 P/
451/M.PE/1991;
8. Peraturan Menteri pertambangan dan energi No. 4/P/
40/M.PE/1991;
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9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/
Kepala BP.BUMN No. KEP-032/M-P BUMN/1998
jis.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/
Kepala BP.BUMN No. KEP-033/M-P BUMN/1998;
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI
No. KEP-01/M-P BUMN/2000;
10.Anggaran Dasar PT PLN (Persero)
11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 001.K/030/
DIR/1994
12.Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 001.K/023/
DIR/1995
13.Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 109.K/039/
DIR/1997.
Memutuskan
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA





Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. PLN adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan akta Notaris Sujipto,
SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dan perubahan Akta Notaris Nyonya
Indah Fatmawati, SH No. 70 tanggal 27 Januari 1998 berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994.
2. Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero);
3. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan dan bukan untuk
listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat.
4. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya
yan memakai Tenaga Listri dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang
sah,
5. Daya tersambung adalah daya yang disepakati oleh PLN dan Pelanggan
yang dituangkan dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.
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6. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Instalasi adalah
bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan
perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi,
trasformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan Tenaga Listrik.
7. Instalasi PLN adalah instalasi milik PLN sampai dengan Alat pembatas
atau Alata Pengukur atau alat Pembats dan Alat Pengukur.
8. Instalasi Pelanggan adalah instalasi milik atau yang dikuasai Pelanggan
sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat
Pengukur milik PLN.
9. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang
dipakai Pelanggan.
10. Alat pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik
yang dipakai Pelanggan.
11. APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
12. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut “JL” adalah sistem
penyaluran/pendistribusian Tenag Listrik yang dapat dioperasikan dengan
Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan tinggi, atau Tegangan
Ekstra Tinggi.
13. Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut “SL” adalah penghantar
dibawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi
PLN yang merupakan sambungan antara Jaringan Tenaga Listrik milik PLN
dengan Instalasi Pelanggan;
14. Perlengkapan APP adalah  peralatan pendukung untuk mengoperasikan
PP yang meliputi antara lain kotak/lemari, trafo arus, trafo tegangan, volt
meter, Ampere meter, saklar waktu, terminal, pegawaian semua peralatan
dan kuci.
15. Kotak APP adalah suatu kotak tempat dipasangnya APP yang didalamnya
berisi blok jepit untuk menghubungkan terminal-terminal APP;
16. Lemari APP adalah suatu lemari tempat dipasangnya APP dan sebagian
atau seluruh perlengkapan APP.
17. Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL atau SL dengan
menggunakan penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya,
dimana Tenaga listrik dapat disalurkan tanpa melalui APP dan perlengkapan
APP.
18. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat “P2TL” adalah
pemeriksaan oleh PLN terhadap Instansi PLN dan Instalasi Pelanggan dalam
rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
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19. Segel adalah alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan Perlengkapan
APP sebagai pengamanan APP dan Perlengkapan APP;
20. Tanda tera  adalah alat yang dipasang pada Alat pengukur oleh instasi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sebagai pengaman kebenaran pengukuran.
21. Tagihan susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian
dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran;
22. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran
Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan;
23. Pemutusan Rampung adalah pengentian untuk seterusnya Penyaluran Tenaga
Listrik ke Instalasi Pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh
peralatan untuk penyaluran Tenaga Litrik ke Instalasi Pelanggan;
24. Tarif Dasar Listrik, selanjutnya disebut TDL adalah ketetapan harga jual
dan golongan tariff Tenaga Listrik PLN.
25. Penyidik ketenagalistrikan adalah pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
Departemen Pertambangan dan Energi yang mempunyai wewenang
melakukan penyidikan tindak pidana dan bidang ketenagalistrikan.
Pasal 2
Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyataka terjadi bila
ditemukan salah satu  atau beberapa keadaan sebagai berikut :
a. Segel rusak atau putus  atau terbuka atau tidak sesuai dengan aslinya.
b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya
c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana
mestinya.
d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral.




(1). Pelaksanaan P2TL dilakukan secara rutin oleh masing-masing PLN Rant-
ing/ Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/ Distribusi, secara struktural sesuai
dengan  urutan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok dan susunan
organisasi masing-masing.
(2). Dalam hal khusus apabila dianggap perlu, pelaksanaan P2TL dapat dilakukan
oleh suatu tim yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari PLN.
270
(3). Pembentukan tim dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dengan
Keputusan Pemimpin PLN wilayah/ Distribusi atau Kepala Cabang.
(4) P2TL dilaksanakan berdasarkan antara lain :
a. Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar
selama 3 bulan berturut-turut.
b. Pengumpulan informasi atau laporan dari masyarakat, petugas mencatat
meter atau pegawai PLN terhadap kelainan APP pelanggan, sambungan
liar, pencurian listrik dsn.
c. Kegiatan rutin yang dilakukn oleh utit PLN.
(5). Pelaksanaan P2TL meliputi :
a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan Perlengkapan
APP serta instalasi Pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian
Tenaga Listrik oleh Pelanggan.
b. Melakukan Pemutusan Sementara untuk pelanggan yang harus
dikenakan tindakan pemutusan sementara.
c. Melakukan Pemutusan Sambungna Langsung;
d. Melakukan Pengambilan Peralatan/alat yang digunakan untuk
Sambungan Langsung.
e. Melakukan pengambilan Segel atau Tanda Tera yang tidak sesuai
dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
f. Melakukan Pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak
berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan  pemeriksaan lebih
lanjut.
g. Melakukan Pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik..
h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan
P2TL menurut jenis kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai
dengan bidang tugas dan wewenangnya.
(6). Dalam pelaksanaan P2Tl  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) atau ayat
(2) pasal ini, dapat mengikutsertakan Kepolisian Republi Indonesia (POLRI)
atau penyidik ketenagalistrikan  serta apabila dianggap perlu dapat pula
mengikut sertakan instansi terkait.
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BAB III
TATA CARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA
DALAM PELAKSANAAN P2TL
Pasal 4
(1).Dalam melaksanakan tugasnya, petugas  P2TL harus dilengkapi perlengkapan
dan peralatan sebagai berikut :
a. Surat tugas dari Kepala PLN Ranting/Rayon, atau Kepala PLN
Cabang atau Pemimpin PLN Wilayah /Distribusi.
b. Tanda pengenal dan pakaian dinas yang lengkap pada saat
melaksanakan tugas.
c. Formulir-formulir P2TL.
d. Peralatan kerja antara lain tang ampere, stop watch, tangga, helm/topi
pengaman, cos phimeter, phase sequence indicator, kalkulator, tool
set serta peralatan kernya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.
(2). Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini yang
diberikan kepada  petugas P2TL yang bersangkutan, ditandatangani oleh
Kepala PLN Ranting/Rayon atau kepala PLN Cabang atau Pemimpin PLN
Wilayah/ PLN Distribusi atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
(3). Bentuk surat tugas, berita acara dan laporan adalah sebagaimana terdapat
pada Lampiran I sampai dengan V Keputusan ini.
Pasal 5
(1). Setiap petugas P2TL di dalam melaksanakan tugasnya wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. Wajib mempunyai perlengkapan dan menggunakan peralatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan
d. keputusan ini.
b. Wajib bersikap sopan dan tertib  didalam  memasuki persil/bangunan
pelanggan dan atau bukan pelanggan.
c. Wajib bersikap sopan, tertib dan memperhatikan keamanan instalasi
serta keselamatan umum dalam mengambil APP dan atau Perlengkapan
APP  yang rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
(2). Hasil temuan dalam pelaksanaan P2Tl sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ayat (4) Keputusan ini, harus didapat dalam berita acara yang masing-
masing ditandatangani oleh petugas PLN dan pelanggan atau salah seorang
penghuni rumah/petugas yang berada di persil/bangunan dan 2(dua) orang
saksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3)  keputusan ini dalam 2
(dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pelanggan dan 1(satu) rangkap untuk
PLN.
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(3). Apabila pelanggan atau kuasanya atau penghuni persil/bangunan atau
petugas yang bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut tidak
bersedia menandatangani berita acara dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
maka berita acara ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi dan petugas.
(4). Barang bukti sebagaimana hasil temuan pelaksanaan P2TL harus  disimpan
dalam suatu tempat tertentu dan dibuatkan Berita Acara sebagai tanda bukti.
(5). Berita Acara dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ………………..
Pasal 6
(1). Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan sambungan langsung dipersit/
bangunan bukan Pelanggan, maka petugas P2TL harus melakukan
pemutusan/ penghentikan penyaluran Tenaga Listrik pada saat ditemukan
Sambungan Langsung  tersebut dengan cara mencabut/ mengambil seluruh
sarana yang dipasang/ digunakan untuk menyalurkan/ menggunakan Tenaga
Listrik tersebut.
(2). Hasil temuan dalam Pelaksanaan P2TL dipersil/ bangunan Bukan pelanggan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, selanjutnya  diproses  sebagai
tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL P2TL
Pasal 7
(1). Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL dipersil/ bangunan Pelanggan berupa
Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini, dilaporkan
oleh petugas P2TL yang bersangkutan kepada Kepala PLN Ranting/ Rayon
atau Kepala PLN Cabang  atau Pemimpin PLN Wilayah/ PLN Distribusi
masing-masing, atau pejabat yang telah ditunjuk untuk maksud  tersebut,
disertai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2)
keputusan ini.
(2). Berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL ditetapkan golongan




JENIS DAN PENGGOLONGAN PELANGGARAN
Pasal 8
Pelanggaran atas surat perjanjian jual beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 Keputusan ini dibedakan dalam 6 (enam) golongan pelanggaran
yaitu Golongan A sampai dengan F.
Pasal 9
(1). Pelanggaran Golongan A adalah pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas
daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi.
(2). Termasuk pelanggaran golongan A yaitu apabila sebagian Segel atau Tanda
Tera pada APIP atau Perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan
aslinya.
a. Pada Kotak APP atau lemari APP yang dilengkapi dengan dua segel
atau lebih terdapat salah satu segel rusak atau terbuka atau hilang atau
tidak sesuai dengan aslinya.
b. Pada alat Pembatas yang mempunyai 2 (dua) Segel atau lebih terdapat
salah satu segelnya rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai
dengan aslinya sedang segel yan lainnya masih utuh.
c. Pada Alat Pembatas untuk sambungan 3 (tiga) fase yang menggunakan
3 (tiga) pembatas 1 (satu) fase yang masing-masing mempunyai 2 (dua)
segel terdapat satu segel atau 2 (dua) segel dari 2 (dua) pembalap 1
(satu) fase atau 3 (tiga) segel  dari 3 (tiga)  pembatas 1(satu) fase
rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang
segel yang lain masih utuh.
d. Pada Alat Pengukur yang mempunyai satu Segel dan atau Tanda Tera
dibagian atas dan dibagian bawah (tutupnya) yang dijepit dengan tutup
terminal Alat Pengukur, terdapat Segel dan atau Tanda Tera tersebut
rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan  aslinya
sedangkan Segel  tutup terminal  Alat pengukur masih utuh atau salah
satu segel tutup terminal pada Alat Pengukur (yang menggunakan dua
segel) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya
sedangkan segel dan atau Tanda Tera masih utuh.
e. Pada Alat Pengukur yang mempunyai tiga segel dan atau Tanda tera
yang dipasang satu buah ditengah bagian atas dan dua buah yang lain
dipasang pada sudut bawah, terdapat salah satu segel dan atau Tanda
Tera disudut bagian bawah rusak atau terbuka  atau hilang atau tidak
sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau Tanda Tera yang lain
masih utuh.
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f. Pada alat Pengukur yang mempunyai 4 (empat) Segel atau Tanda Tera
yang dipasang pada sudut-sudut, terdapat dua segel dan atau Tanda
Tera yang berdekatan di bagian atas atau di bagian bawah (horizontal)
rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan  aslinya
sedangkan dua segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh  atau
dua segel dan atau Tanda Tera yang berjauhan/ bersilang rusak atau
terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel
dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh.
Pasal 10
(1). Pelanggaran Golongan B adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas
daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
(2). Termasuk Pelanggaran golongan B yaitu apabila terjadi salah satu atau lebih
hal-hal sebagai berikut :
a. Segel pada alat
b. Pada pelanggan dengan meter kVAmaks atau meter kWmaks. Jika
segel pada meter kVAmaks atau meter kVAmaks dan atau
perlengkapannya rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
d. Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambungan
satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi sehingga
mempengaruhi pengukurn daya.
Pasal 11
(1). Pelanggaran Golongan C adalah Pelanggaran yang tidak mempengarhui
batas daya  tetapi mempengaruhi pengukuran energi.
(2). Termasuk pelanggaran Golongan C yaitu apabila terjadi salah satu atau
lebih hal-hal sebagai berikut :
a. Segel dan atau Tanda Tera pada Kotak APP, Lemari APP. Terminal
Alat Pengukur, dan perlengkapan APP rusak, atau hilang atau tidak
sesuai dengan aslinya.
b. Meter kWh dan atau meter kVArh rusak/ berlubang atau terdapat
adanya benada lain di dalamnya.
c. Alat pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidka sesuai
dengan aslinya atau putus atau longgar atu terhubung singkat atau
berubah pengawatannya.
d. Kedapatan adanya Sambungan Langsung.
e. Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambungan
fase satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi.
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f. Segel atau tanda tera dalam keadaan baik tetapi alat pengukur tidak
berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan,
ditahan, dibalikkan putarannya, atau kuparan tegangan dan atau
kumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
Pasal 12
(1). Pelanggaran Golongan D adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas
daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
(2). Termasuk pelanggaran golongan D yaitu apabila Alat Pembatas dan atau
Alat Pengukur dan atau perlengkapan APP milik PLN yang pengawasan
dan pengamanannya menjadi tanggung jawab pelanggan kedapatan
hilang.
Pasal 13
(1). Pelanggaran Golongan E adalah pelanggaran yang bukan akibat kesalahan
pelanggan.
(2). Termasuk pelanggaran yang bukan akibat kesalahan peanggan yaitu apabila
kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan
pelanggan tidak terukur, tidak tercatat dan atau belum tertagih yang
disebabkan :
a. Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik tidak terukur
dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
b. Terjadi kerusakan pada Alat Pengukur dan Perlengkapan APP karena
kualitasnya sehingga energi tidak terukur dengan benar, namun segel
dalam keadaan baik.
c. Kesalahan faktor kali meter sehingga pemakaian energi listrik yang
ditagihkan.
Pasal  14
(1). Pelanggaran Golongan F adalah  jenis pelanggaran selain pelanggaran
Golongan A sampai dengan Golongan E sebagaimana dimaksud dalam pasal
9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 keputusan lainnya.
(2). Termasuk pelanggaran golongan f, yaitu apabila penggunaan Tenaga Listrik
tidak sesuai dengan peuntukannya, dalam hal ini Tenaga Listrik digunakan
untuk keperluan pemakaian yang harga golongan tarifnya lebih tinggi dari





BIAYA PENYEGELAN KEMBALI DAN PENGGANTIAN APP
Pasal 15
(1). Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
9. pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Keputusan ini
dikenakan Tagihan susulan dan atau biaya penyegelan dan agau biaya
penggantian APP/ Perlengkapan APP.
(2). Secara berkala pemimpin PLN Wilayah/ Distribusi menetapkan besanya
biaya penyegelan kembali serta biaya penggantian APP/ Perlengkapan APP
berdasarkan pada harga yang berlaku di wilayah setempat.
Pasal 16
Untuk pelanggan golongan A, besarnya Tagihan susulan adalah berupa biaya
penyegelan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) keputusan
ini.
Pasal 17
(1). Dasar pehitungan Tarif Tagihan Susulan untuk pelanggaran golongan B adalah
besarnya biaya beban  untuk masing-masing golongan tarif Tenaga Listrik
yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Tarif Dasar Listrik yang berlaku.
(2). Untuk pelanggaran golongan B, besarnya Tagihan susulan adalah 6 x 1,5
Daya Tersambung  x biaya beban tarif yang bersangkutan.
Pasal 18
(1). Dasar  perhitungan Tarif Tagihan Susulan untuk pelanggaran golongan C
adalah besarnya  biaya pemakaian tarif listrik yang tertinggi pada golongan
tariff yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Tarif Dasar Listrik yang
berlaku.
(2). Untuk pelanggaran golongan C, besarnya Tagihan susulan adalah 6 x 720
jam x kVA daya Tersambung x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada
golongan tariff yang bersangkutan sesuai Tarif Dasar Listrik yang berlaku di
PLN.
Pasal 19
Untuk pelanggaran golongan D, besarnya Tagihan Susulan adalah sebesar tagihan
susulan pelanggaran golongan B ditambah tagihan susulan pelanggaran golongan
C.
Pasal 20
Untuk pelanggaran E, besarnya tagihan susulan ditetapkan sesuai besarnya energi




Untuk Pelanggaran F, maka golongan tarif pelanggan yang bersangkutan langsung
disesuaikan dengan golongan tarif sesuai peruntukannya pada saat kedapatan
kepada pelanggan yang bersangkutan diberitahu secara tertulis adanya perubahan
golongan tarif tersebut.
BAB VII
PEMBEBANAN TAGIHAN SUSULAN JANGKA WAKTU DAN
KERUSAKAN SEGEL/APP
Pasal 22
(1). Tagihan susulan pada dasarnya  dibebankan kepada orang/badan usaha
atau lembaga lainnya sesuai dengan nama yang tercatat sebagai pelanggan.
Apabila penghuni persil/ bangunan tersebut bulan pelanggan PLN, maka
Tagihan Susulan dibebankan kepada orang/badan usaha atau lembaga lain
yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil/ bangunan tersebut.
(2). Tagihan susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima
belas) harus sejak ditemukan pelanggaran, kecuali belum dapat diketahui
jenis pelanggarannya.
(3). Tagihan susulan dibayar tunai, dan dapat lupa secara angsuran. Apabila
tagihan susulan akan dibayar secara angsuran, yang dikenakan Tagihan
Susulan tersebut harus membuat surat pengakuan hutang (SPH) Tagihan
susulan, pembayaran angsuran Tagihan susulan hanya dapat diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
ditandatanganinya SPH Tagihan Susulan tersebut.
Pasal 23
(1). Pelanggan wajib segera melapor kepada PLN apabila terdapat kerusakan
fisik, segel atau  APP atau perlengkapan APP sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat  (1) huruf a,b dan c keputusan ini.
(2). Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak
dikategorikan sebagai pelanggaran apabila telah dilaporkan oleh pelanggan
(untuk yang pertama kalinya) dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan
tersebut bukan dilakukan oleh pelanggan.
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BAB VIII
PEMUTUSAN SEMENTARA, PEMUTUSAN RAMPUNG DAN
PENYAMBUNGAN KEMBALI
Pasal 24
(1). Dalam hal pelanggaran Golongna C khusunya kedapatan Sambungan
langsung. PLN dapat melaksanakan pemutusan sementara pada saat di
temukan pelanggaran tersebut.
(2) Apabila Tagihan susulan yang dikenakan kepada pelanggan yang
bersangkutan tidak dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3)
keputusan ini, maka PLN dapat melaksanakan Pemutusan Sementara.
Pasal 25
Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal
dilaksanakan pemutusan sementara, pelanggan belum melunasi Tagihan Susulan
yang diterapkan. Maka PLN berhak melaksanakan Pemutusan Rampung.
Pasal 26
(1). Penyambungan kembali akibat pemutusan sementara dilaksanakan apabila
pelanggan  telah melunasi tagihan susulan.
(2) Penyambungan kembali pelanggan yang terkena pemutusan Rampung
diperlakukan sebagai pelanggan baru  yaitu disamping harus melunasi tagihan





(1). Dalam melaksanakan P2TL dan Tagihan Susulan ini tidak dibenarkan
menambah biaya-biaya apapun  selain yang ditetapkan dalam keputusan
Direksi ini.
(2). Dalam melaksanakan Keputusan Direksi ini agar memperhatikan peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di PT PLN
(persero) yang berhubungan dengan penyaluran Tenaga Listrik.
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Pasal 28
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Edaran Direksi PLN No. 053/
PST/82 dan No 019/PST/75 serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan
dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta











Ranting/ Rayon *) …………
BERITA ACARA
PEMASANGAN/ PERUBAHAN *)
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK (SL)
Nomor : ………………………..
Pada hari ini,………, tanggal …………. bulan ………. tahun dua ribu ……
Nama : ……………..
No. Induk Pegawai : ……………..
Jabatan : ……………..
Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Tugas pemimpin PLN Wilayah/PLN
Distribusi/Kepala PLN Cabang/Kepala PLN Ranting/ Rayon ……*) atau
……***) Nomor ……….. tanggal …………. Dengan disaksikan oleh





No. KTP/SIM*) : ……………..
Telah melakukan pemasangan/ perubahan*) SL pada pelanggan :
Nama : ……………..
Alamat : ……………..
No. Perjanjian/ Kontrak : ……………..
No. Kontrol : ……………..
Tarip/Daya Tersambung : ……………..
No. Gardu : ……………..
Penggunaan/Peruntukan : ……………..
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Keadaan SL sesudah dilakukan pemasangan/perubahan*) sebagaimana terlampir
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara ini.
Demikian Berita Acara ini setelah dibaca, dibuat dan ditanda tangani oleh masing-
masing pihak tersebut diatas dalam rangka …….(….) rangkap untuk PLN dan
……... (…….) rangkap untuk pelanggan yang bersangkutan.
Pelanggan/penghuni/penanggung jawab
Atas bangunan Petugas PLN
……………….**) ………………**)
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Kolom tersebut diisi nama terang dan
tanda tangan masing-masing







1 PHASE/3 PHASE *)
DATA TEKNIS PEMASANGAN/PERUBAHAN*)SL
A. Tegangan tersambung dan sistem
B. Gambar sket lokasi alamat pelanggan :
C. Letak alat pembatas dan pengukur (APP)
 Tegangan tersambung dan 












1 phase/3 phase 
127/220V, 220/380 V 






   
 
  GARDU BANGUNAN PELANGGAN












Meter kVh/Meter kVArh/ 
Meter kVAmax 
Loncong (Time Switch) 
Trafo Tegangan (PT) 
Trafo Arus (CT) 
Perlengkapan Hubung 
Bagi (Rak TR) 
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D. Data APP Terpasang
  Pasang Perubahan 






























Alat Pembalas  : 
Nama   : 
Type/Seri : 
Ukuran (In) : 
 
Kartu Setting Relay : 
1 Set : ………….. 
1 Jatah : …………. 








Stand meter HT (I) 
Stand meter LT (II) 
 
Meter kVArd 





Stand meter HT ( I ) 
Stand Meter LT ( II ) 
 
Meter kVA maks 
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E. Perlengkapan APP :
F. SEGEL :
Segel pada APP dengan data tersebut diatas terdiri (banyak) … buah segel.








































    
 
Keadaan Segel (Jumlah) 
Perubahan Tempat segel Normal 
(Seharusnya Sebelum Sesudah Kode 
 Tutup perlindung 
 Kotak APP 
 Meter kWh 









   
Tgl. Pasang/perubahan     
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G. HASIL PELAKSANA PEMASANGAN/PERUBAHAN*) SL













*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi tanda tangan dan nama jelas.
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Lampiran I









Pemimpin PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi *) ……Cabang …Ranting/
Rayon *) ….atau ………… **) dengan ini memberi tugas kepada :
1. Nama : ……………….
No.Induk Pegawai : ……………….
Jabatan : ……………….
2. Nama : ……………….
No. Induk Pegawai : ……………….
Jabatan : ……………….
Untuk melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada tanggal
…….. s/d …… pada jam  ……s/d…….. Pada daerah kerja PLN/alamat
Pelanggan *) sebagaimana terlampir.
Dalam pelaksanaan P2TL, petugas P2TL tersebut diatas, harus mengikuti
ketentuan tentang penitipan pemakaian Tenaga Listrik di PLN.
Apabila tugas P2TL dimaksud telah selesai dilaksanakan, maka petugas yang
bersangkutan wajib segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada :
Pemimpin PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi *) ………..
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Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
dan penuh tanggung jawab.
……………………..
Pemimpin PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi *) ……





tanda tangan & nama jelas
2.
(………………………..)
tanda tangan & nama jelas
*) Coret yang tidak perlu
**) Jabatan Pemberi Tugas P2TL
***) Nama pembeli tugas
Catatan : Surat Tugas berlaku bila dilengkapi/menunjukan
Kartu Tanda pengenal Pegawai yang bersangkutan
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Lampiran Surat Tugas
DAFTAR DAERAH KERJA PLN
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan
Penerima Tugas Pemberi Tugas
1. ……………….. ………………………..
2. ………………..
Nomor  Daerah Kerja PLN Wilayah/Distribusi……………..Cabang…………….. 



































































B E R I T A   A C A R A
PENERTIPAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
UNTUK SISTEM PENGUKURAN LANGSUNG 1 PHASA/ 3 PHASA
NOMOR : ……………..
Pada hari ini, ……….. tanggal ………Bulan ………… Tahun dua ribu
…………… kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : ………………
No.Induk Pegawai : ………………
Jabatan : ………………
Kedudukan : ………………
2. Nama : ………………
No.Induk Pegawai : ………………
Jabatan : ………………
Kedudukan : ………………
Masing-masing sebagai anggota Tim P2TL berdasarkan Surat Tugas Pemimpin
PT PLN (Persero)) Wilayah/Distribusi *) …………..Cabang……….Ranting/
Rayon *) ……atau ……… ***) Nomor ……..Tanggal ………….. dengan
didampingi petugas/ pejabat dari kepolisian Negara ………./ Alat Negar lainnya/
PPNS*) tersebut dibawah ini :










Berdasarkan surat tugas dari Kepala Kepolisian …………… Melakukan P2TL
dengan cara melakukan pemeriksaan instalasi Sambungan Tenaga Listrik dan
Instalasi Pelanggan sebagai berikut :
Nama dalam rekening : ………………
Nama penghuni : ………………
Alamat dalam rekening : ………………
Alamat sebenarnya : ………………
Rayon/Ranting/cabang : ………………
No.Perjanjian/kontrak*)* : ………………
No. Kontrol : ………………
Tarif/Daya tersambung : ………………
No. Gardu/Tiang : ………………
Penggunaan/peruntukan : ………………
Pelaksanaan TDL
Dalam Pelaksanaan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, Tim
P2TL yang disertai petugas/pejabat Polri/ Alat Negara lainnya/PPNS *)
disaksikan oleh pelanggan/ keluarga pelanggan penghuni/penanggung jawab





Berdasarkan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh
hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini yang merupakan
bagian  yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
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Prose Penyelesaian.
Berdasarkan hasil P2TL sebagaimana dimaksud pada angka III diatas, penetapan
golongan Pelanggan berdasarkan pada lampiran Berita Acara ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Pejabat PLN yang berwenang.
Untuk penyelesaian tersebut, pelanggan tersebut diatas atau kuasanya diminta
datang ke kantor PLN pada hari dan tanggal sesuai lampiran Berita Acara ini *)
Demikian berita acara setelah dibaca dan ditanda tangani oleh masing-masing
pihak tersebut diatas dalam tiap……………………, satu rangkap berikut
lampirannya untuk pelanggan seperti pada angka II diatas.








*) Coret yang tidak perlu
**) Apabila tidak ada pelanggan alenia
tersebut dicoret seluruhny
***) Kolom tersebut di isi nama terang dan
tanda tangan masing-masing
****) Jabatan Pemberi Tugas
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PT PLN (Persero) LAMPIRAN II A
………………… BERITA ACARA PENERTIBAN/PEMAKAIAN
TENAGA LISTRIK (P2TL)
UNTUK SISTEM PENGUKURAN LANGSUNG
1 PHASE/ 3 PHASE




a. 1 Phase/3phase 1)
b. 127 V, 220 V, 127/220 V, 220/38 C V 1)
Gambar skel lokasi alamat pelanggan
Tempat Kedudukan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
Didalam/diluar
Data APP terpasang
4.1 Alat Pembatas :
Nama : MCB/MCCB/NFB/NH Fuse/Smelt Trip/ … 1)
Type/Ukuran :
Ukuran (In) : ……… x ………... Ampere
4.2 Meter kWH
Type/Merk : ……….. Tarif tunggal/ganda 1) : …………
No. Pabrik/tahun : ……….. Faktor meter                : …………
Ukuran (In) : ……… x ………... Ampere, Constanta ……..
4.3 Meter kVArh
Type/Merk : ……….. Tarif tunggal/ganda 1) : …………
No. Pabrik/tahun : ……….. Faktor meter                : …………
Ukuran (In) : ……… x ………... Ampere, Constanta ……..
4.4 Lonceng :
Type/Merk : ……….. Genset/Diesel : ada/ tidak ada 1)
No. Pabrik/tahun : ……….. : ………… kVA
















































5.2 Pemeriksaan putaran meter kWh melalui sekering meter/ Terminal
Pengukuran 4 kawat
Pengukuran Tegangan pada pengukuran  beban
Pengukuran dilaksanakan pada jam …………………
Pengukuran tegangan :
a. Pada terminal (klem Blok) kotak APP b. Pada terminal meter :
R- Nol : …………….. Volt R-  Nol : ……….. Volt
S- Nol : …………….. Volt S-  Nol : ……….. Volt
T- Nol : …………….. Volt T-  Nol : ……….. Volt
R-S : …………….. Volt R-S : ……….. Volt
R-T : …………….. Volt R-T : ……….. Volt
S-T : …………….. Volt S-T : ……….. Volt
Sambungan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (SLTR)
1. SLP (Sambungan Luar Pelayanan)




2. SMP (Sambungan Masuk Pelayanan)





Saat diperiksa Setelah diperiksa 










//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 








































1. Penyambungan langsung 2)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
2. Penggunaan Peruntukan Tenaga Listrik 3)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
3. Terdapat/tidak terdapat sambungan lain yang membahayakan keselamatan
umum (seperti sambungan langsung antara satu rumah/tempat ke tempat






5. Tindakan teknis yang dilakukan oleh petugas P2TL :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
6. Keterangan tambahan 4) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Untuk penyelesaian hasil P2TL Pelanggan PLN/kuasanya diatas diminta datang
ke kantor Wilayah/Distribusi/Cabang/Ranting/Rayon PT PLN (Persero) Wilayah/
Distribusi …………………Cabang …………….. Ranting/Rayon …………
diJalan ………………………………………………….
Pada tanggal/hari : …………………………….
Pukul : …………………………….
Pelanggan/Penghuni/Penanggung Jawab 1)
                Atas bangunan/persil   Tim P2TL







1). Coret yang tidak perlu
2). Diisi apabila ada sambungan dari JTL atau SL dengan
menggunakan penghantar dibawah atau diatas termasuk
peralatannya dimana tenaga listrik dapat disatukan tanpa melalui
APP
3). Di isi secara jelas  penggunaan tenaga listrik sesuai fakt di persil/
bangunan ybs.
4). Di isi uraian secara ringkas berdasarkan hasil pemeriksaan dari
butir 8-5 dapat juga diberikan keterangan dalam bentuk
gambar dan atau penjelasan lain.
5) Disi nama terang dan tanda tangan.
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Lampiran II B







B E R I T A   A C A R A
PENERTIPAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
UNTUK SISTEM PENGUKURAN TIDAK LANGSUNG
NOMOR : ……………..
Pada hari ini, ……….. tanggal ………Bulan ………… Tahun dua ribu
…………………………………… kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : ………………
No.Induk Pegawai : ………………
Jabatan : ………………
Kedudukan : ………………
2. Nama : ………………
No.Induk Pegawai : ………………
Jabatan : ………………
Kedudukan : ………………
Masing-masing sebagai anggota Tim P2TL berdasarkan Surat Tugas Pemimpin
PT PLN (Persero)) Wilayah/Distribusi *) …………..Cabang……….Ranting/
Rayon*) ……..atau ……… ***) nomor ……..Tanggal ………….. melakukan
P2TL dengan cara  melakukan pemeriksaan instalasi Sambungan Tenaga Listrik
dan Instalasi Pelanggan PLN pada bangunan/persil sebagaimana tercantum dalam
Rekening Listrik Pelanggan sebagai berikut :
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Nama dalam rekening : ………………
Nama penghuni : ………………
Alamat dalam rekening : ………………
Alamat sebenarnya : ………………
No.Perjanjian/kontrak*)* : ………………
No. Kontrol : ………………
Tarif/Daya tersambung : ………………
No. Gardu/Tiang : ………………
Penggunaan/peruntukan : ………………
Pelaksanaan TDL
Dalam Pelaksanaan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, Tim
P2TL yang disertai petugas/pejabat Polri/ Alat Negara lainnya/PPNS *)
disaksikan oleh pelanggan/ keluarga pelanggan/penghuni/penanggung jawab





Berdasarkan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh
hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini yang merupakan
bagian  yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Prose Penyelesaian.
Berdasarkan hasil P2TL sebagaimana dimaksud pada angka III diatas, penetapan
golongan Pelanggan berdasarkan pada lampiran Berita Acara ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Pejabat PLN yang berwenang.
Untuk penyelesaian tersebut, pelanggan tersebut diatas atau kuasanya diminta
datang ke kantor PLN pada hari dan tanggal sesuai lampiran Berita Acara ini *)
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Demikian Berita Acara ini setelah dibaca dan ditanda tangani oleh masing-masing
pihak tersebut diatas dalam rangkap………………satu rangkap berikut
lampirannya untuk pelanggan seperti pada angka II diatas.
Pelanggan/ Keluarga pelanggan/ Tim P2TL
Penghuni bangunan/ persil





*) Coret yang tidak perlu
**) Apabila tidak ada pelanggan alenia
tersebut dicoret seluruhny
***) Kolom tersebut di isi nama terang dan
tanda tangan masing-masing
****) Jabatan Pemberi Tugas
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PT PLN (Persero) LAMPIRAN II B
………………… BERITA ACARA  PENERTIBAN PEMAKAIAN
TENAGA LISTRIK (P2TL)
UNTUK SISTEM PENGUKURAN LANGSUNG
DATA HASIL PEMERIKSAAN UNTUK SISTEM PENGUKURAN LANGSUNG
Tegangan tersambung
Tegangan tersambung
a. Tegangan tinggi/ Tegangan Menengah/Tegangan Rendah1)
b. 127 V, 220 V, 220/330 V, 6000 V /12000 V/20000 V/70000 V/ 150000
V/….1)
Gambar skel lokasi alamat pelanggan
Tempat Kedudukan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
Data APP Terpasang :
4.1 Alat Pembatas :
Nama :
Type/Ukuran :
Ukuran (In) : ……… x ………... Ampere
4.2 Kartu Selting Relay
1 Set :  ……….. Ampere
1 Jatah : ……….. Ampere
Merk / Type Relay : …………















Lonceng (Time Switch 
Perlengk. Hubung bagi (Rak TR) 
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4.3. Alat Pengukur :
VI. Pengukuran
6.1. Pengukuran beban dan faktor daya (Cos Q)
Pengukuran dilaksanakan pada jam : …………………..
6.2. Pengukuran Tegangan
a. Pada terminal (klem Blok) kotak APP
R- No : …………….. Volt R-  S  : ……….. Volt
S-No : l……..…….. Volt R-  T  : ……….. Volt
T-Nol :  ……..…….. Volt S-  T  : ………... Volt
b. Pada Rel dan terminal meter
Rel fase R - terminal meter fase R : ……  …… Volt
Rel fase R - terminal meter fase S : ……  …… Volt
Rel fase R - terminal meter fase T : ……  …… Volt
Rel fase S - terminal meter fase R : ……  …… Volt
Rel fase S - terminal meter fase S : ……  …… Volt
Rel fase S - terminal meter fase T : ……  …… Volt
Rel fase T - terminal meter fase R : ……  …… Volt
Rel fase T - terminal meter fase S : ……  …… Volt
Rel fase T - terminal meter fase T : ……  …… Volt













Stand meter HT (I) 






























Saat diperiksa Setelah diperiksa 































6.3 Pemeriksaan putaran meter kWh melalui sekering meter/ klem Terminal
meter
VI. Sambungan Tenaga Listrik(SL)
7.1. SLP (Sambungan Luar Pelayanan)
Jenis Hantara : Kabel Pilin/ BC (kawat tembaga
telanjang) / ACC/ Kabel tanah /…..
Ukuran : ……………………..
Kondisi/Kelainan-2 : ……………………..
7.2. SMP (Sambungan Masuk Pelayanan)
Jenis Hantara : Kabel Pilin/ BC (kawat tembaga




8.1. Penyambungan langsung 2)
8.2. Penggunaan Peruntukan Tenaga Listrik 3)
.............................................................................................
.............................................................................................
8.3. Terdapat/ tidak terdapat sambungan lain yang membahayakan
keselamatan umum (seperti sambungan langsung antara satu rumah/







Saat diperiksa Setelah diperiksa 










//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 
//  //  // 







































8.5. Tindakan teknis yang dilakukan oleh petugas P2TL :
.............................................................................................
.............................................................................................
8.6. Keterangan tambahan 4) :
.............................................................................................
.............................................................................................
Untuk penyelesaian hasil P2TL Pelanggan PLN/kuasanya diatas
diminta datang ke kantor Wilayah/Distribusi/Cabang/Ranting/Rayon
PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi ……………….Cabang
…………….. Ranting/Rayon………. …...diJalan
……………………………………….
Pada tanggal/hari : …………………………….
Pukul : …………………………….
Pelanggan/Penghuni/Penanggung Jawab 1)
                Atas bangunan/persil   Tim P2TL






1). Coret yang tidak perlu
2). Diisi apabila ada sambungan dari JTL atau SL dengan
menggunakan penghantar dibawah atau diatas termasuk
peralatannya dimana tenaga listrik dapat disatukan tanpa melalui
APP
3). Di isi secara jelas  penggunaan tenaga listrik sesuai fakt di persil/
bangunan ybs.
4). Di isi uraian secara ringkas berdasarkan hasil pemeriksaan dari
butir 8-5 dapat juga diberikan keterangan dalam bentuk
gambar dan atau penjelasan lain.
5) Disi nama terang dan tanda tangan.
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Lampiran III








PENGAMBILAN PERALATAN/ALATM HASIL TEMUAN P2TL
Nomor : ………………….
Berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara P2TL Nomor : ………….., tanggal
…… perlu dilakukan pengambilan peralatan/alat hasil temuan P2TL.
Sehubungan dengan itu, maka pada hari ini, ……… tanggal …….. bulan
…………. Tahun, …………. Dilakukan pengambilan peralatan/alat hasil temuan
oleh petugas P2TL untuk keperluan koreksi rekening/pemeriksaan lebih lanjut.
Data pengambilan peralatan/alat hasil temuan P2TL tercantum pada Lampiran






****) sesuai data pada lampiran Berita Acara ini. Dimaksudkan
dalam kantong kemudian direkatkan  dengan diberi stiker dan selanjutnya
dibubuhi tandatangan pada penutup kantong tersebut oleh petugas P2TL tersebut
dibawah ini dan pelanggan/penghuni rumah/penanggung jawab atas bangunan/
persil yang diperiksa selanjutnya dibawah oleh petugas P2TL ke Laboratorium
PLN ………..**) untuk koreksi rekening untuk pemeriksaan lebih lanjut.
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Demikian Berita Acara ini setelah dibaca. Dibuat dan ditanda tangani oleh masing-
masing pihak tersebut diatas dalam rangkap …………., satu rangkap untuk
pelanggan/ penghuni rumah/penanggung jawab atas  bangunan/persil yang
diperiksa *)
Pelanggan penghuni rumah Tim P2TL
Penanggung jawab bangunan persil *)
***)                          ***)
NIP PLN
Disaksikan Oleh
1                             ***)                          ***)
NIP PLN
2.             ***)_                          ***)
NIP PLN
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai dengan kebutuhan
***) Kolom tersebut diisi nama terang dan
tanda tangan masing-masing
****) Diisi nama peralatan alat hasil temuan P2TL
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Lampiran IV









Berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara P2TL Nomor : ………….., tanggal
…… dan Berita Acara Pengambilan Peralatan data Hasil Temuan P2TL Nomor
: ….... Tanggal …………
Pada hari ini, ……… Tanggal …….. Jam …………. Bertempat di ….…….
Dilakukan Pembukaan Lintong/bungkusan berisi sebagaimana tercantum pada
lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dai Barita
Acara ini.
Dalam pelaksanaan penelitian dan pembukaan tersebut disaksikan oleh




Pada waktu dilakukan pembukaan diadakan penelitian terhadap stiker dan tanda
kertas pengaman yang mengikat kantong tersebut dengan hasil pembukaan.
Kondisi : ……………………
Kondisi Kantong Pengaman : ……………………
Kesimpulan : …………………… ***) sama/ tidak
sama *) dengan Berita cara
Pengambilan Peralatan/ Alat  Hasil
Temuan P2TL.
307
Kemudian : ***) tersebut diatas diambil untuk
keperluan pemeriksaan di laboratorium.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Saksi-saksi
Petugas PLN 1. Pelanggan/ Penghuni
Penanggung jawab atas
Bangunan/ Persil *)
**)                                   **)
NIP
2. Saksi
                           **)                                  **)
NIP NRP/NIP *) …………
                           **)                                  **)
NIP NRP/NIP *) …………
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai dengan kebutuhan
***) Kolom tersebut diisi nama terang dan
tanda tangan masing-masing
****) Diisi nama peralatan alat hasil temuan P2TL
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Lampiran IV









Berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara P2TL Nomor : ………….., tanggal
…… dan Berita Acara Pengambilan Peralatan data Hasil Temuan P2TL Nomor
: ….... Tanggal …………
Pada hari ini, ……… Tanggal …….. Jam …………. Bertempat di ….…….
Dilakukan Pembukaan Lintong/bungkusan berisi sebagaimana tercantum pada
lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dai Barita
Acara ini.
Dalam pelaksanaan penelitian dan pembukaan tersebut disaksikan oleh




Pada waktu dilakukan pembukaan diadakan penelitian terhadap stiker dan tanda
kertas pengaman yang mengikat kantong tersebut dengan hasil pembukaan.
Kondisi : ……………………
Kondisi Kantong Pengaman : ……………………
Kesimpulan : …………………… ***) sama/ tidak
sama *) dengan Berita cara
Pengambilan Peralatan/ Alat  Hasil
Temuan P2TL.
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Kemudian : ***) tersebut diatas diambil untuk
keperluan pemeriksaan di laboratorium.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Saksi-saksi
Petugas PLN 1. Pelanggan/ Penghuni
Penanggung jawab atas
Bangunan/ Persil *)
                           **)                                  **)
NIP
2. Saksi
                           **)                                  **)
NIP NRP/NIP *) …………
                           **)                                  **)
NIP NRP/NIP *) …………
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai dengan kebutuhan
***) Kolom tersebut diisi nama terang dan
tanda tangan masing-masing







CABANG  : …………………………………
RANTING/RAYON *) …………………….
DATA PERMUKAAN PERALATAN/ALAT HASIL P2TL
Meter Kwh  *) 
 
Type ……….. Tanpa Tunggal Ganda *) 
……… 
No. Pabrik/Tahun …….  Faktor Meter. 
…….. 
Ukuran (Ini) ……….. X  ……… 
Ampere Constanta ….. 
 
Meter kVARh *) 
Type ……….. Tanpa Tunggal Ganda *) 
……… 
No. Pabrik/Tahun …….  Faktor Meter. 
…….. 
Ukuran (Ini) ……….. X  ……… 
Ampere Constanta ….. 
 
Meter kVAmarks  *) 
Type ……….. Tanpa Tunggal Ganda *) 
……… 
No. Pabrik/Tahun …….  Faktor Meter. 
…….. 
Ukuran (Ini) ……….. X  ……… 
Ampere Constanta ….. 
 
Alat Pembatas *) 
Nama IMCBNLCCB NFB NH Fuse 
Smelt Tnp   ) 
Type ukuran   :  
Ukuran da)                X 
 
Trafo arus CT : 
Type merk   :
………………… 
No. Pabrik /Tahun :
………………… 




























KABEL SADAPANR *) 
JENIS KABEL : NYM/NYY/NGA/ KabeL 
tanah    *) 
 
Diameter ……..x……..mm2 
Panjang lebih kurang …………. M 
 
Kontraktor magnet (saklar magnet)/saklar *) 
Type merk.   : ……………. 
No Pabrik/Tahun : …………… 
Batas/ 3 fase  : …………… 
 
Fuse/trafo tegangan : *) 
Jenis     : ………….. 
Type/merk   : ………….. 
No. Pabrik/tahun : …………… 
 
Gembok Gardu : …………… 




- Kotak APP 
- Alat Pengukur 
- Alat pembatas 
- Alat Bantu pengukuran 









Perihal :  Laporan pelaksanaan P2TL
Kepada :
Yth, :  ……………..  ………
   ……………..  …..*)
berdasarkan Surat Tugas No. ……………. ……… …tanggal
………………….(copy terlampir). Dengan ini kami melaporkan hasil
pelaksanaan penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) dengan penjelasan
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Mendapat Piagam Penghargaan dari Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI, 1995 dan dianugrahi penghargaan "The
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Amanah YPK- PLN dan Lembaga Hukum Ammanagappa di Jakarta.
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